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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan
penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
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Menetapkan

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 398);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
daerah.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI
adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa
lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau
jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak
diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara
layak.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai
dari tahapan pengumpulan data, penghitungan
kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan
rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan
pemenuhan Pelayanan Dasar.

Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas
barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan
petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara
secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar
sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil
suatu Program.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau
Program dalam bentuk keluaran atau hasil.

Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya
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yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN

(1)

(2)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak
memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai
dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan

Dasarnya.

Pasal 3
Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 untuk daerah provinsi terdiri atas:
a. pendidikan menengah;

b. pendidikan khusus;
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(2)

pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak
krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana daerah provinsi;

pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi
kejadian luar biasa daerah provinsi;

pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas
daerah kabupaten/kota;

penyediaan pelayanan pengolahan air limbah
domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
bagi korban bencana daerah provinsi;

fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi Program
Pemerintah Daerah provinsi;

pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
daerah provinsi;

rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
terlantar di dalam panti;

rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam
panti;

rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di
dalam panti;

rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana bagi korban

bencana daerah provinsi.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

o P

a0

5o o

pendidikan anak usia dini;
pendidikan dasar;

pendidikan kesetaraan;

pelayanan kesehatan ibu hamil;
pelayanan kesehatan ibu bersalin;
pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
pelayanan kesehatan balita;

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
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pelayanan kesehatan pada usia produktif;

pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
berat;

pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi
virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
(human immunodeficiency virus);

pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-
hari;

penyediaan pelayanan pengolahan air limbah
domestik;

penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi Program
Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
pelayanan informasi rawan bencana;

pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana;

pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana;

pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran;

rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
terlantar di luar panti;

rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar
panti;

rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana bagi korban

bencana daerah kabupaten/kota.
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(3)

Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan
Standar Teknis yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi
dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dilakukan dengan tahapan:

a.
b.

o o

pengumpulan data;
penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang
berhak memperoleh barang dan/atau jasa
Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal
sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasarnya; dan

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang
tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana
yang tersedia.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman,

ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan

sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas

sumber daya manusia yang tersedia.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM
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ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari
Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap
tahun.

Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem
Informasi  Pemerintahan Daerah  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja
pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 6

Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah
barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan
sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk
kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah
barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan
sumber daya manusia yang tersedia.

Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana,
dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga
nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah
Daerah.

Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan
Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang
berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu
memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar
Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
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(2)

(3)

-10-

Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.

Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar

yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikarenakan:

a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses
atau dijangkau sendiri;

c. kondisi bencana; dan/atau

d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat

dipenuhi sendiri.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak
menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang
dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana
pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra
PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah
satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

Pasal 9
Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang
dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan
RPJMD meliputi:
a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya
dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan
pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh

Pemerintah Daerah;
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gambaran pengelolaan keuangan daerah serta
kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan
besaran anggaran yang diperuntukkan bagi
pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya
dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar
Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan
Wajib Pelayanan Dasar;

strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan
daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi
Pemerintah  Daerah dalam menyusun arah
kebijakan dan merumuskan Program dalam
pemenuhan kebutuhan dasar;

kerangka pendanaan pembangunan dan Program
Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan
Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang
diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar
Warga Negara; dan

kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja
daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan

Dasar Warga Negara.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang

dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan

RKPD meliputi:

a.

gambaran umum kondisi daerah khususnya
dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian
Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat
Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga
Negara;

kerangka ekonomi dan keuangan = daerah,
khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran
yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan
Dasar Warga Negara,;

sasaran dan prioritas pembangunan daerah,

khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan
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(3)

-12-

Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana
kerja tahunan;

rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya
dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan
dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan
yang disusun dalam pencapaian pemenuhan
Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan

kinerja  penyelenggaraan Pemerintah  Daerah,
khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja
daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan

Dasar Warga Negara.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang

dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat

perumusan Renstra PD meliputi:

a.

gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan
Kebutuhan Dasar Warga Negara;

permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah,
khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok
yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian
pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;

tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan
penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan
dengan memperhatikan permasalahan dan isu
strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan
Dasar Warga Negara,;

rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta
pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program,
Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif
dan sumber pendanaan yang disusun dalam
pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga
Negara; dan

kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya

dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam
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pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga
Negara.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan

Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan

pada saat perumusan Renja PD meliputi:

a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya
dikaitkan dengan wupaya optimalisasi pencapaian
pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;

b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga
Negara; dan

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah,
khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan,
sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang disusun dalam pencapaian

pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pasal 10
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan
Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan
Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD,
Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program,
Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar
setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD,
RKPD dan Renja PD.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran
Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan
Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun
berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
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(1)

(2)

(3)
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Pasal 11

Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan,
sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai
dengan rencana pemenuhan  Pelayanan  Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian
Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data
jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap

tahunnya.

Pasal 12

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan
barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber
daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan
kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

Pemerintah Daerah dapat:

a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan
dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh
Pelayanan  Dasar secara minimal, dengan
memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak
mampu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai,
bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi,
atau bentuk bantuan lainnya.

Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan

prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

Standar Teknis SPM.

Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan

pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 13
Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap
tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penghitungan Pencapaian SPM

Pasal 14

(1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan
menggunakan Indeks Pencapaian SPM.

(2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
b. capaian penerima Pelayanan Dasar.

(3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal
layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub
Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa
dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar
Teknis.

(4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang

diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Pasal 15
Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 16
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan

Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM
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secara nasional.

Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan
SPM di daerah provinsi.

Bupati/wali kota  mengoordinasikan pelaksanaan

Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota.

Pasal 17
Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
meliputi:
a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk:
a. sekretariat bersama di tingkat pusat;
b. tim Penerapan SPM daerah provinsi; dan

c. tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a,
dikoordinasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal
Bina Pembangunan Daerah dan  beranggotakan
kementerian/ lembaga yang menangani Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

masyarakat; dan
f.  sosial.
Sekretariat bersama di tingkat pusat berkedudukan di
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.



(1)

(2)

17 2021, No.1419

Pasal 19

Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a.
b.

C.

penanggung jawab : gubernur;

ketua : sekretaris daerah provinsi;

wakil ketua : kepala badan perencanaan

pembangunan daerah provinsi;

sekretaris : kepala biro tata pemerintahan

provinsi atau sebutan lain;

anggota

1. kepala perangkat daerah provinsi yang
membidangi Urusan Pemerintahan Wajib
terkait Pelayanan Dasar;

2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
kepala inspektorat daerah;
kepala dinas komunikasi dan informatika;
kepala dinas kependudukan dan pencatatan
sipil; dan

6. kepala perangkat daerah sesuai dengan

kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM daerah Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.

mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM
dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai
oleh biro tata pemerintahan provinsi;

melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama
di tingkat pusat;

melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan
mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat
Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga
pemerintah nonkementerian;

mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan
sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM

secara periodik;
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e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
perencanaan serta mengawal dan memastikan
Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan
Renja PD termasuk pembinaan umum dan
teknisnya;

f.  mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
penganggaran serta mengawal dan memastikan
Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi;

g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber
pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota;

h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan
teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota;

i.  mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;

j- melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat;

k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat terkait Penerapan SPM dan
mengkonsolidasikan  laporan  penerapan dan
pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota, termasuk laporan yang
disampaikan masyarakat melalui sistem informasi
yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;

l.  mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan
kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai
rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;

m. melakukan rapat secara berkala; dan

n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat
bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan
SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

gubernur.
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Tim Penerapan SPM provinsi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi
dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan

sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

Pasal 20
Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk
sekretariat tim.
Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di biro tata pemerintahan provinsi atau

sebutan lain.

Pasal 21
Tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c

terdiri dari:

a. penanggung jawab bupati/wali kota;
b. ketua : sekretaris daerah kabupaten/ kota;
c. wakil Ketua: kepala badan perencanaan

pembangunan daerah kabupaten/Kota;
d. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan
kabupaten/kota atau sebutan lain;
€. anggota
1. kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang
membidangi Urusan Pemerintahan Wajib
terkait Pelayanan Dasar;
2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
kepala inspektorat daerah;
kepala dinas komunikasi dan informatika;
kepala dinas kependudukan dan pencatatan
sipi; dan
6. kepala perangkat daerah sesuai dengan
kebutuhan daerah.
Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
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meliputi:

a.

mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM
dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang
diprakarsai oleh biro tata pemerintahan
kabupaten/kota;

melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM
daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan
Perangkat Daerah pengampu SPM;
mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan
sinkronisasi terhadap data terkait kondisi
Penerapan SPM secara periodik;

mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
perencanaan serta mengawal dan memastikan
Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan
Renja PD termasuk pembinaan umum dan
teknisnya;

mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
penganggaran serta mengawal dan memastikan
Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber
pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk
Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan
teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM
daerah kabupaten/kota;

melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada
perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
menerima dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat terkait Penerapan SPM dan
mengkonsolidasikan  laporan  penerapan dan
pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk
laporan yang disampaikan masyarakat melalui
sistem informasi Pemerintahan Daerah yang

terintegrasi;
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l.  mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/
kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi
untuk perencanaan tahun berikutnya,;
melakukan rapat secara berkala; dan

n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat
bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis
aplikasi secara triwulan.

Tim Penerapan SPM kabupaten/kota ditetapkan dengan

Keputusan bupati/wali kota.

Tim Penerapan SPM kabupaten/kota dalam

melaksanakan tugas  berkoordinasi dengan @ tim

Penerapan SPM provinsi.

Pasal 22
Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
dibentuk sekretariat tim.
Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bagian tata pemerintahan

kabupaten/kota atau sebutan lain.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 23

Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan
selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat
hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam
Penerapan SPM.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dalam
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus

mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah
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kabupaten /kota.

Pasal 24

(1) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan
bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga)
bulan menggunakan aplikasi.

(2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.

(3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi
dan  rekapitulasi Penerapan SPM di daerah
kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 25

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 dan Pasal 24, digunakan:

a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah
provinsi dan di daerah kabupaten/kota;

b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah
pusat; dan

c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan
insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 26
Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melakukan pembinaan secara umum dan
menteri/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar melakukan pembinaan secara
teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
Menteri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri melakukan pengawasan umum terhadap
Penerapan SPM daerah provinsi.
Menteri melalui Inspektorat Jenderal kementerian/
lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi
Urusan Pemerintahan Wajib melakukan pengawasan
teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap Penerapan SPM provinsi di wilayahnya.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan
pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah
kabupaten/kota secara umum dan teknis.
Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan
Penerapan SPM daerah kabupaten oleh Perangkat
Daerah kabupaten dan wali kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kota

oleh perangkat Daerah kota.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
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BAB VI
PENDANAAN

Pasal 29

(1) Pendanaan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM
di pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara.

(2) Pendanaan Penerapan SPM di daerah provinsi bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

(3) Pendanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota.

(4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), juga bersumber dari sumber lainnya

yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO
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1.

TENTANG  PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL
TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN
DAN FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
a. Provinsi
Indikator Kinerja Pencapaian
Penerima Layvanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar
Jenis Pelayanan
No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 [Pendidikan Jumlah Warga| 100% | Setiap |Jumlah barang, [100% [sesuai | Setiap | Indikator mutu
Menengah Negara usia 16-18 tahun [jasa dan sumber |dengan  jumlah | tashun | minimal layanan

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2021

tahun yvang
berpartisipasi

daya manusia

anak usia 16-18
tahun vang akan

dasar berupa
jumlah barang,

www.peraturan.go.id
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
dalam pendidikan dipenuhi) jasa dan sumber
menengah daya manusia
sesual  dengan
Rata-rata Mening [ Setiap yang ditetapkan
kemampuan kat dari| tahun dalam  standar
literasi dan| hasil teknis pelayanan
numerasi  siswa| dua minimal bidang
berdasarkan hasil| tahun pendidikan
Asesmen Nasional | sebelu
mnya
2 |Pendidikan Jumlah Warga | 100% | Setiap [Jumlah barang, |100% (sesuai | Setiap
Khusus Negara usia 4-18 tahun |[jasa dan sumber |dengan jumlah | tahun
tahun yang daya manusia anak usia 4-18
termasuk dalam tahun yang
penduduk termasuk dalam
disabilitas  yang penduduk
berpartisipasi disabilitas yang

www.peraturan.go.id
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
dalam pendidikan akan dipenuhi)
khusus
Rata-rata Mening | Sectiap
kemampuan katdari| tahun
literasi dan | hasil
numerasi  siswa dua
berdasarkan hasil | tahun
Asesmen Nasional | sebelu
mnya

www.peraturan.go.id
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b. Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

tahun yang belum

daya manusia

anak usia 7-18

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target wakftu Keterangan
capaian capaian
1 Pendidikan Dasar | Jumlah Warga | 100% | Sctiap Jumlah barang, [ 100% (sesuai| Setiap Indikator mutu
Negara usia 7- 15 tahun jasa dan sumber | dengan jumlah| tahun minimal layanan
tahun yang daya manusia ansk usia 7-15 dasar berupa
berpartisipasi tahun yang akan jumlah barang,
dalam pendidikan dipenuhi) jasa dan sumber
dasar daya manusia
Rata-rata Meningk| Setiap sesuai  dengan
kemampuan at dari | tahun yang ditetapkan
literasi dan | hasil dalam  standar
numerasi  siswa | dua teknis pelayanan
berdasarkan hasil | tahun minimal bidang
Asesmen Nasional |sebelum pendidikan
nya
2 Pendidikan Jumlah Warga | 100% | Setiap | Jumlah barang, [ 100% (sesuai | Setiap
Kesctaraan Negara usia 7- 18 tahun | jasa dan sumber | dengan  jumlah | tahun

www.peraturan.go.id
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
menyelesaiakan tahun yang
pendidikan dasar belum
dan atau menyelesaikan
menengah  yang pendidikan dasar
perpartisipasi atau  menengah
dalam pendidikan yang akan
kesataraan dipenuhi
Rata-rata Meningk| Setiap
kemampuan at dari | tahun
literasi dan| hasil
numerasi siswa| dua
berdasarkan hasil| tahun
Asesmen Nasional |sebelum
nya
3 | Pendidikan Anak | Jumlah Warga [ 100% | Setiap Jumlah barang, [ 100% (sesuai [Setiap
Usia Dini Negara usia 5-6 tahun jasa dan sumber | dengan jumlah [tahun
tahun yang daya manusia anak wusia 5-6

www.peraturan.go.id
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
berpartisipasi tahun yang akan

dalam pendidikan
PAUD

dipenuhi)

www.peraturan.go.id
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2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

a. Provinsi

Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Pelayanan Dasar

Mutu Minimal Pelayanan Dasar

No b Batas Batas
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian

1 | Pelayanan Jumlah 100% | Setiap | Jumlah barang| 100%  (sesuai| Setiap | Indikator mutu
kesehatan bagi | penduduk vang tahun | dan/atau jasa,| dengan jumlah| tahun | minimal
penduduk terdampak krisis sumber  daya| penduduk pelayanan
terdampak kesehatan manusia  dan | terdampak dasar berupa
krisis akibat bencana tata cara | krisis barang
keschatan dan/atau pemenuhan keschatan dan/atau jasa,
akibat bencana | berpotensi akibat bencana sumber daya
dan/atau bencana dan/atau manusia dan
berpotensi provinsi yang berpotensi tata cara
bencana mendapatkan bencana pemenuhan
provinsi pelayanan provinsi  yang sesuai  dengan

kesehatan akan dipenuhi) yang

www.peraturan.go.id
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Pelayanan Dasar

Mutu Minimal Pelayanan Dasar

No P Batas Batas
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
2 | Pelayanan Jumiah 100% | Setiap | Jumlah barang| 100%  (sesuai| Setiap | ditetapkan
kesehatan bagi | penduduk pada tahun | dan/atau jasa,| dengan jumlah| tahun | dalam standar
penduduk kondisi kejadian sumber daya| penduduk yang teknis
pada kondisi lar biasa manusia dan | terdampak dan pemenuhan
kejadian luar provinsi  yang tata cara | berisiko pada mutu
biasa provinsi mendapatkan pemenuhan kondisi KLB pelavanan
pelayanan yang akan dasar pada
kesehatan dipenuhi) standar teknis
pelayanan
minimal bidang

kesehatan
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b. Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Pencapaian
) Penerima Pelayanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar
No Jreis Fomnn Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target wakftu Keterangan
capaian capaian
1 | Pelayanan Jumlah ibu | 100% | Setiap | Jumlah barang| 100%  (sesuai| Setiap | Indikator mutu
kesehatan ibu| hamil yang tahun | dan/atau jasa,| dengan jumlah | tahun | minimal
hamil mendapatkan sumber daya| ibu hamil yang pelayanan
pelayanan manusia dan | akan dipenuhi) dasar berupa
kesehatan tata cara barang
pemenuhan dan/atau jasa,
2 | Pelayanan Jumlah ibu [ 100% | Setiap | Jumlah barang| 100% (sesuai| Setiap | sumber daya
kesehatan ibu| bersalin  vang tahun | dan/atau jasa,| dengan jumlah| tahun | manusia dan
bersalin mendapatkan sumber dava| ibu bersalin tata cara
pelayanan manusia dan| yang akan pemenuhan
keschatan tata cara| dipenuhi) sesuai dengan
pemenuhan yvang
3 | Pelayanan Jumlah bayi [ 100% | Setiap | Jumlah barang| 100% (sesuai Setiap | ditetapkan
keschatan bayi| baru lahir yang tahun | dan/atau jasa,| denganjumlah | tahun | dalam standar
baru lahir mendapatkan sumber daya| bayi baru lahir teknis
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Pelayanan Dasar

Mutu Minimal Pelayanan Dasar

No P Batas Batas
Indikator Target [ waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
pelayanan manusia dan| yang akan pemenuhan
kesehatan tata cara| dipenuhi) mutu
pemenuhan pelayanan
4 | Pelayanan Jumlah  balita [ 100% | Setiap | Jumlah barang| 100% (sesuai Sctiap | dasar pada
keschatan yang tahun | dan/atau jasa,| denganjumlah | tahun | SPM bidang
balita mendapatkan sumber daya| balita yang kesehatan
pelayanan manusia dan| akan dipenuhi)
kesehatan tata cara
pemenuhan
5 | Pelayanan Jumlah anak | 100% | Setiap | Jumlah barang| 100% (sesuai| Setiap
kesehatan pada| pada usia tahun | dan/atau jasa,| dengan jumlah| tahun
usia pendidikan | pendidikan sumber daya| anak usia
dasar dasar yang manusia  dan| pendidikan
mendapatkan tata cara| dasar vang
pclayanan pemenuhan akan dipenuhi)

kesehatan
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Pelayanan Dasar

Mutu Minimal Pelayanan Dasar

No P Batas Batas
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian

6 | Pelayanan Jumlah Warga [100% |Setiap Jumlah barang| 100%  (sesuai | Setiap
kesehatan pada| Negara usia tahun dan/atau jasa,| dengan jumlah | tahun
usia produktif | produktif yvang sumber daya| Warga Negara

mendapatkan manusia dan| usia produktif
pelayanan tata cara| yang akan
kesehatan pemenuhan dipenuhi)

7 | Pelayanan Jumlah Warga [100% [Setiap Jumlah barang| 100%  (sesuai| Setiap
kesehatan pada| Negara usia tahun dan/atau jasa,| dengan jumlah | tahun
usia lanjut lanjut vang sumber  daya| Warga Negara

mendapatkan manusia dan| usia lanjut yang
pelayanan tata cara| akan dipenuhi)
keschatan pemenuhan

8 | Pelayanan Jumlah Warga (100% [Setiap Jumlah barang| 100%  (sesuai| Setiap
kesehatan Negara tahun dan/atau jasa,| dengan jumlah | tahun
penderita penderita sumber daya| Warga Negara
hipertensi hipertensi usia manusia dan| penderita
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Pelayanan Dasar

Mutu Minimal Pelayanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target [ waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
15 tahun ke atas tata cara| hipertensi usia
vang pemenuhan 15 tahun ke
mendapatkan atas yang akan
pelayanan dipenuhi)
kesehatan
9 | Pelayanan Jumlah Warga [100% |Setiap Jumlah barang| 100%  (sesuai| Setiap
kesehatan Negara tahun dan/atau jasa,| dengan jumlah| tahun
penderita penderita sumber dava| Warga Negara
diabetes diabetes melitus manusia  dan| penderita
melitus usia 15 tahun ke tata cara| diabetes melitus
atas yang pemenuhan usia 15 tahun
mendapatkan ke atas yang
pelayanan akan dipenuhi)

kesehatan
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Pelayanan Dasar

Mutu Minimal Pelayanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian

10 | Pelayanan Jumlah Warga | 100% | Setiap | Jumlah barang | 100%  (sesuai| Sectiap
kesehatan Negara dengan tahun | dan/atau jasa, [ dengan jumlah| tahun
orang dengan| gangguan jiwa sumber daya | Warga Negara
gangguan jiwa| berat vang manusia dan | dengan
berat mendapatkan tata cara | gangguan jiwa

pelayanan pemenuhan berat yang akan
kesehatan dipenuhi)

11 | Pelayanan Jumlah Warga | 100% | Setiap | Jumlah barang | 100% (sesuai | Setiap
kesehatan Negara terduga tahun | dan/atau jasa, | dengan jumlah | tahun
orang terduga| tuberkulosis sumber dava | Warga Negara
tuberkulosis yang manusia dan | terduga

mendapatkan tata cara | tuberkulosis
pelayanan pemenuhan yang akan
kesehatan dipemuhi)
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Pelayanan Dasar

Mutu Minimal Pelayanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
12 | Pelayanan Jumiah Warga [100% | Setiap | Jumlah barang | 100%  {sesuai| Setiap
kesehatan Negara dengan tahun | dan/atau jasa, [ dengan jumlah| tahun

orang dengan
risiko terinfeksi
virus yang
melemahkan
daya tahan
tubuh manusia
(Human
Immunodeficien

cy Virus)

risiko terinfeksi
virus vang
melemahkan
dava tahan
tbuh manusia
(Human
Immunodeficienc
y Virus) yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan

sumber daya
manusia dan
tata cara

pemenuhan

Warga Negara
dengan resiko
terinfeksi  virus
yang
melemahkan
daya tahan
tubuh manusia
(Human
Immunodeficien
¢y Virus) yang
akan dipenuhi)
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3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
a. Provinsi

Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

minum  curah
lintas
kabupaten /kota

memperoleh
kebutuhan  air
minum curah
lintas

kabupaten /kota

Warga Negara
yang
memperoleh
kebutuhan air
minum curah
yang akan
dipenubhi)

Penyediaan
pelayanan
pengolahan air
limbah domestik

regional lintas

Jumlah Warga (100% | Setiap
Negara yang tahun
memperoleh

layanan

pengolahan  air

Jumlah barang
dan jasa

100%  (sesuai
dengan jumlah
Warga Negara
yang
memperoleh

Setiap

tahun

No b Batas Batas
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 |Pemenuhan Jumlah Warga [100% | Setiap | Jumlah barang| 100%  (sesuai| Setiap [ Indikator mutu
kebutuhan air | Negara vang tahun | dan jasa dengan jumlah | tahun | minimal

layanan dasar
berupa barang
dan jasa sesuai
dengan  yang
ditetapkan
dalam standar
teknis SPM
Bidang
Pekerjan
Umum dan
Perumahan
Rakyat
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Indikator Kinerja Pencapaian

Jenis Pelayanan

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target [ waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
kabupaten/kota | limbah domestik layanan
regional lintas pengolahan air
kabupaten/kota limbah
domestik
regional  vang
akan dipenuhi)
b. Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Pencapaian
Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar
Jenis Pelayanan
No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 | Penyediaan Jumlah Warga [100% Setiap | Jumlah barang| 100% (sesuai | Setiap | Indikator mutu
kebutuhan pokok | Negara yang tahun | dan jasa dengan jumlah | tahun | minimal

air minum sehari-

memperoleh

Warga  Negara

layanan dasar
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No — Batas Batas
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
hari kebutuhan yang berupa barang
pokok air memperoleh dan jasa sesuai
minum  sehari- kebutuhan dengan yang
hari pokok air ditetapkan
minum  sehari- dalam standar
hari yang akan teknis SPM
dipentihi) Bidang
2 | Penyediaan Jumlah Warga [100% Setiap | Jumlah barang| 100%  (sesuai| Setiap | Pekerjan
pdayanan Negara  vang tshun | dan jasa dengan jumlah| tashun | Umum dan
pengolahan  air | memperoleh Warga Negara Perumahan
limbah domestik | layanan yang Rakyat
: memperoleh
pevgciaban e layanan
limbah pengolahan air
domestik limbah
domestik yang
akan dipenuhi)
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4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

a. Provinsi
Indikator Kinerja Pencapaian
Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar
Jenis Pelayanan
No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 | Penyediaan dan [ Jumlah Warga | 100% | Setiap | Jumlah barang| 100%  (sesuai| Setiap | Indikator mutu
rehabilitasi Negara korban tahun | dan jasa dengan jumlah | tahun | minimal
rumah yvang | bencana vang Warga Negara layanan dasar
layak huni bagi | memperoleh korban bencana berupa barang
korban bencana | rumah  lavak yang dan jasa sesuai
provinsi huni memperoleh dengan yang
rumah layak ditetapkan
huni yang akan dalam standar
dipenuhi) teknis SPM
2 | Fasilitasi Jumlah Warga | 100% | Setiap | Jumlah barang| 100%  (sesuai | Setiap | Bidang
penyediaan Negara yang tahun | dan jasa dengan jumlah| tahun | Pekerjan
rumah vang | terkena relokasi Warga Negara Umum dan
layvak huni bagi | akibat program yang terkena Perumahan
masyarakat yang | Pemerintah relokasi akibat Rakyat
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No

Jenis Pelayanan

Dasar

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

Indikator

Target

Batas
waktu

capaian

Indikator

Keterangan

terkena relokasi
program
Pemerintah
Daerah provinsi

Dacrah provinsi
yang
memperoleh
fasilitasi
penyediaan
rumah vang
layak huni

Batas
Target waktu
capaian
program
Pemerintah

Daerah provinsi
yang
memperoleh
fasilitasi
penvediaan
rumah  yang
layak huni yang
akan dipenuhi)

www.peraturan.go.id



2021, No.1419

-45-

b. Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Pencapaian
Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar
Jenis Pelayanan
No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 | Penyediaan dan | Jumlah Warga| 100% | Setiap | Jumlah barang| 100% (sesuai| Setiap | Indikator mutu
rehabilitasi Negara korban tahun | dan jasa dengan jumlah | tahun | minimal
rumah vang | bencana yang Warga Negara lavanan dasar
layak huni bagi | memperoleh korban bencana berupa barang
korban bencana | rumah  layak yang dan jasa sesuai
kabupaten/kota | huni memperoleh dengan  yvang
rumah  layak ditetapkan
huni yang akan dalam standar
dipenuhi) teknis SPM
2 | Fasilitasi Jumlah Warga| 100% | Setiap | Jumlah barang|100% (sesuai [ Setiap | Bidang
penyediaan Negara yang tahun | dan jasa dengan jumlah | tahun | Pekerjan
rumah yang | terkena relokasi Warga  Negara Umum dan
lavak huni bagi | akibat program yang terkena Perumahan
masyarakat Pemerintah relokasi akibat Rakyat
yang terkena | Daerah program
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
relokasi program | kabupaten/ Pemerintah
Pemerintah kota yvang Daerah
Daerah memperoleh kabupaten /kota
kabupaten/ kota | fasilitasi vang
penyediaan memperoleh

rumah vang
layak huni

fasilitasi
penyediaan
rumah yang
layak huni vang
akan dipenuhi)
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5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas
a. Provinsi

Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No e Batas Batas
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 | Pelayanan Jumlah Warga| 100% | Setiap | Jumlah barang,| 100% (sesuai [ Setiap |Indikator mutu
ketenteraman Negara yang tahun | jasa dan | dengan jumlah | tahun [minimal lavanan
dan ketertiban | memperoleh sumber daya| Warga Negara dasar berupa
umum provinsi lavanan akibat manusia yang barang, jasa dan
dari penegakan memperoleh sumber daya
hukum perda layanan akibat manusia secsuai
dan perkada di penegakan dengan yang
provinsi hukum perda ditetapkan
dan perkada dalam Standar
vang akan Teknis Mutu
dipenuhi) Pelayanan Dasar

Sub Urusan
Ketenteraman
dan Ketertiban
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Umum di
provinsi dan
kabupaten /kota

b. Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

dari penegakan
hukum perda
dan perkada
Kabupaten/Kota

memperoleh
layanan akibat
penegakan
hukum perda
dan perkada
yang akan
dipenuhi)

No Batas Batas
Dae Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 | Pelayanan Jumlah Warga| 100% | Setiap |Jumlah barang,|100% {sesuai|Setiap  [Indikator mutu
ketenteraman Negara yang tahun |jasa dan sumber|dengan jumlah|tahun |minimal layanan
dan ketertiban memperolch daya manusia Warga  Negara dasar berupa
L mum layanan akibat yang barang, jasa dan

sumber daya
manusia sesuai
dengan yang
ditetapkan

Standar Teknis
Mutu Pelayanan
Dasar Sub
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
2 |Pelayanan Jumlah Warga|l00% (Setiap Pumlah barang,|100% (sesuai|Setiap [Urusan
informasi Negara yvang tahun  jasa dan sumber |dengan jumlah|tahun |Ketenteraman
rawan bencana memperoleh fHlaya manusia Warga  Negara dan Ketertiban
layanan vang Umum di
informasi rawan memperoleh provinsi dan
bencana layanan kabupaten /kota
informasi rawan
bencana  yang
akan dipenuhi)
3 |Pelayanan Jumlah Warga| 100% ([Setiap |Jumlah barang,|100% (sesuai| Setiap
pencegahan dan|Negara yvang tahun [jasa dan sumber|dengan jumlah|tahun
kesiapsiagaan memperoleh daya manusia Warga  Negara
terhadap bencana |layanan yang
Pencegahan dan memperoleh
kesiapsiagaan layanan
terhadap pencegahan dan
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
bencana kesiapsiagaan
terhadap
bencana  yang
akan dipenuhi)
4 |Pelayanan Jumlah Warga| 100% [Setiap |Jumlah barang,|100% (sesuai| Setiap
penyelamatan Negara yang tahun [jasa dan sumber|dengan jumlah|tahun
dan evakuasi| memperoleh daya manusia |(Warga  Negara

korban bencana

lavanan
penyelamatan
dan evakuasi

korban bencana

yang
memperoleh
layanan
penyelamatan
dan evakuasi
korban bencana
yang akan
dipenuhi)
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
5 |Pelayanan Jumlah Warga|l00% (Setiap |Jumlah barang,|100% (sesuai| Setiap
penyelamatan Negara yvang tahun |jasa dan sumber|dengan jumlah|tahun

dan evakuasi
korban
kebakaran

memperoleh
layanan
penyvelamatan
dan evakuasi
korban
kebakaran

daya manusia

Warga  Negara
yang
memperoleh
layanan
penyelamatan
dan evakuasi
korban
kebakaran yang
akan dipenuhi)
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6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial
a. Provinsi

Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No e Batas Batas
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 |Rehabilitasi sosial[Jumlah Warga|l00% |Setiap [Jumlah barang,|100% (sesuai| Setiap |Indikator mutu
dasar penyandang|Negara tahun [jasa dan sumber|dengan jumlah| tahun |minimal
disabilitas penyandang daya manusia Warga  Negara layanan dasar
terlantar di dalam |disabilitas penyvandang berupa jumlah
panti terlantar  yang disabilitas barang, jasa
mendapatkan terlantar  yang dan sumber
rehabilitasi akan dipenuhi) daya manusia
sosial dasar sesuai dengan
penyandang yvang ditetapkan
disabilitas dalam standar
terlantar ci teknis
dalam panti pelayanan
2 |[Rehabilitasi sosial|Jumlah Warga|l00% |[Setiap |Jumlah barang,|100% {sesuai| Setiap |minimal bidang
dasar anak | Negara anak tahun |jasa dan sumber|dengan jumlah| tahun |sosial
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
terlantar di dalam |terlantar yang daya manusia Warga  Negara
panti mendapatkan anak terlantar
rehabilitasi yvang akan
sosial dasar dipenuhi)
anak terlantar
di dalam panti
3 |Rehabilitasi sosial|Jumlah Warga|l00% [Setiap |Jumlah barang,|100% (sesuai| Setiap
dasar lanjut usia|Negara lanjut tahun |jasa dan sumber|dengan jumlah| tahun

terlantar di dalam

pant

usia  terlantar
yang
mendapatkan
rchabilitasi
sosial dasar
lanjut usia di
dalam panti

daya manusia

Warga  Negara
lanjut usia
terlantar yang
akan dipenuhi)
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
4 |Rchabilitasi sosial|Jumlah Warga|l100% [Setiap |Jumlah barang,|100% (sesuai| Setiap
dasar tuna sosial|Negara tahun |jasa dan sumber|dengan jumlah| tahun
khususnya gelandangan dan daya manusia Warga  Negara
gelandangan dan|pengemis yang gelandangandan
pengemis di| mendapatkan pengemis  vang
dalam panti rehabilitasi akan dipenuhi)
sosial dasar tuna
sosial di dalam
panti
5 |Perlindungan dan|Jumlah Warga|l00% |[Setiap [Jumlah barang,|100% (sesuai[Setiap
jaminan sosial|Negara korban tahun |jasa dan sumber|dengan jumlahftahun
pada saat dan|bencana provinsi daya manusia Warga  Negara
setelah  tanggap|vang korban bencana
darurat bencana|mendapatkan provinsi yang
bagi korban | perlindungan akan dipenuhi)
bencana provinsi |dan jaminan
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-55-

Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
sosial pada saat
dan setelah
tanggap darurat
bencana bagi
korban bencana
provinsi
b. Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Pencapaian
Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar
Jenis Pelayanan
No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 |Rehabilitasi sosial|Jumlah Warga| 100% | Setiap [Jumlah barang,|100% (sesuai| Setiap |Indikator mutu
dasar penyandang|Negara tahun |jasa dan sumber|dengan jumlah| tahun [minimal

disabilitas

penyvandang

daya manusia

Warga  Negara

layanan dasar
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
terlantar di luar|disabilitas penyandang berupa jumlah
panti terlantar  yang disabilitas barang, jasa dan
memperoleh terlantar  yang sumber daya
rehabilitasi akan dipenuhi) manusia sesuai
sosial di Iuar dengan yang
panti ditetapkan
2 [Rehabilitasi sosial|Jumlah anak| 100% | Setiap |Jumlah barang,|100% (sesuai| Setiap [dalam standar
dasar anak|terlantar yang tahun |jasa dan sumber|dengan jumlah| tahun |teknis
terlantar di luar|memperoleh daya manusia anak terlantar pelayanan
panti rehabilitasi vang akan minimal bidang
sosial di luar dipenuhi) sosial
panti
3 |Rehabilitasi sosial|Jumlah Warga| 100% | Setiap [Jumlah barang,|100% (sesuai| Setiap
dasar lanjut usia|Negara lanjut tahun [jasa dan sumber|dengan jumlah| tahun
terlantar di luar|usia terlantar daya manusia Warga  Negara
panti yang lanjut usia

www.peraturan.go.id



2021, No.1419

-57-

Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
memperoleh terlantar yang
rehabilitasi akan dipenuhi)
sosial di luar
panti
4 |Rehabilitasi sosial|Jumlah Warga| 100% | Sctiap |Jumlah barang,|100% (sesuai| Sctiap
dasar tuna sosial|Ncgara tahun |jasa dan sumber|dengan jumlah| tahun
khususnya gelandangandan daya manusia |Warga  Negara
gelandangan dan|pengemis yang gelandangandan
pengemis di luar| memperoleh pengemis vang
panti rehabilitasi akan dipenuhi)
sosial dasar tuna
sosial di luar
panti
5 |Perlindungan dan|Jumlah Warga| 100% | Setiap |[Jumlah barang,|100% (sesuai| Setiap
jaminan sosial|Negara korban tahun [jasa dan sumber|dengan jumlah| tahun

padasaat tanggap

bencana

daya manusia

Warga  Negara
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Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Batas Batas
Dasar
Indikator Target | waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
dan paska|kabupaten/kota korban bencana
bencana bagi|yvang kabupaten/ kota
korban bencana|memperoleh yang akan
kabupaten/kota |perlindungan dipenuhi)
dan jaminan

sosial pada saat
dan setelah
tanggap darurat
bencana bagi
korban bencana

kabupaten /kota
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B. Format Tahapan Penerapan SPM

L

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
A. PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN
FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA
PARTISIPASI PROVINSI
FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA
PARTISIPASI KABUPATEN/KOTA
FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH
DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PROVINSI
FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH
DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN KABUPATEN /KOTA
FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL
BELAJAR PROVINSI
FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL
BELAJAR KEJURUAN PROVINSI
FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL
BELAJAR KABUPATEN/KOTA
FORM 1.A.8 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN
KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI
PROVINSI
FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN
KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI
KABUPATEN/KOTA
FORM 1.A.10 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA  KUALITAS
LINGKUNGAN BELAJAR PROVINSI
FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN/KOTA
FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA  KUALITAS
LINGKUNGAN BELAJAR KABUPATEN/KOTA
B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU  MINIMAL
LAYANAN PENDIDIKAN PROVINSI
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FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL
LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN
KERANGKA PENDANAAN PROVINSI
FORM 1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN
KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN KOTA
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
FORM 1.D.1 REALISASI  PENCAPAIAN  PEMENUHAN  SPM
PENDIDIKAN PROVINSI
FORM 1.D.2 REALISASI  PENCAPAIAN PEMENUHAN  SPM
PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
FORM 1.D.3 REKAPITULAS] PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM
PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA
E. CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN (REKAPAN)
FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN
FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM
PENDIDIKAN (PROVINSI)
FORM 1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN
(KABUPATEN /KOTA)

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN
FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH
PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN
DAERAH PROVINSI
FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN /KOTA
FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
KESEHATAN
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FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN
UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH
PROVINSI

FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH
PROVINSI

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN,
BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN
PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAH
UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH
KABUPATEN/KOTA

. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

KESEHATAN

FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI

FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI

FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR
KESEHATAN DAERAH PROVINSI
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FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR

KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN)

FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. BIDANG PEKERJAAN UMUM
A. PENGUMPULAN DATA PEKERJAAN UMUM
FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL PROVINSI
FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL PROVINSI
KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN
FORM 3.A.3 KABUPATEN/KOTA
FORM 3.A.4 KONDISI SPALD KABUPATEN/KOTA
B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM
FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL PROVINSI
FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL PROVINSI
FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM KABUPATEN/KOTA
FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD KABUPATEN/KOTA
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM
FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI
RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
FORM 3.C.2 PROVINSI
FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA
FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN
UMUM
FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM PROVINSI
FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI
FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA
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FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA
E. CAPAIAN TARGET SPM PEKERJAAN UMUM (REKAPAN)
FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM PROVINSI
REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
FORM 3.E.2 PROVINSI
REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM
FORM 3.E.3 KABUPATEN/KOTA
FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA
IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT
1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA
FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN
BENCANA PROVINSI
FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI
RELOKASI PERUMAHAN PROVINSI
FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
BENCANA PROVINSI
FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN
BENCANA KABUPATEN/KOTA
FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI
RELOKASI PERUMAHAN KABUPATEN/KOTA
FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
BENCANA KABUPATEN/KOTA
2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH
FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI  LOKASI
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
PROVINSI
FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH
PROVINSI (10-15 HA)
FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI
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FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG
MENIMBULKAN BAHAYA DI KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.11 IDENTIFIKAS] PERUMAHAN DI ATAS LAHAN
BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI
KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH
KABUPATEN/KOTA (<10 HA)

FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PERUMAHAN RAKYAT
1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI

BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
BENCANA PROVINSI

FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PROVINSI

FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
BENCANA KABUPATEN/KOTA

FORM 4,B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI

MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PEMERINTAH

FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI

FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
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MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI
FORM 4,B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PERUMAHAN RAKYAT
1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA
FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PROVINSI
FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA
2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH
FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PROVINSI
FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM KABUPATEN/KOTA
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN
RAKYAT
1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA
FORM 4.D.1 RINCIAN  CAPAIAN  PELAKSANAAN  SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PROVINSI TAHUN-N
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FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG  TERKENA BENCANA
KABUPATEN /KOTA TAHUN-N
2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH
FORM 4.D.3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA  RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI TAHUN-N
FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA  RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN-N
E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN)
FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI
FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN /KOTA

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS
1) TRANTIBUMLINMAS-SUB  URUSAN  KETENTERAMAN  DAN
KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)
A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM
FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA
NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50
METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN
PERKADA
FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS
UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET
WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS
0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA
DAN PERKADA
FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN
PERDA/PERKADA
FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG
DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP
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FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG
DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS,
SATLINMAS)

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN
DITEGAKKAN

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA  YANG
TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN
PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA
NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN
PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50
METER

. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

TRANTIBUM

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA
LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP. PPNS,

SATLINMAS
FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN
PRASARANA SATPOL PP

FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN
PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG
TERKENA DAMPAK

. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

TRANTIBUM

FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM
TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM
DAN KERANGKA PENDANAAN PROVINSI

FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM
TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM
DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN/KOTA

FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
PROVINSI
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FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
KABUPATEN/KOTA
FORM 5.C.5 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
PROVINSI
FORM 5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
KABUPATEN/KOTA
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM
FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN
ASET WARGA NEGARA PROVINSI
FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN
ASET WARGA NEGARA KABUPATEN/KOTA
FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN
PRASARANA PROVINSI
FORM 5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN
PRASARANA KABUPATEN/KOTA
FORM 5.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL
SATPOL PP KABUPATEN/KOTA
FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL
SATPOL PP PROVINSI
E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN)
FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN
(DAMKAR)
A. PENGUMPULAN DATA DAMKAR
FORM 5.A.1 PENDATAAN SPM DAMKAR KABUPATEN/KOTA
FORM 5.A.2 DAFTAR RELAWAN KABUPATEN/KOTA
FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA
B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
DAMKAR
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FORM 5.B.1 LAYANAN RESPONSE TIME PENANGGULANGAN
KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT
FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN
FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI
FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/
RELAWAN KEBAKARAN
FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI
PASCA KEBAKARAN
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
DAMKAR
FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PELAYANAN DASAR
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR
FORM 5.D.1 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
(OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN /KOTA
E. CAPAIAN TARGET SPM DAMKAR (REKAPAN)])
FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM
3) TRANTIBUMLINMAS - SUB URUSAN BENCANA
A. PENGUMPULAN DATA BENCANA
FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI
KAWASAN RAWAN BENCANA
FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU
WARGA NEGAR
FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA
BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA
FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI
KAWASAN RAWAN BENCANA
FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN
DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI
PENUGASAN
FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH
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FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN
PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT
BENCANA

FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK  LOGISTIK
PENGUNGSIAN

FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN
BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP
KEJADIAN BENCANA)

FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA (DIISI DAN
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)

FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP
DARURAT BENCANA (DISI DAN DIPERBARUI
SETIAP KEJADIAN BENCANA)

FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA (DIISI DAN
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

BENCANA

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN
INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP
BENCANA

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN
BENCANA)

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

BENCANA

FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA
PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI
RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
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FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
KORBAN BENCANA
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA
FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN
PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA
FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI
SETIAP KEJADIAN BENCANA)
E. CAPAIAN TARGET SPM BENCANA (REKAPAN)
FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM
SUB-URUSAN BENCANA
FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-
URUSAN BENCANA
FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-
URUSAN BENCANA

V1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR,
ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN
GELANDANGAN PENGEMIS

FORM 6.A.2 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR,
LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN
PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI
DALAM PANTI DAN/ATAU LEMBAGA BAIK MILIK
PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT

FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR,
LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN
PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI
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LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS
KELUARGA/MASYARAKAT/ KOMUNITAS)

FORM 6.A.4  REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN
BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

FORM 6.A.5  REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN
BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

FORM 6.A.6  DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA
MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)

FORM 6.A.7 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN
PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI

FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA  DAN
PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/
KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

SOSIAL

FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI
DALAM PANTI

FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM
PANTI

FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM
PANTI

FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI
DALAM PANTI

FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN
SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN
DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI
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FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK
TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA
GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
KABUPATEN/KOTA

. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG
DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI

FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK
TERLANTAR DALAM PANTI

FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR
DALAM PANTI

FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI

FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM
DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI

. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PANTI

FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN
LANSIA DALAM PANTI
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FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA
TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI
E. CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL (REKAPAN)
FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL
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FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

PROVINSI:
WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN
MM%%W%Wﬂzhwszb%ﬂmpﬂﬂxmﬁMWwMM ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 16 | PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGIKUTI
gk . SAMPAI DENGAN 18 TAHUN PENDIDIKAN (MELALUI SATUAN PENDIDIKAN
KHUSUS DAN INKLUSIF
JENIS JUMLAH ANAK USIA | JUMLAH ANAK USIA | JUMLAH ANAK USIA
NO | PELAYANAN 16 (ENAM BELAS) 16 (ENAM BELAS) 16 (ENAM BELAS) ch.w»_m wnbxcszS PENYANDANG
DASAR JUMLAH ANAK YANG | SAMPAI DENGAN 18 | SAMPAIDENGAN 18 | SAMPAI DENGAN 18 Bsioltonifmid gl
BERSEKOLAH DI (DELAPAN BELAS) (DELAPAN BELAS) (DELAPAN BELAS) S icniptint) W T ki
JENJANG MENENGAH TAHUN PADA TAHUN YANG TAHUN PADA sinadlodie: buidriyn B
PROVINSI YANG SEDANG BELAJAR DI PROVINSI YANG
BERSANGKUTAN | SATUAN PENDIDIKAN | BERSANGKUTAN
I ) 1 ) 5 o 7 W
Pendidikan
’ Menengah
|SMA/ SMK/ Pake
t C/MA/MAK)
2 Pendidikan
Khusus

Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemd ikbod ristek

Jumlah Penduduk Usia Sekalah bersumber dari data Kemdikbudristek
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbuadristek

KETERANGAN:
Kolom 1 : Nomor urat
Kalom 2

Kolom 3
Kalom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

:Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
sJumlah anak yang bersekolah di jenjang menengah
sJumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan
rJumlah anak usia 16 [enam belas| sampal dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan
:Jumlah anak usia 16 [enam belas) sampal dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsl yang bersangkutan

rJumlah anak usia 4 (empat) sampal dengan 18 tahun (delapan belas) tabun penyandang disabilitas yang bersekolah

:Jumlah anak usia 16 [enam belas) sampal dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsl yang bersangkutan
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FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

KABUPATEN/KOTA:
ANGRA PARTISIPAS PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5-
MURNL [APM) PENDIDIKAN | ANG KA PARTISIPASI KASAR (APK) | ANGKA PARTISIPASI KASAR | ARGHA B A s | © TAHUN KUINTIL TERENDAH
ANAK USIA DINI/RA/ SD/MI/PAKET A ; : . DENGAN APS ANAK USIA 5-6
SEDERAJA SUTMISITANNE D, A ingy TAHUN KUINTIL TERTINGGI
JUMLAH | JUMLAH JUMLAH ANAK USIA 56 TAHON
JENIS PESERTA | POPULASI JUMLAH ANAK UBA IS TIGN | TUMBRANAK | e [ S YANG
No | PELAYANAN |DIDIKUSIA| ANAK USIAS- [ JUMLAH | USIA7(TUJUH) | JUMLAH  |BELAS) SAMPAL[ 53R 1 USIA T [TOUH) e BERPARTISIPASI
Bacar " |56 TAHUN| 6 TAHUN | ANAK YANG |SAMPAI DENGAN [ ANAK YANG | DENGAN 15 CAuPrl | BT oEtcak |Bempretioas| PADAPAUD
YANG PADA  [BERSEKOLAH | 12 [DUA BELAS) | BERSEKOLAH [ (LIMA BELAS) | 1 00l o | TAMPA OEROAN | BESFARUISIEAST - FoRMAL DAN
MENGIKUT | KAB/KOTA | DIJENJANG | TAHUN PADA | DI JENJANG | TAHUN pADA | DENCGAN 13 | 13 ILINMABELAS) - BADAPAUD | NONFORMAL
ST | oentiowur| e | GEEYYG | SRR | TAROR | UMD | oo | ROROMAY | CRSTRIAT
BAN NOW P BERSANG KUTA BERSEKOLAH | BERSANGKUTAN | DARIKUINTIL |\ i A om
BERSANG KUTAN
T 2 3 q 5 ] 7 [ 9 o 1T 2
Pendidikan
y [Anak Usia Dinl
[TK/RA/BA(K
79PS [TPA|
Pendidikan
Dasar (SD/
2 [miy swey
s/
Kesetaraan)

Jumlah Peserta Didik bersumber dan data Keme ndikbud

iristek

Jumlah Penduduk Us i Sekolah bersumber dari data Kemendi kbxdristek
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudriste k

KETERANGAN:
Kaokim | : Namor urat

Kolm 2 Jenis pelayvanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tabun 2018

Kalom 3 cJumlah peserta didik usia 5-6 tabun yang mengikuti PAUD farmal dan non formal
Kalam 4 tJumlah populasi anak uxia 56 tahun pada kab/kota yang bersangkutan

Kolom 5 tJumlah anok yang bersckalah di jenjang 5D /Ml /Paket A

Kolom & : jumlab anak usia 7 {tujuh) sampai dengan 12

ua belax) tabun pada kab/kota yang bersangkutan

Kalam 7 sJumlab anak yang bersekalah di jenjang SMP/MTS/Paket B

Kolom & (jumlahanak usia 13 {tiga belas) sampai denga
Kalom 9 Jumlah asak usi 7 {hyuh) sampal dengan 15
Kokm 10 :jumlahanak usia 7 |tujuh) sampai dengan 15

n 15 {lima belas) tahun peda kab/kota yang bersanglutan
{ima belas) tahun yang bersekolah
{lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan

Kokim 11 Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi peda PAUD farmal dan nonformal dar kaintil tem ndab
Kolom 12 proporst anak usia 5-6 tahun vang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dan kuinti] tertingg| pada kab/kota vang bersangkutan
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FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROVINSI;
KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU
SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH INDEXS U~m._.x_mcnm\~ %MMMW__MZ>\m§x\v>Xﬂ_. PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI
PEM DA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS
PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (SMA/SMK/PAKET C /DIKSUS|
JENIS JUMLAH LULUSAN
NO PELAYANAN PROGRAM GURU JUMLAH LULUSAN
DASAR JUMLAH FORMASI JUMLAH FORMASI INDEKS DISTRIBUSL INDEKS DISTRIBUSI PENGGERAK DI PROGRAM GURU
GURU ASN YANG GURU ASN YANG GURU TAHUN N GURU TAHUN N-1 PROVINSI YANG PENGGERAK DI
DIAJUKAN DIBUTUHKAN DIANGKAT MENJADI PROVINSI YANG
KEPALA SEKOLAH DAN BERSANGKUTAN
PENGAWAS SEKOLAH
7 F) 1 K 5 W 7 0
Pendidilan
{ Menengah
|SMA/ SMK /Pa ket
C)
N Pendidikan
B Khusus

Jumlah farmasi guru ASN yang diajukan bersumber dari d

lata Kemdikbudristek

Jumlah formasi gum ASN yang dibutuhkan bersumbe r dari data Ke mdikbudnstek
Indeks distribusi guru tahun N dan N1 bersumber dari data Kemdikbudristek

Jumlah lulusan progam guru penggemk i provinst vang dlangkat menjadi kepala sckaolah dan pengawas sekolah bersumber dari data Kemdikinadristek

Jumlah Tulusan program gumn penggerak di provissi vang bersangkutan bersumber dan data Ketod ikbudristek
Data akan tersedia di platorm Rapor Pendidikan Ke mendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

: Nomor urut

i Jenlis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

tJumlah Brmasi gura ASN vang disjukan

tJumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan
: Indeks distribusi guru tahun N

tindeks distribusi gury tahun N- |
tJumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah

tJumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang bersangkutan
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FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA:
KECUKUPAN FORMASI GURU ASN
UNTUK SEKOLAH YANG PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK
DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN INDEKS DISTRIBUSI GURU
SESUAlI DENGAN KEBUTUHAN PENGAWAS /PENILIK (SD/SMP /KESETARAAN)
PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI (PAUD/SD/SMP /[KESETARAAN).
JENIS PELAYANAN GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)
NO JUMLAH FORMAST
GURU ASN YANG JUMLAH LULUSAN PROGRAM [JUMLAH LULUSAN INDEKS
JUMLAH FORMASI DIBUTUHKAN GURU PENGGERAK DI PROGRAM GURU INDEKS DISTRIBUSI
GURU ASN YANG BERDASARKAN KAB/KOTA YANG DIANGKAT PENGGERAK DI DISTRIBUSI GURU TAHUN
DIAJUKAN DATA DARI MENJADI KEPALA SEKOLAH KAB/KOTA GURU TAHUN N N-1
xmgmzcmﬂwpucam._. DAN PENGAWAS SEKOLAH TERSEBUT
T F ] k] K3 3 [ 7 n
1 Pendidikan Anak Usia
Dini
2 Pendidikan Dasar
[SD/SMP/Kesetaraan)

Jumlah formasi guns ASN vang diajukan bersumber dari Kemdikbudrisiek
Jumlah formasi gun ASN vang dibutubkan bersumber dari Kemdikbuodristek
Jumlah lulusan program guru penggemk di kab/kota yang diangkat menjoadi kepala sekolah dan pe ngawas sekalah bersumber dan Kemdikbudristek
Jumlah lulusan program gum penggerak di kab/kota tersebut bersumber dan Kemdikbaxdriste k
Indeks distribusi guru tahun N besumber dari Kemdikbudsistek
Indeks distribusi guru tahun N-1  bersumber dar Kemdikbudristek
Data akan tersedia di plathirm Rapor Pendidikan Ke mendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 1 Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesual dengan PP 2 tahun 2018
Kolom 3 : Jumlah formasi guru ASN vang diajukan
Kolom 4 Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemendikbudristek

Kolom 5  : Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/ kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah
Kolom 6 ! Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/ kota

Kolom 7 | Indeks distribusi guru tahun N
Kolom 8  : Indeks distribusi guru tahun N-1
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PROVINSI

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

NO

JENIS
PELAYANAN
DASAR

KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET
C/MA/MAK/DIKSUS}

KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET
C/MA/MAK/DIKSUS|

RATA-RATA NILAI LITERASI
TAHUN N SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL DIKURANGI
RATA-RATA NILAI LITERASI
TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL

RATA-RATA NILAI LITERASI
TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL

RATA-RATA NILAI NUMERASI
TAHUN N SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL DIKURANGI
RATA-RATA NILAI NUMERASI
TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL

RATA-RATA NILAI NUMERASI
TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL

>

3

5

Pendidikan
Menengah
[SMA/SMK /Paket
C/MA/MAK)

2

Pendidikan
Khusus

Rata-rata nilai literasi tabun N semun peserta Asesmen Nasional dikurang! rata-rata ndlad Herast tabun K-1 semma peseria Asesmen Nasianal bersumber dan data Kemdikbudristek
Rata-rata nial Hterasi talun N-1 semua peserta Asesmen Nasnal didik bersumber dan data Kemdikbodristek
Rata-rats nilad mumerasi tubun N senmnia peserta Asesmen Nasional dikurangl rata-mita nilal pumerasi tabun N-1 semns peserta Asesme n Nasional borsum ber dari dats Ko mdikbudristek
Rata-rata nilai numerasi tahun N-|1 semua peserta Asesmen Naskmal bersumber dari data Kemdikbuodristek
Data akan tersedia di platirm Rapor Pendidikan Ke mendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

1 Nomor urut

{ Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

: Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilal literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasonal

: Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
{ Rata-rats niled numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangl rata-rats nilal numerssi tahun N-1 semus peserta Asesmen Nasjonal
: Rata-rata nilal numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Naslonal

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KEJURUAN
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TINGKAT PENYERAPAN LULUSAN SMK

KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK

TOTAL JUMLAH INDIVIDU
LULUSAN SMK YANG BEKERJA
ATAU BERWIRAUSAHA ATAU
MELANJUTKAN STUDI

TOTAL JUMLAH INDIVIDU
LULUSAN SMK PADA TAHUN
TERTENTU BERDASARKAN RAPOR
PENDIDIKAN

TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA
PADA TAHUN N TERHADAP
BUDAYA KERJA LULUSAN SMK

TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA
PADA TAHUN N-1 TERHADAP
BUDAYA KERJA LULUSAN SMK

7

4

3

L

PROVINSI
JENIS
NO PELAYANAN
DASAR
[ 7
¢ Pendidikan
Menengah [SMK)

Jumlah individu Julusan SMK yang bekerja atau berwirausaba bersumber dan data Kemdikbudristek
Tinghkat kepuasan dunia kerja bersumber dan data Kemdikbudristek
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbuxdristek

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

| Nomor urut

t Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesual dengan PP 2 tahun 2018

: Total jumlah individu lulusan SMK vang bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan studi
¢ Total jumlah individu lulusan SMK pada tahun tertentu berdasarkan rapor pendidikan

! Tingkat kepuasan dunla kerja pada tahun N terhadap budaya kerja lulusan SMK

: Tingkat kepuasan dunia kerja pada tahun N-1 terhadap budaya kerja lulusan SMK
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KABUPATEN/KOTA:

FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

NO

JENIS

PELAYANAN

DASAR

KEMAMPUAN LITERAS! PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/
Kesetaraan)

KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK {SD/ M1/ SMP/ MTS/
Kesetaraan)

RATA-RATA NILAI LITERASI
TAHUN N SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL DIKURANGI
RATA-RATA NILAI LITERASI
TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL

RATA-RATA NILAI LITERASI
TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL

RATA-RATA NILAI NUMERASI
TAHUN N SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL DIKURANGI
RATA-RATA NILAI NUMERASI
TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL

RATA-RATA NILAI NUMERASI
TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL

J

5

Pendi

dikan Dasar

(SD/ M1/ SMP/

MTS/

Kesetaraan)

Nilal literasi tahun N bersumber dan Kemdikbudristek

Nilai literasi tabun N-1 bersum ber dan Kemdikbudristek

Nilai numerasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek

Nilai mumerasi tahun N-1 bersumber darl Kemdikbudristek

Data akan tersedia di platfonn Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:
: Nomor urut
 Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

! Rata-rata nilal literas| tahun N sermua peserta Asesmen Nasional dikurang rata-rata nilal lterasi tahun N-1 semua pesenta Asesmen Nasional

1 Rata-rata nilal Uterasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
: Rata-rata nilal numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikumng rata-rata nilai numerasi tahun N- 1 semua peserta Asesmen Nasional
: Rata-rats nilyd numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
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-82-

2021, No.1419

FORM 1.A.8 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI

PROVINSI:
PERBEDAAN SKOR NUMERAS |
PERBEDAAN SKOR LITERASI T T Tl PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA
ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI [ ANTARA KELOMFOK PESERTA | ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI | DIDIK DARI KELUARGA DENGAN
DAN PEREMPUAN Y LS L A L o DAN PEREMPUAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH
(SMA /SMK/PAKET AN T NO O S PAREY (SMA/SMK/PAKET DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET
C/MA/MAK/DIKSUS) O A MAK DIKSUS) C/MA/MAK//DIKSUS) C/MA/MAK/DIKSUS)
JENIS RATA-RATA RATA-RATA RATA-RATA RATA-RATA
86| PRERTARAN SKOR LITERASI | SKOR LITERASI SKOR NUMERAS! | SKOR NUMERASI
BALAR RATA-RATA RATA-RATA | PESERTA DIDIK | PESERTA DIDIK |  RATA-RATA RATA-RATA | PESERTA DIDIK | PESERTA DIDIK
SKOR LITERASI | SKOR LUTERASI | DARI KELUARGA | DARI KELUARGA | SKOR NUMERASI | SKOR NUMERAS! | DARI KELUARGA | DARI KELUARGA
PESERTA DIDIK | PESERTA DIDIK | DENGAN STATUS | DENGAN STATUS | PESERTA DIDIK | PESERTA DIDIK | DENGAN STATUS | DENGAN STATUS
LAKI-LAKI PEREMPUAN SOSIAL SOSIAL LAKI-LAKI PEREMPUAN SOSIAL SOSIAL
BERDASARKAN | BERDASARKAN [  EKONOMI EKONOMI | BERDASARKAN | BERDASARKAN |  EKONOMI EKONOMI
ASESMEN ASESMEN RENDAH TINGG ASESMEN ASESMEN RENDAH TINGGI
NASIONAL NASIONAL | BERDASARKAN | BERDASARKAN [  NASIONAL NASIONAL | BERDASARKAN | BERDASARKAN
ASESMEN ASESMEN ASESMEN ASESMEN
NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL
T F] T a -1 o X 4 ] v w
Pendidikan
! Zn:ﬂuwr
ISMA/ SMK /P ket
C /MA/MAK)
2 Pendidikan
Khusus

Rata-rata skor literasi peserta didik laki- lak) bersumber dan data Kemdikbudristek
Rata-rata skor Hterasi pesenta didik perempuan bersumber darl data Kemdikbadnstek
Rata rata skar literasi peserta didik dari keluargs dengan status sosial ekanomi rendah bers umber dari data Kemdikbudristek
Rata-rata s kor literas) peserta didik darl keluarga dengan status sosial ekanomi tingg! bersumber dari data Kemdikbudnstek
Rata-rata skor mumerasi peserta didik laki-laki bersumber dari dota Ke mdikbudristek
Rata-rata skar mumerasi peserta didik perempuan bersumber dan data Kemd ikbudristek
Rata-rata skor mamerasi peserta didik dar keluamga dengan status sosial ekonomi tingg bers umber dar| data Kerodik budristek
Data akan tersedia di plathrm Rapar Pend dikan Kemend ikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 1

: Nomor urut

: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
| Rata-ruts skor Hterasl peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasions!

: Rata-rata skor literas| peserta didik perempuan berdasakan Asesmen Nasional

! Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
: Rata-rata skor Hterasl peserts didik dari keluargs dengan status sosial ekonomi tingg berdasarkan Asesmen Nasional

! Rata-rata skor numeras| peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Naslonal

¢ Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional

: Rata-rata skor numerasi peserta didik darl keluarga dengan status sosial ekonom| rendah berdasarkan Asesmen Nasional
: Rata-rata skor numerasi peserta didik dari leeluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

Q

FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI
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KABUPATEN/KOTA:
PERBEDAAN SKOR LITERASI PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA
PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA|  ANTARA KELOMPOK PESERTA [, FERBEDAAN SKOR NUMERASL | © “KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI
PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN | DIDIK DARI KELUARGA DENGAN | ANTRTER PESERTARIDIK IAKCCRAY  kELUARGA DENGAN STATUS sosiAL
PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ | STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH IS EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/
Kesetaraan) DAN TINGGI [SD/ M/ SMP/ MTS/ Katieriun) Mi/ SMP/ MTS/
Kesetaraan) esetaraan)
ST P72 E—— e
N
No | PEEATAIAN | paramara, | maThsarasion | pedffiiion | SESERTADION | FLREATA |maryansskor| oSN | ooSENECAD
PESERTA DIDIK | PESERTA DIDIK | DARLEELOARGA [ BENGAN STATUS | pp NEMEr At | PESERTA DIDIK | DARLKELUARGA | DARIKELUARGA
AT B MPOANK | DENGAN STATUS | DENGAN BTATUS | peseRTA DIDIK | PESERIA.DIDIK | DENGAN STATUS | DENGAN STATUS
BEROAGERAN | BEEDAaiRRAn |SOSIALExoNoMI|  SONAL LAKI LAKI [ PEREMPUAR. | SOSIAL EKONOMI | SOSIAL EKONOMI
P PP RENDAH ool | BERDASARKAN [ PERBASARK RENDAH TINGGI
NASIONAL NASIONAL BERDASARKAN | BERDASARKAN | ASESMEN NASIONAL A |
NASIONAL ol NASIONAL NASIONAL
f 2 3 “ § o 7 a 9 [
Pendidikan
v
M
Kesetaraan)

skar literasi peserta didik laki laki bersumber dart Kemdikbudrisiek
- skor literasi peserta didik perempuan bersum ber dar Kemdikbadristek
skar lterasi peserta didik dan keluarga dengan status sosial ekonomi rend ah bersumber dari Kemdikbuedristek
- skor lterasi peserta didik dan keluaga dengan status soskal ekonom| tinggl bersumber darl Ke melikbud ristek
- skor numerasi peserta didik lakilaki bersumber dari Kemdikbuodristek
- skor numemsi peserta didik pe rempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- rala-mate skor mumerasi peserta didik dan keluanga dengan status sos il ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudrisiek
mia-raia skor numerasi peserta didik dar kehuanga dengan status sosial ekonomi tinggl berdasiwrkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbuodristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Ke mend| kbudristek

KETERANGAN:
Kolom 1 : Nomar urut

Kok 2 CJenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuni dengan PP 2 tahun 20148
Kolom 3 rata-rata skor literas| peserta didik ki laki berdasarkan Asesmen Naskonal
Kokm 4 rata-rata skor lterasi peserta didik perempuuan berdasarkan Asesmeon Nasional
Kolm 5 . rata-rata skor Hiteras| peserta dxdik dan kelaarga dengan status sosial ekanomi rendah berdasarkan Asesme n Nasional
Kokam 6 rata-tata skor literas | pesenta didik dat keluanga dengan status soslal ekanami tinggl berdasarkan Asesme n Nasional
Kolom 7 T rata-rata skor numemsl peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional
Kokm 8 Crata-rata skor nume rasi peserta didik perem pusn bordasarkan Asesmen Nasioinal
Kokim % : rata-rata skar nume rast peserta didik dari ke haarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasianal

Kolom 10

: rata-rata skar numemsi peserta didik dan ke haargs dengan status sosial ekanami tinggl berdasarkan Asesmen Nasional
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FORM 1.A.10 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

PROVINSI:
TNDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN [SMA/SMK/PAKET INDEKS TKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN
C/MA/MAK/DIKSUS), PENDIDIKAN [SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)
JENIS INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN
NO | PELAYANAN | INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA- ﬁwmxmwﬁﬂu Mmmh%wﬂxﬁzz%w» INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN | INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN
DASAR RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TARUN ) BERDASARKAN | INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN | PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1
TAHUN N ! k PENDIDIKAN PADA TAHUN N BERDASARKAN ASESMEN
ASESMEN NASIONAL
NASIONAL
I 2 J 4 5 o
Pendidiican
P Menengah
|SMA /SMK /Paket
C/MA/MAK)
] Pendidikan
- Khusus
Indeks klim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada talun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek

Indeks klim kebine kaan dan inkhisivitas rata-rata satuan pendidikan pada tabun Ndan N-1 dari data Kemdikbudnstek

Data akan tersedia di platiorm Rapor Pendidikan Ke mendikbudristek

KETERANGOAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

1 Nomaor urut

¢ Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

! Indeks iklim leesmanan rata-rats satuan pendidikan pada tahun N berdasarkan Asesmen Nasional

¢ Indeks ikim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional
! Indeks Iklim kebinekaan dan inkluslivitas rata-rata satuan pendidikcan pada tahun N berdasarkan Aseamen Naslonal
¢ Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkcan Asesmen Nasional

www.peraturan.go.id
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FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN/KOTA:
PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN
PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL PERTUMBUHAN PENDIDIX PAUD RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD
DENGAN S1/DIV
P AKREDITASI B
NO | PELAYANAN JUMLAH SATUAN JUMLAH PERSENTASE PERSENTASE | JUMLAH PENGAWAS
i PAUD YANG KESELURUHAN SATUAN|  oeR o | o | SEKOLAH UNTUK TK
MENDAPATKAN PAUD YANG TELAH - . DITAMBAH JUMLAH | JUMLAH SATUAN PAUD
2 DENGAN S1/DIV | DENGAN S1/DIV
AKREDITASI MINIMAL | DIAKREDITASI DI g g Al B el i PENILIK PAUD
B KAB/KOTA TERSEBUT NONFORMAL
I 2 4 5 13 7 “
Pendidikan
1 Anak Usia
Dini
Jumlah Satuan PAUD bersumber dari Kemdikbodristek

Juimlah pondidik PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
Jumlah pengawas dan penilik bersumber dari Kemdik budristek
Data akan tersedia di plathrm Rapor Pendidikan Kemend kbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

¢ Nomor urut

i Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesual dengan PP 2 tahun 2018

s Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B
sJumiah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi di lab/ kota tersebut
! Persentase pendidik PAUD dengan St /DIV pada tahun N

! Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N-1

Jumlah pengawas untuk TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal
sJumlah satuan PAUD

www.peraturan.go.id
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FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

KABUPATEN/KOTA:
: 3 INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI
INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ RATATE F DDA (5 SCLL ML) Bve
MTS /Kesetaraan)
Kesetaraan)
INDEKS IKLIM
NO JENIS PELAYANAN INDEKS [KLIM KEAMANAN RATA- | INDEKS IKLIM KEBINEKAAN KEBINEKAAN DAN

DASAR

INDEKS [KLIM KEAMANAN
RATA-RATA SATUAN
PENDIDIKAN PADA TAHUN N

RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA
TAHUN N-1 BERDASARKAN
ASESMEN NASIONAL

DAN INKLUSIVITAS RATA
RATA SATUAN PENDIDIKAN
PADA TAHUN N

INKLUSIVITAS RATA-RATA
SATUAN PENDIDIKAN
PADA TAHUN N-1
BERDASARKAN ASESMEN
NASIONAL

i

2

n

Pendidikan Dasar (SD/
M1/ SMP/ MTS/
Kesetaraan)

Indeks iklim keamanan ratarata satuan pendidikan bersumber dan Kemdikbodristek

Indeks iklim kebinekaan dan inkhusivitas rata mta satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
Data akan tersedia di platiorm Rapor Pendidikan Kemendikbidristek

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kaolom 6

: Nomor urut
 Jenls pelayanan dasar bidang pendidikan sesual dengan PP 2 tahun 2018

t Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N

tindeks iklim keamanan rata-mia satuan pendidikan pada tahun N-1 berdassrkan Asesmen Nasional
¢ Indeks {Kim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan pada tahun N

tindeks iklim kebinekaan dan inklusivitas ratarata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

www.peraturan.go.id
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FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

PROVINSI :
> 5 KETER KEBUTU
]
NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN SUB KEGIATAN A AR saTuan | KEBUT | SEppa | SELISIH | HARGA | ™ gan
(OUTPUT) UHAN | 53R (¢/-) | SATUAN | grava
) 2 3 4 5 6 7 8 9 10~5-9 11 i2
Program SPM % penduduk Kegiatan Pendataan warga negara usia 10 e nam Tersedimnya Data | Peserta didik
Pendidikan usia 1618 me rub an belan) samped A:W: 18 _n_n_..av..a belas)
Me nengah tahun ..mﬁ.:b: dasar talun yang tidak bersekalah
S
.nw_vm‘.» mrz. gv_mr Pemberian blaya pendidikan kepada Bantuan blaya Peseria didik
! / Peserta Didik dari kehiarga tidak mampu pendidikan
sampai ijus
Penvediaan layasan pend dikan di Peserta didik Pesena didik
wilayah yang kekurangan daya tampung terlayam
Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik Peserna didik
wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terlayamni
terdepan, terluar, dan tertingsal
Peme nuhan Pembentukan kamunitas be lajar dan Terselenggaranya | Unit
Kualitas dan memastikan gury, k o shola b, dan kamunitas komunitas
e PR laan ﬁ...dnl..ﬁ sckolah teribat aktf dalam belajar
ail belajar amiitas terse but
Peserta Didik
SMA, m&x Pak
et C/MA/MAK) Faslitas| pelatiban/seminar/ bkakarva Tersekenggaranya | Keglatan
perguntan Ko tpete nsi xavor 0 kolah pelatibsan /
danguru seminar/
Jokakarya
Peme nuhan Pembenan lavanan pendampingan Terselenggamnya | Kegiatan
kualitas dan kepada satuan YLM..E:,W::* v&.&navﬂ.ﬁa
mencegah perundungan kekerasan pada
anak paling sedikit 1 jsatu) kali dalam 6
fenam) bulan
Pemen ksaan kandisi bangunan sekalah Terseknggamnva | Keglatan
dasar paling secikit 1 {satu) kali dalam | e r ksann
fsatu) wahun an disl
banguinan sarana
dan prasarans
Per bui kans ter hndap kard isl bangunan Terseknggamanyva | Keglatan

satuan perdidikan vang nusak sedang
dan nisak berat

pemeliharaan
dan perbaikan
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’ KETER KEBUTU
. - ' e KELUARAN KEBUT > SELISIH HARGA
NO [ PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN SUB KEGIATAN GUTPUT, SATUAN | "GEAN | SEDIA | SRS | GATUAN | HAN
| 2 J K 5 6 7 8 9 10=8.9 1) 12
Sosialisasi kepad did £ g \oga
et s s oy oy e SRy N | Neieen

fermasuk pentingnya Inkhisivitas dan
kebinekaan untuk mencegsh

disk iminas | te thadap ekanom|, gender,
fisik, agama, suku, dan badave Kepada
satuan pencidikan paling sedikit 1 {satu)
kali dalam | |satu) tabun ajaman

Peme nuhan
jumlah pendidik
dan tenaga
kependidikan
ISMA/SMK/ Pak
e1C)

Pemetaan dan penataan penempatan
untuk pemerataan pendidik dan tenaga
xaﬂ‘-x_.&?.: paling sedikit 1 {sany kak
dalam 1 {satu) tahun

Tersechanya Data

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

Distribusi pendidik dan tenaga Distnbum Pendidik dan
kepend idikan .S:ﬂ betkualitas untuk W..._.x_::r dan fenaga
erataan pendxdik dan tenaga e g kependidikan
ﬁﬂ?i_ Kikan kependidikan
yang merta

Pergajuan Kirmasi gura ASN sesua Ajuan Rirmas | Gun
dengan ketentuan pemturan perundang guru
undangan
Penyediaan guru pembimbing khusus Penempatan gum | Keglatan
paling sedikit 1 jsatu) omng pada satuan b imbing
pendidikan vang menyelensgarakan husus
pendidikan mkhasif
Pene mpatan Iulusan pendidikan dan Penempatan kepa | Keglatan
pelatiban calon ke, selolah/ ulusan In sekalah
gumn pengaerak sebagal kepala se kalah
Pepe mpatan Tulusan pendidikan dan Penempatan peng | Kegiatan
pelatihan calon pengawas awas sekolah
sekolah/ ulusan guna penggersk sebagai
pengawas sckolah
Pemetaan kecukupan jumlah pengawas Tersedianya data | Pengawas
sekolal untuk satuan pend dikan

Peme nuban Peningkatan kualifikasi dan kampe tensi Peningkatan Kegiatan

kuulitas bag pendidik d an tenaga kependidikan kam petensi

ndidik dan vang belum meme nuhi kualilikasi dan
eTagn kam petensi yang dipersyamtkan

kepenedidikan
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" KETER KEBUTU
- ’ o £y ) S
NO [ PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN SUB KEGIATAN sy satuaN | KEBUT | SEDIA | SELISIH | HARCA | ™ HAN
f ) AN (+7-) BIAYA
] 2 J K 5 6 7 8 9 10=8.9 1) 12
SMA/SMKS Pak Pemberian beasimwa atas bantuan biaya | 2 | Beastswa atau Pendidik dan
«tC) W.ARE_F..:H_EE: pen mgkatan bantuan blaya fenaga
wlifikas) dan kam petensi pendidik dan pendidikan kependidikan
tenaga Kependidikan
Fasil itasi rqmr..r. seholsh atau guni van 3 | Kepala sekolah Kegiatan
beham memilik | sertifikat gum _.t._ﬁmq:mn atau gury
un tuk mengikuti pendidikan dan 1o g Kt
pelatihan guru penggemmk pelatihan
T kot Penyvedisan data penelusuran Julisan | | Tersedinnva Date | Lulusan
DTV CT0 P untuk menguloar keterserapan lalusan
ulusan {SMK)
Pemetaan Jembagn sertifikasi dan dunia 2 | Tetsedlanya Data | Lembags
kerja vang memiliki sistem sertifikas | sertifikas|
un fuk .:n:n_:::ﬂ se mifikasi kompetensi
bagl Peserta Didi
Kee prosssaan o uinia Fasilitosl kemitrann antara dunis kerja 1 | Kettdtman Keglutan
xq.m... ter hadap dan SMK untuk vesualan terfasilitas|
baxdayva ker W.ET..EF:.: di SMK tethadap
hhasan {SMK) pebutuban dunda kerja,
2 TE_M_.H: SPM Y penduduk Kegatan Pendataan wargs negara usia 4 jempat) | | Tersedianya data | Peserta didik
Pendidikan usin 4-18 ﬂ.:x.::?.s sampal dengan ;—_'_h.u_w_!: twlas) tahun
Khusus tabhun m...:r..: dasar “b.a.ub&b:ma_!v tas yang tidak
SPM Pendidikan reckalah
Khusus
Pemberian biava xlikan kepada 2 | Bantuan biaya Pesena didik
Peserta Didik berkebutuban khusus dan pendidikan
kehiarga tdak mampu sampai hihas
Penyediaan layanan pendidikan di 3 | Peserta didik Peserta didik
wilayah yang kekurangan daya tampung terlayani
Penyvediaan layanan pendidikan di 4 | Peserta didik Pesena didik
wilayah yang diteta s=bogai daemh terlayani
terdepan, terhaar, dan tertingsal
Peme nuban Pembentulan komunitas belajar dan 1 | Terselenggaranya | Unit
Kualitas dan memastikan gura, Kepala sekolah, dan komunitas kamninitas
et lann Wu:nu!.ﬁ sckolah terlibat aktif dalam belajar
asil belajar amunitas te rsebut
Peserta Didik
Wﬁux:: Pelatiban/semimmar/ bkakarva penguatan | 2 | Terselengeamnyva | Kegiatan

kam petensi kepala sekalah dan gun

pelatiban /semina
rflokakarya
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" KETER KEBUTU
- ’ e ) S
NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN SATUAN | KEBUT | sgpja | SELISIH | HARGA HAN
[OUTPUT) UHAN AN [+/-) SATUAN BIAYA
] 2 J K 5 6 7 8 9 10=8.9 1) 12
Peme nuh an 1 | Pembernian lavanan pendampingan 1 | Tersekenggamanva | Keglatan
kuabtas dan kepada satuan vﬂiﬁ_..r.u: untuk vﬂ.x‘_h_:—m.w.ﬁ_a
e rataan mencegah perundungan kekerasan pada
wanan anak paling sedikit 1 jsatu) kall dalam 6
fenam) bulan
2 | Pemeriksann kandisi ba nan sekalah 2 | Tersekngzamnya | Kegiatan
dasar paling sedikit 1 {satu) kali dalam 1 e ri ksaan
{satu) tahun andisi
bangunan sarana
dan prasarana
3 | Perbatkan terbadap kand sl bangunpan 3 | Terselenggamanva | Keglatan
satuan pendidikan vang rusak sedang peme liharaan
dan misak berat dan perbaikan
4 | Sasialisasi kepada satuan pendidikan 4 | Terseknggaranya | Kegiatan
merge il pen ingkatan koalitas lsvanan 8o i i sasi
termasuk penti ya inklusivitas dan
kebinekaan untuk mencegab
disk riminas | terbadap ekonami, gender,
fisik , aguma, suku, dan budava Kepada
satuan pendidikan paling sedikit 1 jsatu)
kali dalam 1 {satu) tahun ajaran
Peme nuban 1 | Pemetaan dan penataan penem patan 1 | Tersedianya data | Pendidik dan
jumlah pendidik untuk pemerataan pendidik dan tenags enaga
din tenaga keperciikan paling sedikit | {san) kali kependdikan
kependidikan dalam 1 {sam) tahun
2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga 2 | Distnbusi pendid | Pendidik dan
kepend dikan m..._n-_u berkualitas untuk ik dan tenaga tenaga
menmtaan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan
epend dikan
3 | Pengajuan ormas i gura ASN sesual 3| Ajvan brmas| Guru
dergan ketentuan peraturan peorumlang- gurni
undangan
4 | Penyedinan guru pembimbing Khusus 4 | Penempatan gum | Kegistan
paling sedikit 1 {maty) orang pada satuan ﬂ..:..?::?.i
pendidikan husus
5 | Penempatan luhisan pendidikan dan 5 | Penempatan kepa | Keglatan
pelatiban calan k selolah/ulusan la sekalah
guru penggerak sebagal kepala sekalah
6 | Penempatan lulusan pendidikan dan 6 | Perempatan peng | Kegiatan
pelatiban calon pengawas awas sekolah
sekalab/ ulusan ».::._ penggerak se bagn
pengawas sckola
7 T | Terseclianyve data Pengawas

751::::2:.“5&:.:_:—:3 ﬁgﬁem
sekolah untuk satuan pend dikan

www.peraturan.go.id
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: KETER KEBUTU
NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN SATUAN | KEBUT | Sgpja | SELISIH | HARGA HAN
(OUTPUT) UHAN AN [+/-) SATUAN BIAYA
] 2 J K 5 6 7 8 9 10=8.9 1) 12
Peme nuhan Peningkatan kualifikas: dan kampe tensi Peningkatan Kegiatan
kualitas bagl idik d an tena dikan kuali idan
ﬂx.i::x dan yang belum memenuhi kualifikasi dan kam petens |
1 g kam petensl yang dipersyamikan pendidik dan
ks {dikan di “,25%. dia
satuan g [ n
.xﬂa:c.:
e Pemberian beasiwmwa ata: bantuan blava Beastswa atau Pendidik dan
idikan dalam penmgkatan bantuan blaya tenaga
wlifikas| dan kompetensi pendidik dan pendidikan kependidikan
tenaga kependidikan
Fasiltas a sekolah atau gura van Kepala sekolah Kegiatan
belum memiliki sertifikat gum peng, atau guru
un tuk mengkutl pendidikan dan me 1t
pelatiban guru penggerak pelatiban
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisl dengan nomor wrut
Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengncu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3 . Dilgi dengan outcome program pemenuhan SPM
Kolom 4 ! Dilsl dengan nama keglatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 5 : Diisi dengan sub kegistan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 1 Dilsl dengan leluaran (output) darl keglatan pemenuhan
Kolom 7 ¢ Diisi dengan jenis satuan per masing-masing kehiaran
Kolom 8  : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuban SPM
Kolom9  : Diisi dengan jumlah ketersediann per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kalom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuban dan ketersediaan (kalom 8 dikurang dengan kolom 9)
Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuban yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11
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KABUPATEN/KOTA :

FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

’ KEBUTU
NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN G RGN KELUARAN saTUAN. | XY mmmvm_—: SIARGA | HAN
[OUTPUT) . BIAYA
i a 3 4 5 6 7 8 9 10=8-9 11 i2
1 Program SPM | % penduduk | Keglatan Pendataan anok usa dinl untuk keperluan | | Tersedianva data Peserta dudik
Pendidikan usia 5- 6 menuhan dentifikasi kebutubandaya tampung
Anak Usia tahun ayanan layanan untuk anak ussa 5 {lima) tahun
Dini dasar SPM sampal dengan 6 {enam) tabun
PAUD
Penyelenguaraan sosialisasi pentingnyvs 2 | Terselenggaranva | Kegintan
pendtidikan anak usia dind rvﬂab EE:..r.-.nmw.
ma sy arakal paling sedikit 2 dua) kaliper
tahun
Petwaclosn bantuan blava petdklikan 3 | Blaya bantuan Peserta didik
kepad a Peserta Didik dan keluarga tidak pendidikan
mampu r mendlapat fvanan paling
sedlik it _ﬂ..n.:. kalidalam 6 jenam) bulan
Penvediaan layanan perncdidikan anak usia 4 | Peserta didik Peserta didik
dini paling sedikit | {satu) sathan terlavani
pencdidikan anak usia dind di setinp dosa
Penyediaan lavanan pendidikan dl wilayah 5 | Peserta ddik Peserta didik
yvarg kekurangsn daya tampung ter lyani
Penyedian lavanan pendidikan di wilavah 6 | Peserta didik Peserta didik
vang ditetapkan !7.1:«.:2:: terdepan, terlavand
terhsar, dan tertingsa
Keg wtan Pembenan layanan pendampingan begi L | Terselenggaranya | Kegatan
Pemenuban satuan pendklikan anak :-._._n .uﬂ. paling pendampingan
kualitas dan sedikit | jsaru) kalidalam 6 jenum) bulan
merataan
Ay aran : »
v Fasilitas! perte maan guna / pendidik dalam 2 | Tersekn mnya | Keglatan
satuan wadah .x.ww.ﬁu x:::w«__z_cw ﬂ.::.x _QNE_.EEY -
meningkatkan kualitas layanan paling pelatiban fsemina
secilit 1 |satu) RKalidalam 6 enam) ndan 1/
kkakarva
Sosinlisasi ke a4 satuan pendidikan 3 | Tersekenggaranys | Kegiatan
me nEgenal x:hw.ﬂ_sn layanan pendidikan anak mow:._.r“wm
usia dini yang dilakukan paling sedikit 1
atu) kali dalam 1 satu) tabun ajaran
Pemerikssan kandisi ba nan sarana dan 4 | Tersekengearanya | Kegiatan
prasarana ...:Euh%..i ikan secam me N ksaan
nodik paling sedikit | jsatu) kali dalam | ndixi bangunan
ﬁ:::._::.. samna dan
prasamng
Peme liharaan dan perbaikan wrhadap 5 | Tersekenggamnya | Keglatan
kandisl samna dan pmsamna safuan pemeliharaan dan
perdidkan vang rusak pertaikan

www.peraturan.go.id



2021, No.1419

-03-

KEBUTU
NO [ PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN SUB KRGIATAN KELUARAN SATUAN | KERISTY | KBIAAN . | ST/ | SATUAN | HAN
S < (OUTPUT) BIAYA
| 2 3 4 5 o 7 8 9 JO0=/.9 1) 12
Pemenuban I | Pemetaan dan penataan pepempatan untuk | 1 | Tersedianya data | Pendidik dan
jumlah memtaan pendidik dan tenaga temaga
ndrdik dan kependidikan paling sedit 1 {eatu) kall kependidikan
G dalam 1 satu) tahun
kepe netid) oy
2 | Perdistribusian pendidik dan tenaga 2 | Distnbusi pendidi | Pendidik dan
keperndidikan yang berkualitas untuk kdan tenaga fenaga
Wn:# mataan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan
ependidikan
3 | Pengajuan farmasi guru ASN sesual dengan | 3 | Aluan formas)| Gurn
ketentuan peraturan perundang-undangan guny
4 | Penvediaan gumi pembimbing khusus paling | 4 | Penempatan guru | Kegiatan
sedikit | {satu) orang pada satuan mb imbing
pendidikan vang menyel nggarakan Wﬂ:!ﬁ
pencidikan inkhisif
5 | Penempatan hilusan pendidikan dan 5 | Penempatan Kegatan
pelatiban calon ala sckolah/hihisan kepala sekolah
guni ponggerak sebagai kepala sekolah
6 | Penempatan lulisan pendidikan dan 6 | Penempatan Kegiatan
va.r._:vw-r calon ?.ﬁnﬂen sekolah /lulusan s R.J.a.:—nyvgm .
gun penggerak sebagai pengavas sekalah
7 | Pemetaan kecukupan jumlsh pengawas T | Tersedianya data | Pengawas
sekolah atau Vmimﬂ. unfuk uh—ﬂ.g atau penilik
perdidikan anak usis dind
Pemenuban 1 7..;%5: kualifikasi dan kompetensi bagi | 1 | Penl tan Kegiatan
Kualitas rndidik dan _gﬂ. .-..._v&.x?:xk: vang Kuwli i dan
pendudik dan Jum memenubil kualfikasi dan kam petens |
10 10 A kompetens | vang dipersvaratkan pendidik dan
kepe nedidikan tenaga
kependidikan
2 | Beasiswa atau bantuan blaya pendidikan 2 | Beasbowa atau Pendidik dan
dalam peningkatan kualifiKasi darn bantuan blayva tenogs
kompetens | pendidik dan tenaga pendidikan kependidikan
kepereidikan
3 | Fasllitasi kepala sekalah atau gzm yvar 3 | Kepala sekolah Kegiatan
belam memiliki sertifikat guru penggers atan gury
untuk menglkuti pendxlikan dan pelatihan e ngl kati
BuUa pongoerak pelatiban
2 | Progmm SPM | % penduduk | Kegiatan 1 | Pendataan warga negara usia 7 ftujuh) | | Tersedianya data | Peserta didik
Pendrlikan usia 7-15 o ey Wb sampad dengan 15 (i belas) tabun yang
Dasar tabun avanan tidak bersekolah
;:W.mm.__...zz_
18D ff [ 2 | Pembenan biaya pendidikan kepada peserta | 2 | Bantuan biaya Peserta delik
%ﬂrﬁh&mﬂ_ didik dan rl_»..ﬂﬂo.&.,.r MAmPL S8 mpal pendidikan

halus
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KET! KEBUTU
NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN SUB KRGIATAN KELUARAN SATUAN | KERISTY | KBIAAN . | ST/ | SATUAN | HAN
£ . (OUTPUT) BIAYA
| 2 J K 5 o 7 8 9 JO0=/.9 1) 12
3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah 3 | Peseradidik Peserta ddik
yvang kekurangan daya tampung terlayani
4 | Penyvediaan lavanan persdidikan di wilavah 4 | Peserta dudik Peserta didik
vang dite tapkan sebagai daerah terdepan, terlayani
terhaar, dan tertingsa
Pemenuban | | Pembentukan kamunitas belajar dan | | Terselengsamnya | Unit
kualitas dan memastikan gury, kepala sekalah, dan kamunitas kot tas
merataan ngawas sekolah terlibat aktif dalam belajar
nn.# il belajar Wn«:::: ftas tersebut
A
oy b 2 Pelatiban /semunar/ kkakarva penguatan 2 | Tersekn mnya Kegatan
h&ﬂhmﬂqw_ﬁ kam petens | .a,_ra_n.\.ﬁr:r; da :vM;.ﬂr__ RF:.S:JW_;.:‘E o
/ 1/
o kakarya
Pemenuban | | Pembernan layanan pendampingan kepada I | Terselenggmnya | Kegiatan
kualitas dan satuan pendidikan untuk me ncegah perlampingan
meratann perundungan kekemsan pada anak paling
Ay anan sedilit | {satu) kalidalam 6 enam) bulan
..mU...mZ_um Ml
,\am.uum.. __a.wn_ 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekalah 2 | Terselenggaranya | Keglatan
{Fuket By dasar paling sedik it | fsafu) kall dalam 1 nn:x.:x(e..:
{satu) tabun ondi bangunan
sarang dan
prasarana
3 | Perbaikan terbadap kondisi bangunan 3 | Terselenggaranva | Kegiatan
satuan vai_lmrgv.,.nvﬁ rusak sedang vﬂ:‘:r.unun: dan ’
dan rusak berat pertaikan
4 | Sosialisasike poda satuan perdidikan 4 | Terselenggamnyva | Kegiatan
o ngenal peningkatan koalites lnvanan w0 &k Ji s
termasuk pentingnya inkhusivitas dan
kebinekaan untuk mencegsh diskeimingsi
terhadap ekanomi, gender, fisik, agama,
suku, dan budaya Kepada satuan
mx..x_:._r..: paling sedikit | |satu) kali dalam
{saru) tabin ajaran
Pemenuban | Pemetann dan penataan pepempatan untuk | | Tersedianva data Pendidik dan
Jumila b 10 ta tann pendidik dan tenags lersags
pendidik dan ux.i:a_rhs paling sedikit | {satu) kall kependidikan
e 1sagn dalam 1 {satu) tahun
xnmn.i&:r..:
m_ .\ym‘w.hv&hn 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga 2 | Distribusi pendidi | Pendidik dan
wa_. e kependidikan vs:m_ berkualitas untuk kdan tenaga tenaga
/ mn:...n.:.:a pencdidik dan tenaga kependidikan kependidikan
ependidikan
1 Pengajuan formasi guru ASN sesual dengan 3 | Ajvan formas| Gurny

Ketentuan peraturan perundang -undan gan

pun
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KEBUTU
S ¢ KEBUTU | KETERSE | SELISIH | HARGA
NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN KELUARAN SATUAN : HAN
SUB KEGIATAN [OUTPUT) HAN DIAAN 1*/- SATUAN BIAYA
| 3 4 5 o6 7 8 9 10=8.9 1 12

4 | Penvediaan gum pembimbmg khusus paling | 4 | Penempatan gum | Kegatan
sedikit | {satu) orang pada satuan Wnﬁvldc:.ﬁ
penddidikan u..-:m_ meny el nggarakan huss
pendidiknn inkiuwl

5 | Penempatan halusan pendidikan dan 5 | Penempatan kepa | Keglatan
pelatiban calon rp.nr. sekolah/ hihisan la sekalah
guni penggerak sebagai kepala sckolah

6 | Perempatan lulusan pendidikan dan 6 | Penempatan pen Kegiatan
vnr:h calon pengawas sekalah flulusan awas !vner_l e o

gurn penggerak sebagail pengawas sekolah

-~

7 | Pemetaan x?‘:_o.«t.a‘:::—srhilﬁb Tersedianva data Pengawas
n

sckolah untuk satuan pendid

Pemenuhan 1 ?::M.M.r..: kualfikasi dan kompetensi bagl | | | Pend tan Kegiatan
kualitas idik dan tepaga e pendidikan yang kuali idan
ndidik dan WME_: me menhi E.N.ﬁﬁ! clan kam petens |
e naga kampefensi yang dipersyamtkan waL“M__# dan
xawa_&&;k: o g
SD /SMP/Pa kependidikan
et A /Paket
B 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biayva 2 | Beasiswa atau Pendidik dan
pendidikan dalam vn:.nﬂur:n: kualifikasi bantuan biaya femaga
dary .8:%8? el pendidik dan tenaga pendidikan kependidikan
kependidikan
3 | Fasilitasi ekolahs at : 3| K kalal Kegiat
v“ﬂ_ianﬂr.h_ﬂ_:“:..mxh_ mnu_“-x_—-.n:. va_un Bﬂﬂ&..sﬂn. i gan
un tuk mengikuti pendidikan dan u&ﬂ:_:.: 1o el kuti
gun pengrerak pelatiban
KETERANGAN:
Kolom 1 i Dilsl dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenu han SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3 : Diisi dengan outcome program pemenuhan SPM
Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 5 ¢ Diigi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 : Dilsl dengan keluaran {output) dari keglatan pemenuhan
Kolom 7 ¢ Diisl dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
Kolom B : Diisi dengan jumlah kebutuban per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom @ : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kalom 10 : Diisl dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang dengan kolom 9)
Kaolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh darl perkalian kolom 10 dan kolom 11
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FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN
PROVINSI :

TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDICAN DAN
KERANGKA FENDANAAN
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TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN FELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN
= | KERANGKA PERDANAAN P
= TI0 Pyl 77 T3 L] 2
& Z &
No| prRoGRrAM | OVICO | yEaiaran SUHB KEGIATAN KELUARAN satuax | 52 g E 2 2 2 2 2 m
G By Mm-mmnmmmnwmﬂmmmnwmﬁwm
7 5 5 5 5 us B
mmm % mmuwmmummmuwmmuwmmum{m
E 2 2 | %
] 3 L) 3 [ ] 9 iv if [ E N T i3 in ] (7] in ol vl ar 1 2] vl N = I )
P DLk iam pesiviinn garu peiathan
P eTak
KETERANGAN
Kolom 1 : Dilsl dengan nomor urut
Kolom 2 ! Dilsl dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3 { Diisl dengan outcome program pemenuhan SPM
Kolom 4 ¢ Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 5 : Dilsl dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 : Diisi dengan leluaran {output) dari kegiatan pemenuhan
Kolom 7 ¢ Diisl dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019
Kolom 9 . Dilsl dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
Kolom 10 ! Dilsl dengan sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
Kolom 12 Dilsl dengan harga satuan tahun 2020
Keolom 13 : Diisi dengan tamget biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10
Kolom 14 : Dilsl dengan tamget kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
Kolom 15 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
Kolom 16 : Diisi dengan target bisya pemenuhan dard perkalian kolom 12 dan 13
Kolom 17 : Diisi dengan tanget kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
Kolom 18 ! Diisi dengan harga satuan tahun 2022
Kolom 19 Dilsi dengan tamget biays pemenuhan darl perkalian kolom 15 dan 16
Kolom 20 : Diisi dengan target Kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
Kolom 21 | Diisl dengan harga satuan tahun 2023
Kolom 22 | Diisi dengan tamget biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19
Kolom 23 1 Dilst dengan target kinerfa pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
Kolom 24 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
Kolom 25 | Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22
Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024
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KABUPATEN/KOTA :

FORM 1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERA
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KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2  : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Namor 90 Tahun 2019
Kolom 3  : Diisi dengan outcome program pemenuhan SPM
Kolom 4 : diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomar 90 Tahun 2019
Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 ! Diisi dengan keluaran (output] dari kegiatan pemenuhan
Kolom 7  : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
Kalom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019
Kalom 9@ : Diisl dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
Kolom 13 : Diisi dengan target blaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10
Kolom 14 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
Kolom 15 : Diisi dengan barga satuan tahun 2021
Kolom 16 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13
Kolom 17 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
Kolom 18 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
Kolom 19 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16
Kalom 20 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
Kolom 21 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
Kolom 22 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19
Kalom 23 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
Kalom 24 : Diisl dengan harga satuan tahun 2024
Kolom 25 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22
Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2
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FORM 1.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

PROVINSI :

tdak berackoluh

TARGET REALISASI CAPFAIAN 9 SUMB
. - ) PERMASALAHA
No KELUARAN OUTIUT) SATUAN vOoLUN ® VOLUME R FISIK KE UANGA ER x S0LUsI
£ v ' v N DANA ’
] 2 3 a 5 [ 4 8 L o I 2
i Jurmdah data wargs negans usia 10 denam belan) smmpasl dengan 18 idelapan belon) tahium yang Peserta dxiik

Tuhm SSMA SMK/ Paket O

2 Junah peserta kv dord hedier g tidak sl yaty chibe sllean hasiuan deays pendic Suas s gl

Peserta otk

erduar, dan ertingeal SMAS SMK/S Paket C/MA /MAK)

J Mumdah peserta dvlic wrlay pendslisan  wiayah yergg Keboumnm ngan daya Peserta dxlik
sangung SNMASMK/ Paket C/MA/MAK)
4 | Jundah peserta dalie terlayuni pendil o o wilayah yeog o Metapionn s hagad daena  1esde jun Peserta od otk

5 Jurmiah komunitas telijar SSMAJSMK/Paket C)

Uni lsom st as

Jusiviias dan kel ue haan
o, dan budays kepocda o

pemingnya
el aguna

van pencicdiden SMA/ENK/ Paket O

o Jumiah pesarihan/ seomnas | Kegaran
okl y penguatan Kompetensd epode s loinh dan giru SMA/SMK/ Paket O

v Jomah penclean pungen Kepacs satuan pended Soaun uituk mencegal peruncungan kekerasan packs Kegatan
armk GMA JEMK /Palket )

] Jusdal kepleian pesmerdousen ondiel Dargunen sans den jiraser ans SENMAS MK Taket O Kegatan

9 pumdaly beglatan pemmne Shor st dhan prerbadican ferhiackey ool saratia e Jrassra e satusn Kegatan
perddchiean yang russk $5SMASMK /Paket C)

10 Jiirrdady o ombad baasd Keptada satuan pendicl i Kegatan

rlala pemetsan dan penaisan pemempaten untuk peaw ratsan peod o dan tenags
Alican (EMA JSMK /! okt ©)

dan tenags wependslikan SNA) SMK/ Paket O)

12 Arrrdad distritniad pendelidk da o tene g Kependeldown yanyg berkualitas untuk pemenataan peadclik

Pend otk dan tensga
Joe penciedican

penggerak achagn |l peogawns ackola h (SMA/SMK/ Paket O

12 Jummdah anian Sormas guant ASN semia dengan Netemtusn poratiran peruncen g-anden gan G
ESMAS SMK Tkt O

" Jungdad penem patan guru pern bun g kKhusus SMAJSMK) Paket O Kegatan

15 | Mumiah penempatan hikissn pendidiican dan pelstdhan calom kel acholah [fuliasn giru Kegatan
pengaerak schags i Kepale sekolah (SMA/EMK/ Paket O

16 | Jusndah pesemputan bihisa pencicon dan pelstihan oadon pengs wis sekcdaly/]dlusan giry Kegatan
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TARGET KEALSAS CAPAIAN (% suUMB
. , ~ PERMASALAHA -
No KELUARAN OUTPUT) SATUAN voLum - . KE UANGA ER 3 |0Lus)
Ry VOLUME Rp FIEIK : N
E N DANA
17 | Jundahn data pemetsan kecukugen junds b pengawas sckolah ativu pen e usmuk satuan Pengow s wta u pen ik
peod wliown anak usia dist SSMAJSNK/ Paket C)
(L] Jumiah peningkosan kun bl s dan kompetermi dag penchdik dan tenaga kependeh kan yang Kegatan
hum mememi I can s . kampetey ang diperayaratian SMA SN K/ Paket ©)
LTI ah pencdehk i innags Xependddan yang dide sl hasanwa aten hantuan Isaya pended doan Perdadik dan tenags
Aadam ghatin kuadd o dan kompetens pendalik dan terigs kependad dan e penclatidoan
FEMA) SMK Pkt O)
x Jumbah kegistan pelas han guni penggerak kepada seloda b atau gurmi SMA/SMK/ Pake1C) Kegotan
21 | JSuindah hubisen yang erserap ke dunss her s SME) Lathusan
22 Mimdaht Kemftrean & ntars sstuan pendeddoan dengen clunss kens yang difsddas SMK) xg.du:
2 Musrdah cdata S aes serfieest dha n dusma hevis yeng meaiikl asstem sertdfilon: untuk mendorong | Lenthage sertitfikas
- syt e mpeteni higl Peseria Didik (SMK)
4 rdaly data wangs negans weia 4 fetnpat) sampal deagen 18 dcapan beley peryandang Peserta dalik
« itas yarg tdak bersekciah
. Mimidah poserta o wbik dan ke hoer gn Sdak mampu yang diertesn baomuan biaya prodidikan ssmp | Peserta delie
= i glaahiinag
20 Jungah pederta dalik erlayant pendalioun O willayal yarg oo tggan deys Gemprang  Sdead i) Peserta dadik
el Bimdah poverta dabik wriayani pendetiiesn di wilayah yang dnetapken sehagat daem b terdepan Peaorta dxtis
oriuar, dom wrtaggpal s
24 | JSindah koenunites belajer glaatelinse) (AL TR SEHTEVE
) Mimdah pelatthan/ semmnas/ Kegatan
2 Sodoadons i pergriaMn Kompetensd kepade sekodal dan @ur 4 sl Snad
» Magah penr gpngan kepacks aatian pendid dun ur (ercegh pery prgpan el rmann puaacke Kegatan
anad fctinak e
i)} Jumbah kegistan pemeciousan koomcis i b ogpuresn sarais dan praser ans { s atalitas ) Kegatan
3 | remish kegaatan pemediharaan dan perbadoan erhadap ondied sarana dan praserns na satuan Kegaran
= prodsdian yang russk fcisatol )
Juirndah ol nan i kepacks aatusn pendid fean mengenad penanghaia n ksl sy layanan wrmasik Kegatan
33 1k mencegh o sdkorimi e e rhadagp e kon o, gendes
ik, agpena, sulou, clan chaya kepacks satuan pencied Sean gclial e )
" Jumdah data pemetsan dan penataan perempatan untuk pemeratasn peocdxhik dan tenags Pend bk dan tenoga

e pe il §d e tulitan)

kependeiikan
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No KELUARAN OUTPUT)

SATUAN

REALISAS

CAFAIAN (%

VOLUME Rp

FIEIK

KE UANGA
N

suUMB

DANA

' Juntah dastriniad pendid 0 dan tens g kependid donn yang belouaiias untuk petnenataan o ik

Perlalik dan tenags

dan tenags kepeadelikan dlaahilita) kependelikan
30 Jumlah auan Sormas guru ASN sesua dengan ewmuan peraturan perandang-undangan Guru
rhaatudntan)
XY | Simlah penempatan guru pemiuminang khusis ilmahiitag Kegatan
38 Jundah penempatan fudusen pendiciean dan pelatihan caion Kepals sekolaly)/ husan guru Kegatan
prrggperak achage i kepals aekniah b fittad
Y Sumdah penempatan Kidusen penchd fosn dan pelatiian calon pengnwes sckaah/lidusan g Kegatan
* pergpenak setiags | peogtawas welods b il ise Bilitns)
4“0 Jumiah data pemetsan keoouicipan s h pengewas seicolah atau penilie wotilk satuan Pengpwas
peod stiican anak uska dim ehisatul tas)
41 JSumiah penmgkann ks ifika m dan kompeternt bag pendicik dan teraga kependich kan yarg Kegpatan
Dehum meme s hi Rualf s dan Xoampetenal yang o ipees s o n {dualilites)
o Juniah pendichi k dan tenaga kependidskan yang diteri bessiswa atau barmuan tbaya pendicd sean Pend stk dan tenags
T | Qadan peningiostan Suadd Soe i dan kompetenal pendidic dan temngs kepm did dan o mab ey e pencictikan
4 Murah kapatan pelat han gura porggperak kepads sckobah atau puru hasb ) Kepatan
KETERANGAN:
Kolom 1 : Nomor urut
Kolom 2  : Keluaran [output)
Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (output)
Kolom4  : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis Keluaran (output)
Kolom 6  : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output|
Kolom 7 ! Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran [output)
Kalom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9@  : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuban

Kolom 12 ; Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan
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FORM 1.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA :

TARGET REALISASI CAFAIAN ) suMD
. ’ . ar = N . PERMASA LA B
No K ELUARAN OUTPUT) SATUAN VOLUM R VOLUME f FIBIK KE UANGA ER HAN sS0Lusl
) . 2 )
E v g N DANA

i K 3 a 5 0 7 a8 9 n I i2
i A din Lk Keperhuan xentfiden han dags W mguang yanan Pescrta ddik

untuk anak usks 5 Saowd W inin sampad dengan @ fenam
s Juntah seosal el pentimgtiys peoeliclioan a nak s ding kegaecda mnseyanakat Kegastan
3 Mirvdah pewerta dart kehiargs yang Sdak mampn yang diterfian bamtuan eys pencheli kan sgar Pearria ik

mersctagat bayanan (PALD)
4 Jundah peserta o sl Erlayani pendeliian ek utks dmi (PAUDY Peserta delik
5 Fandah poverta o xbik wriayani penchehoan di wiayah yang Kekwa ngan deys tampung (FAULDS Peserta dal ik
o Fumilah peserta dadik terlayan: pendalilan & wilayah yaog ditetapkan sebagal dasra h 1erdepan Peserta dlik

e chuar, dan ertuggal (PALID)
v miah pendan npan hags aatian penchcdikan anak usa ding Kogastan
a8 N opietan pelatihan [seminay ) Kegatan

okalowr v gury /pencad sk da bam wadkah berbams Kormmunsses wn sk e gglontan kouadi wa

by et (PALIDY
9 Jummlah somes hasa i kepacks satusn pendid fesn mengens kos s banan pend chikan o ek e Kegaton

i (PAUTY
10 Mumah kegiatan pome rdssan Ronded ba ngunan sansna dan prasar ana {FAUD) Kegiatan
" pamiah kepatan peme har san dan e rte kan wrhacap kondied ssrana dan prassrsne astian Kegsstian

peodxliian yang rusak (PALD)
12 Jumiah data pemetsan dan peoataan penempatan untuk pemeratasn peodsdik dan tenags Fenddsdic dan tenaga

b peodi i (PALID)Y e poe ol s dan
" » ah st ratmiad penebd ik dan tea e Kepencixd Soan yang Sescualilas i tuk pemerataan Pereixhi an tenagas

peod el dan tenaga kepeod ¥liloan (PALD) e g vl e llany
" Jomdah ajusn formasi gurd ASN sesoa dengan ketentuan peraturan perondang-andan gaon Gy

PALID)
15 | Bumilah penempatan g u preminmisng husa (FALDY Kegiatan
0 erichd Gaan dan pelatithan calon ey is schoial Nsan guru Regsatan
17 Mimdaht penem pata pciat than cadon perigs was sckcah, AT @it Kegstan

peoggerak sctiagn i perggawas s kol h (FA

www.peraturan.go.id



2021, No.1419

109

TARGET KEALS AR CAFAIAN suUMD
: ! T persasata |
No KELUARAN (OUTPUT) SATUAN VaLuMm b VEILLME b FIIK KE UANGA ER HAN 501181
£ d et d N DANA s
1L Jundah data pemetsan kecukugan junta b pengiwas sckolah ativu pen il uamuk satuan Tesggawn s L penild
peod wliown analk usia dist (PAUD)
19 Jumiah peningkomn ko bl s dan kompetennd dagl peochdik dan temaga kepended an yang Kegsavan
bedum mememihd st Yo kampetenad yang dgperaysratian (FALD)
20 | Mimdah pencielik dan tenaga kependidfan yang ditesi hossmwa aten bartuan Inays pendd dan Wered bk dan trmags
« an penaggiatan kel Bos ) dan kompetenss pendalh dan tenngs kependad dan (PAUTY doe g o Hn
2 Mindah Keghatan pelat han gur peogger ak Xepada sekcia b stan guru {PALUD) Kegatan
. tx wangs nogata usia 7 00 s denygen |12 (chia bedea) talun yang tadak Poserta el
2 Jumdah peterta dxdik dan eharg tdak mampa yang dite rdea n bamuan teaya pendid Soan Pescrta ddik
-~ sampad hove S0/ SMP/ Kegetarsan)
o | Sumiah peverta caxbix wriayanm pendichikan o willayah yang kekurangan days tampuing $80/ MY/ Peserta dvl ik
: SMP! MTS/ Keaetarsan)
e Munah peserta dyviis erlayani pendsean o wiayah yaugg ditetapkoan s bagad daera h terde pan Peserta ik
T | ecuar, dan wrtuggal (SD) M1} SMP/ MTS/! Kesetanan)
N Mumdah omunftes belager pada agang Peod slikan Daaar 507 SMPY Kestaman) Unat S
yy | Sumiah peSatihan; sequnar/ Kegaatan
- olcakar s penguatn kompetenal kepals scbolah dan gird 80 SMIY Kear tar san)
»m Jumah pencem pingen Kepads aatusn pencd dan smuk mencoagah perunchingsn Kekerassan Kegsatan
pacis ansk SD) SMP/ Kenetansan)
] Jumiah kegiatan pemerimaan konosl bangunan sarana dan prasarans S0/ SMP/ Kesetarsan) Keitan
% pam st epatan peme lihar san dan pertadcan Serhadap kondint sarana dan prasera ns astian Kogiatan
pendaian yany rusk D) SMP/ Kesetaraan)
Mumdah sossal ises il Keghmds satuan pendid Seun mengeniad pesiongeass o kool it Ssyanan ermasik Eegsatan
1) permingnye inkraanatas dan kebineloaan wmuk mencegah o skorum nas ) terhad ap edonomi, gender
fadk, agama, suloi, dan fudeon hepacks astuan pendidian S0 SMIY Kovetar aan)
- Juniah data pemetsan dan peostaan pencigalan untuk peme ralaen pend i dan tensga Penl ok dan 1enage
| kepentidiom (SD ) SMP) Kesets ranng Xe poe tel sbihan
e Mumdan dsstritniat pendid ik dan tena g opendid fean yang beccualinas imtuk pemerataan Pend ke dan jenaga
perialik dan tenaga deperdaiican S0/ SMP [ Kesstaraan) for g vt whlican
” Avmdad apian ormas gunt ASN sesuadl desgan Xeeniuan peratur an perundang undangan 80D ) Ouri
SMP/) Kesetaraan)
3% Mrdaly penem patan g pemn bim tin g Khusun ! SMP/ Kewmetaran) Kegsatan
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TARGET REALS AR CAPAIAN % suMn PERMASALA
No KELUARAN (OUTFUT, SATUAN oLy L E 1 < 018
LLUA 0 ) ATUAN VOLUM Rp VOLUME Rp FEIK KEUANGA R HAN Lus]
E N DANA
* Junah penempatan Juhisan pendelBoan dan pelathan cadon kepa s sckodah (Tulusan gira Kegiatan
peagaerak schagel kepala sekolah (5D SMP/ Kesets raan
37 Jumiah penempatan hihisan penchd fian dan peatthan calon pengswas sekdah/iuhaan g Kegsvan
penggerak achage i pergpawas achodah (5D ) SMP ) Kess tarman)
w.. Juimdah data pemetsan kecitsipan jimils b pengawas srkolah atau pendie umuk satuan Pongams s ol penilie
peod sl anak was din padas S0 SMP) Kesetasaan)
» Jundah peningicassn ko Mo w dan kompete o hagl pencelic dan temaga Xepe ncledian yang Regatan
betum memenihi bualifikasi dan kompetenal yang diperayanationn (SD/ SMP'/ Kesetarsan)
Jumdah pendeh k dan tenags kepended fican yang diteri bosamwn ateu Dastuian beays poncded fiom Peradatie dan leziags
A0 | cadarn peasngloatan kualifions ) den kot etens) peanded da 1emnags kependid San S0/ SMF/ b pe el atilan
Kesetwraan)
41 Junmah kegiatan pelat han gur penggerak foopads sekodah st guru $50D) SMP/ Kesetarsan) Keglatan
KETERANGAN:
Kolom 1 : Nomor urut
Kalom 2 : Keluaran [output)

Kalom 3 : Satuan per jenis keluaran [output)

Kolom 4  : Diisl dengan jumlah target per jenis keluaran [output)

Kolom 5 ! Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6  : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran [output)

Kolom 7  : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kalom 8  : Dlisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran [output)
Kolom9 ! Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kalom 10 : Diisl dengan sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan
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FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :
CAPAIAN (")
CABUPATEN/ KOT/ PENDIDIKAN DASAR ?
NO, KABUPATEN/ KOTA PAUD : ﬁ%ﬁwn_ﬁﬂq H K GETARAAN
sD SMP
! 2 3 4 S 6 7 8
KETERANGAN:
Kolom 1  : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2  : Diisl dengan nama Kabupaten/Kota
Kaolom 3 ! Diisi dengan persentase capaian pendidikan anak usia dini
Kolom4 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah dasar (SD)
Kolom 5 : Diisi dengan persentase capaian perdidikan dasar jenjang sekolah menengah pertama (SMP)
Kalom 6  : Diisi dengan persentase capaian pendidikan menengah
Kolom 7 ! Diisi dengan persentase capaian pendidikan khusus
Kolom 8 : Diisl dengan persentase capalan pendidikan kesetaraan
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FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR [DEMAND) CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR
WOy | TR aan AR JUMLAH SISWA “oM | KATEGOR
USIA SEKOLAH BERSEKOLAH/ CAPAIAN (%) TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
T AMAT
H 2 J 4 5 6 7 8 9 10
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisl dengan nomor urut
Kaolom 2  : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
Kolom 3  : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesual dengan jenis layanan dasar pendidikan darl Dukcapil
Kolom4  : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah /tamat hasil dari penerapan SPM
Kalom 5 : Capaian %) adalah jumlah siswa yang bersekolah /tamat dibagl dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100°%
Kolom 6  : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerima dan standar
teknis

Kolom 7  : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan
Kalom 8 : Capaian (%) adalah realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%
Kolom9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)
Kolom 10 : Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (7 5-84), sedang (60-74), rendah (0-59)
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FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (PROVINSI)

NO

JENIS LAYANAN DASAR

MUTU PERDIDIKAN

PENERIMA MANF AAT

PARTISIPAS] PESERTA DIDIK

SATUAN PENDIDIKAN

PENDIDIK

PERLENGKAPAN
DASAR

UMUR 16 - 1% UMURA4 - 14

UMUR 16- 14 UMURAG - 14

HASIL PENCAPAIAN
SPM

3y

|

4

5

O

8 9

10

Pendidikan Menengah /
Kejuruan

Pendidikan Khusus
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FORM 1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (KABUPATEN /KOTA)

MUTU PENDIDIKAN

PENERIMA MANFAAT PARTISIMSI PESERTA DIDIK

HASIL

JENIS AS = —— >, =
s Ll e re—— PERLENGRAD PENCAPAIAN SPM
o AN DASAR
._ |- \- -uu
1 Pendidikan Anak Usia
Dini
2 Pendidikan Dasar
3 Pendidikan Kesetaraan
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FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :
KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU o & ' tA e
BERPOTENS! BENCANA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
SASARAN PENDUDUK PENERIMA JUMLAH
— PELAY ANAN KESEHATAN JUMLAH PENDUDUK
NO Ay KECAMATAN IKELDRAHAR PENDU DUK YANG KETERANGAN
g : JERIS BENCANA TANGGAP JENIS KLB YANG TERDAMPAK
PRA-KRISIS ’ TERDAMPAK DAN BERISIKO
DARURAT
[SAKIT) PADA KONDISI
KLB
] 2 0 . 0 - ’ . o w 1"
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomar urut
Kalom 2  : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3  : Diisi dengan nama Kecamatan
Kolom 4  : Diisl dengan nama Desa/Kelurahan
Kalom 5 ! Diisi dengan jenis bencana

Kolom 6  : Diisi dengan jumlah penduduk berpotensi terdampak krisie kesehatan pada saat pra krisis kesehatan
Kolom 7  : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak krisis keschatan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan
Kalom 8  : Dlisl dengan jenis KLB

Kalom 9 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampal (SAKIT)

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berisiko/population at risk [belum sakit)

Kolom 11 : Diisi dengan tambahan penjelasan terhadap sesuntu hal yang bersifat khusus /spesifik
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FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN, KOTA
KABUPATEN/KOTA :

TARGET PENERIMA PELAYANAN
PELAYANAN B 'E (ANAN
DESA FELAYANAN | KESRrAT AR | TEAYANAN | AR
NO KECAMATAN y s FELAYANAN PRIAYANAN PELAYANAN | PELAYANAN | PELAY ANAN « .—A»z S KESEHATAN _X)f
{KELURAHAN KESEHATAN AT AN KESEHATAN | KESEMATAN A ORANG F,;..zép
00 BERSALY | BAY! BARU BALITA PADA USIA | pADA USIA | PENDERITA | © PR TERDUGA opiore
PR LAHIR . PRODUKTIF LANJUT HIPERT ENSI v TUBER x “
MELITUS KuLogs | TERINFEKS!
% . Hv
1 2 3 1 5 6 7 8 a9 10 11 12 13 14 15
KETERANGAN:
Kalom 1 ; Diist nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan
Kolom 3 : Dilsl dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 sd. 15

: Diisi dengan otal sasaran penerima per jenis pelayanan SPM.
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FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PELAYANAN KESEHATAN SDM KESEHATAN
NO KECAMATAN
FASILITAS KETERSEDIAAN JENIS KETERSEDIAAN
! 2 3 K 5 4]
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom2 : Diisi nama Kecamatan
Kalom 3 : Diisl dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintaban di bidang kesehatan
Kalom4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan
Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan
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FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
PROVINSI :

NO.

KEGIATAN

KOMPONEN

JUMLAH

SATUAN

HARGA SATUAN
Rp)

VOLUME

JUMLAH BIAYA
(Rpl

KETERANGAN

2

3

4

5

6

7

)

9

I. |Penanggulangan Krisis Kesehatan

akibat bencana dan/atau berpotens| bencana

A. Tahap Pra-Krisis Kesehatan

B. Tshap Tanggap Darurat Krisis

Kesehatan

II. |Penanggulangan KLB

KETERANGAN:

Kolom 1
Kalom 2

Kolom 3
Kalom 4
Kalom 5
Kolom 6

Kolom 7
Kalom 8
Kolom 9

: Diisi dengan nomaor urut

: Diisi dengan uralan keglatan yang akan dilakukan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dan KLB berdasarkan standar teknls yang diatur oleh kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

: Diisi dengan komponen keglatan berd asarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
: Diisi dengan jumlah kuantitatif dari masing-masing komponen kegiatan
¢ Diisi dengan satuan dari komponen kegiatan
: Diisi dengan harga satuan [unit cost) dari komponen kegiatan funit cost mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat atau aturan yang berlaku
dan memperhitungkan biaya kemahalan di daerah tertentu)

: Diisi dengan volume/frekuensi kegiatan yang akan dilakukan
i Diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikali kolom 6 dikali kolom 7

: Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/s pesifik
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FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG /ALAT UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
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PROVINSI :
. JUMLAH JUMLAH - HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA
)
NO. BARANG /ALAT KEBUTUHAN TERSEDIA SELISIH SATUAN Rp) ®Rp) KETERANGAN
1 2 3 3 5 3 7 8 B
I, |[Penanggulangan Krisis Keschatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
II. |Penanggulangan KLB
KETERANGAN:
Kalom 1 : Diisi dengan nomaor urut
Kalom 2 : Diisi dengan Jenis barang/alat berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan barang/alat

Kolom4 : Diisl dengan jumlah barang/alat yang tersedia dan dapat berfungsi sesual standar
Kolom 5 ! Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang dengan kolom 4

Kolom 6 : Diisi dengan satuan barang/alat

Kaolom 7  : Diisi dengan harga satuan (unit cost ) barang/alat

Kolom 8  : Diisl dengan hasil perhitungan kolom 5 dikall kolom 7

Kolom 9@  : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus /s pesifik



-120

2021, No.1419

FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO

SDM KESEHATAN JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH SDM TERSEDIA SELISIH KETERANGAN

2 J 4 5 6

Penanggulangan Krisis Keschatan Kesehatan akibat bencana dan fatau berpotensi bencana

Fenanggulangan KLB

KETERANGAN:

Kalom 1  : Diisi dengan nomar urut

Kolom 2  : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintaban di bidang kesehatan,

Kalom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan

Kolom4 : Diisi dengan jumlah SDM keschatan yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar

Kolom 5  : Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang kolom 4

Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/s pesifik
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FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK

PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

KABUPATEN /KOTA :
NO JENIS LAYANAN DASAR BARANG JUMLAH KEBUTUHAN | JUMLAH TERSEDIA |  SELISIH :%wzwﬁacs,z gc.ﬁﬂ,_m;ﬁ KETERANGAN
! 2 3 4 5 o 7 8 9

KETERANGAN:

Kolom 1  : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2  : Diisl dengan Jenis pelayanan dasar sesual Peraturan Pemerintah No, 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis
yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintaban di bidang kesehatan

Kolom4  : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kalom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar

Kolom 6  : Diisl dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 ! Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3

Kolom 8  : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7

Kolom 9  : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

Catatan  : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun [sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan

secara terintegrasi.
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FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN /KOTA :

NO

JENIS LAYANAN DASAR

JENIS SDM KESEHATAN

JUMLAH KEBUTUHAN

JUMLAH TERSEDIA

SELISIH

KETERANGAN

~

KETERANGAN:

Kalom 1
Kolom 2
Kalom 3
Kalom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7

: Diisi dengan nomor unut
: Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

: Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintabhan di bidang kesehatan
: Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keschatan
: Diisl dengan jumlah SDM yang tersedia saat inl

: Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5
: Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus /spesifik
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FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI

PROVINSI :
x.z-.”..ﬁ-_quw.h_ > TARCET KINERJA DAN KERANG KA FENDARAAN KONDHS! -r%!h“"ﬂﬂ“
KOUE N DIKAT R KIRERE A : KINERIA PAL etebry
o " URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAMY ...xcn.w»: ax_..nﬂ:m.y ..w“pwﬁ..ﬂz; TAHUN-N+1 | TAHUN. %42 | TAHUN- 43 | TAHUN- N4 | TAHUN. N+5 | AKHIR vnaah.n vnr:?nﬂmz LORAs
N i RAIMD gi»uw
K_| ®p K | ke K| ¢ K | wp K| kv K | ¢
I < ] 4 L o 7 & 9 ) M 2 o

1 1 [Urusan Pemen malun Wi yang

Berkadtan dengan Pelvesnan Daser

1 P2 Urusan Pemerimahan Balanyg Kesehatan
1 p2 |m2 P rogram Feremiban Upaya Kesshiatan

[Peror mggan dan Ugtays Kese b tan

M amyarak st
KETERANGAN:
Kalom 1 : Nomor urut
Kalom 2 : Kode urusan /bidang urusan/program
Kolom 3 : Nama urusan /bldang urusan /program
Kolom 4 ¢ Diisi dengan indikator kinerja program [outcome)
Kalom 5 ¢ Diisi dengan kondisi kinerja awal tabun RPJMD tahun n) untuk setiap indikator kinerja program
Kolom 6-10  : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana

tercantum dalam RPJMD Provinsi

Kolom 11 ¢ Dilsl dengan kondisi kinerja (K] program keglatan dan anggaran indikatf (Rp) untuk setiap Indikator kinera pada akhir periode RPJMD Provinsi
Kalom 12 : Dilsi dengan unit kerja perangkat daerah sebagal penanggung jawab dan pelaksana program
Kolom 13 : Diisi dengan lokasi kabupaten/kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB

: Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutak hirkan dengan Kepmendagri Nomor

050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

www.peraturan.go.id



-124

2021, No.1419

FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH PROVINSI

PROVINSI :
URUSAN /BIDANG ) TARGE T KINERJA DAY KERANGKA PENDANAAN KONDIST NIT -mnzn-«.
S0 KODE :..:..sf_.iﬁx»n_;.ﬁi.;z\ sUB| INDIKATOX KINERIA I.n..»qnhnp.“wwi KINERJA PADA ..-....v@hn..p_: LoRAN
: “ KEGIATAN PROGRAM (OUTOOME) _.—Unnv!ﬁ.;..;z TAHUR- N+« 1| TAHUR- N+2| TAHUN N+3 | TAHUN N+4 | TAHUN. N+5 | AKHIR PERIODE PENANGGUNG
9 IS RENSTRA PD giproy
- K | wp k| wp K| wr K| wp K| ®y K | wr R
. 2 s ” 2 o 7 [ 9 10 11 s 18
U rusan Pemeri mabian Waity yanyg
! ! Berkaman dengan Welays mn Dasar
1 | o2 (U rusan Femerintalsn Belang
Keachatan
[Progoeamn Peaemitnn Upays Keschatan
1 |oajo2 Perar angen dan Upaya Keselawun
M oy o at
Pen yadsaan Layanen Kesshatan unnuk
1 |aajo2] 1oz UK Rugnikan, UKM dan UKM Ropikan
at Daerah Provmed
I'en ool an Pela yenan mal..z-f: hag
e gedobsan Pelayanan Kesehatn bag
| |o2|o2] 102 |a2 ..n:.-:n’..r pacds Komlse Kejad lan Luar
KETERANGAN:
Kolom 1 ¢ Nomor urut
Kalom 2 : Kode urusan /bidang urusan/program /kegiatan/sub kegiatan
Kolom 3 : Nama urusan /bidang urusan /program/kegiatan /sub kegiatan
Kalom 4 . diisi dengan indikator kinerja program [outcome] dan indikator kegiatan /sub kegiatan (output)
Kalom 5 : diisi dengan data capaian awal tabun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan
Kolom 6-10 : diisl dengan target kinerja (K] dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/keglatan /sub kegiatan pada Renja PD Provinsi pada tahun
berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Provinsi
Kolom 11 : diisi dengan target kinerja (K) program /kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra
PD Provinsi
Kalom 12 ¢ diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan /sub kegiatan
Kolom 13 ¢ diisi dengan lokasi kabupaten /kota terdampak krisis keschatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB

: Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan /sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomar 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
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FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN /KOTA :

TARGET YN ERJA TAN KERANGRA PE NOANAAN =
N DIKATOR zi.m«.ﬂnﬂ»:» KONDE | KINERSA "._M.xﬂnn..”ﬁ.
y y S v 3 i
o KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN; IROG RAM ximiap  [PEREEEAIM cainiwes | s | Taitenea | mainniows | mainon wes | PADAAXHIR AR
" o FROGRAM PERIODE KPIMD .
RIVMD {TAHUN FENANGGLNG
OUTCOME) i TAWAB
K | wWn K_| ®p K | K | ® K | wWn k| wn ’
T 2 3 T 5 0 7 5 v 10 11 12

[Urusan pemerintahan waph yang beris san dengan
jpelavanan dasar

Urusen pemerimtahan bideng beachatan

1 2 p2 Penyedman ayanan kesehatan untuk UKM dan UKP
rytdean tingoat deerah kabugpas v Sons
KETERANGAN:
Kolom 1 : Nomor urut
Kolom 2 ; Kode urusan /bidang urusan/program
Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan /program
Kalom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program [(outcome)
Kalom 5 ¢ Diisi dengan kondisl kinerja pada awal tabun RPJMD (tahun n) untuk setlap indikatar kinerja program
Kolom 6-10 ! Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Kabupaten /Kota pada tahun berkenaan
sebagalmana tercantum dalam RPJMD Kabupaten /Kota
Kalom 11 : Diisl dengan kondisl kinerfa (K| program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten/Kota
Kolom 12 : Dilsi dengan unit kerja perangkat daerah sebagal penanggung jawab dan pelaksana program

‘)

. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirken dengan Kepmendagri Nomor

050-3708 Tahun 2020 tentang Hasll Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasl, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah
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FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN /KOTA :

TARGET KINERIA DAN KERANG KA FENDANAAN UNIT KERIA
. TAC ON s KINER2A] Y oy
Sk URUSAN /1510 ANG vl lhr= e oo e PERANGRAT
¥ 2l URUSAN/ PROCRAM/K EQIATAN /8 UB KEGIATAN RO RAL el TAHUN. N+1 | TAHUN. N=2 | TAHUN Nea TAHUN- N +4 TAHUN- Ne§ PERIODE DAERAH
" (OUTCOME) | FERENCANAAN RENSTRA 1) _.mtyzfm_.mm_ ~a
K | ®e X | w K | ®p K| ® X | ® K | W g
] 2 i 4 5 0 7 5 v o it 2
1 \ U ruman Pemersmtahan Waih yang Berkamsan dengan
[Pelayanan Dusar
1|02 [Uruisan Pesest matad Balany Kesehatan
i |z lo Penyatisan Layanan Keschaten uniuk UKM dan UXP
A fxes 0 i denn Torglost Dser ah K sbwipaten ) Kota
—mﬂ...ﬂ.l?._ Laywian Keschatan untuk UKP Fuojukan
UKM dan UKM Koupukan Tigkest Daetah Provens
2] 01 [Pengefioles n Pols ymnan Keatstan Bia Hama
02 [Pengeiolas n Pola yanan Keaehatan u Ber saln
13 [Pengriokes it Vela ysnan Keashadan Bayd Baru Laha
04 [Pengeiolss n Pedayanan Kowhatan Badita
as PengeSolas n Pela yunan Keschatan pads Usse Perdidin
»r
08 [Pengeiolas n Pela ymnan Keaehatan govda Usse Prochukad
OF [Pengedoles n Pels ynan Kesehatan pocks Usss Loyt
O _[Peon pelolas n Fols ssnan Kesehatan Yenderita Hipertemi
™ [Pen gedoles 1 Pela yoian Kesetintun Tenderma Diaboies
NS st
1 1a2loalaazl 10 _..J_n.‘w;bb:_.e.‘:.—: Kewe batan Ormang dengan
jGangguan Jreva Berat
1 oz lozl 2] 11 ?.:nn.-.&.‘: Pedayunan Kesehatan Orarg Terdug
T iy eoricuil e i
o 5 [Pengesodsa n PPea janan Keselatan Omng dengan sl o
1]02]02{202] 12 b gedeni HIV
KETERANGAN;
Kalom 1 ¢ Nomor urut
Kolom 2 : Kode urusan /bidang urusan/program /kegiatan/sub kegiatan
Kolom 3 ; Nama urusan /bidang urusan /program/Kkegiatan /sub kegiatan
kolom 4 ¢ Diisl dengan Indikator kerja program (outcome) dan indikator keglatan/sub kegaitan (output)
Kolom 5 : Dilsi dengan data capalan awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan
Kolom 6-10 ! Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan /sub kegiatan pada Renja PD Kabupaten /Kota pada
tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kabupaten /Kota
Kalom 11 ¢ Diisi dengan target kinerja (K| program /fkegiatan/sub keglatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampal dengan akhir periode Renstra
PD Kabupaten/Kota
Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program /kegiatan/sub kegiatan

: Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/Kkegiatan /sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan
Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasl dan Validasl Pemutakhiran Klasifikasl, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dacrah
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FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

CAPAIAN PENERIMA LAY ANAN DASAR PENDANAAN (TAHUN N)

JENIS PEIAYANAN Lol
NO PERMASALAHAN sows!
P TARGET | REALISASI  [CAPAN ([ AeORe e 1RP) PREALISASI AN
o ANGGARAN
] Z 7 3 5 3 7 = 5 10 I

I Pelayanan leschatan bagl
Penduduk terdampalk krisis
feschatan akibat bencana
Han/atau berpotensi bencana
rovinsl

2 |Pelayanan keschatan hagi
penduduk pada kondisi
kejadian luar binsa provinsi

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan
[nominator) pada tahun n

Kolom4 ! Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kalom 5  : Diisl dengan capalan penerima layanan dasar (%) untulk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaltu kolom 4 dibagl dengan kalom 3 dikalikan 100%

Kolom 6  : Diisi dengan alokas| anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 7 : Diisi dengan realisas| penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahunn

Kolom 8  : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagl dengan kolom 6 dikalikan 100%

Kalom 9@  : Diisl dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 10 : Diisi dengan permasalaban dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan fatau potensi bencana dan KLB

Kalom 11 : Diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
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FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR o
: . STASUN ) PENDANAAN {TAHUN N)
NO .:..Em%ﬁwﬁﬂi% b e = e _ . PERMASALAHAN SOLUSI
ALOKAS TALISASI ANGGARAN|  PERSENTASE SUMBE
TARGET REALISASL | CAPAIAN %) | s NGGARAN (RP) {RP) REALISASI ANGGARAN|  DANA
1 2 3 3 5 & 7 5 5 0 11

KETERANGAN:

Kolom 1
Kalom 2
Kolom 3

Kalom 4
Kalom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kalom 8
Kalom 9
Kalom 10
Kaolom 11

: Diisi dengan nomor urut
: Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesual dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 20 18 tentang SPM
: Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan keschatan

[nominator] pada tahun n

: Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tabunn
: Diisl dengan capalan penerima layanan dasar (%) untuk setlap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kalom 3 dikalikan 100%
¢ diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

: diist dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
: Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%
: diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahunn

¢ diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota

: dilsi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten /kota
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FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

- ._Q_w.mﬂmsrwﬂﬁnum__u_.gx PENERIMA LAYANAN DASAR PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR AP o

TARGET REALSAS] CAPAIAN (%) TARGET REALISAS] CAPAIAN %)
1 2 a ¥ 5 6 7 4 9 10
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisl dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
Kolom 3 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuban minimal penyedinan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis
Kolom 4 : Diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar
Kolom 5 : Diisl dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaoan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100
Kolom 6 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan
[nominator)

Kolom 7 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar
Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100
Kolom 9 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang /sesuai pembobotan)
Kolom 10 : Diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan provinsi
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FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN,/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO,

JENIS PELAYANAN DASAR
|SPM KAB/KOTA)

PENERIMA LAYANAN DASAR

PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

CAPAIAN
SPM

KATEGORI

L]

4

5

6

7

8

KETERANGAN:

Kolom 1 : difsl dengan nomor urat

Kalom 2 ! diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 ! diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan mini mal penyedisan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis

Kolom4  : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuban minimal penyediaan mutu layanan dasar

Kolom 5  : Diisi dengan capaian pemenuban kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100

Kolom 6  : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap fenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan
|nominator|

Kalom 7 ! diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar

Kolom 8 ! Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagl dengan kolom 6 dikali 100

Kolom 9 : dilsi dengan capalan penerima layanan dasar ditambah capalan penyediaan mutu layanan dasar [secara tertimbang/sesual pembobotan]

Kolom 10 : diisl dengan kategori capaian SPM Kesehatan kabupaten /kota
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FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL

PROVINSI :
UNIT AIR BAKU UNIT PRODUKSI
NAMA LOKASI UNIT PELAYANAN
NO. SPAM SPAM KAPASITAS (PDAM/UPTD /BADAN
et < NAMA LOKASI UNIT AIR . KAPASITAS UNIT PRODUKSI | IDLE CAPACITY >
REGIONAL: | "REGIONAL: | -gunmER BAKU i (lter/detik) (liter /detik) URANA/SE-SCAM)
(liter /detik)
1 2 3 K 5 6 7 8 9
KETERANGAN:
Kalom 1 : Diisl nomor urut
Kalom 2 : Diisi nama SPAM Regional/lintas Kabupaten /Kota (SPAM kewenangan Provinsi), apabila tidak ada dapat dikosongkan
Kolom 3 : Diisi lokasi SPAM Regional terbangun
Kolom 4 : Diisi nama sumber yang digunakan SPAM Regional
Kolom 5 : Diisi lokasi unit air baku
Kalom 6 : Diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter /detik
Kolom 7 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter /detik
Kolom B : Diisi ¥le capacity unit produksi dalam satuan liter/detik
Kalom 9 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD /Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)
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FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL

PROVINSI :
) WILAYAH PELAYANAN AKSES
NAMA LOKASI xow%mﬂmﬂnrc
2 SR Brali (BEROPERASI / TIDAK KABUPATEN/ KELURAHAN / TERSEDIA TERMANFAATKAN
REGIONAL | REGIONAL PERCHERAGT Soma KECAMATAN eizory
2 (m3/harl) | KK | (m3/hari) KK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2  : Diisi nama Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional terbangun (I[PALD/IPLT)
Kalom 3  : Diisi lokasi SPALD Regional terbangun (I[PALD/IPLT)

Kolom 4  : Diisi "ya’ jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan “tidak” jika sudah tidak beroperasi
Kolom 5 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 6 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional

Kolom 7  : Diisi nama Kelurahan /Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 8  : Dlisl besaran kapasitas pelayanan SPALD regional

Kalom 9 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK| yang dapat terlayani oleh SPALD Regional
Kolom 10 : Diisi besaran kapasitas SPALD regional yang terpakai/termanfaatkan

Kolom 11 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD Regional
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FORM 3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN

KABUPATEN/KOTA :
UNIT
UNIT AIR BAKU UNIT PRODUKSI ST RMAN KONDISI
NO.| KECAMATAN | KELDRAIANS | gewis | | LoKast | kapasiTas | KAPASITAS | pie  lppamyupTD/BA
SUMBER UNITAIR| INTAKE CAPACITY | DAN USAHA/KP| BEROPERAS! | KUANTITAS | KUALITAS
SUMBER 4 PRODUKSI
AIR BAKU | (liter/detik) (liter/detik) SPAM
(liter/detik)
I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1] 12 13

KETERANGAN:

Kolom 1 ! Diisi nomaor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan /Desa

Kalom4  : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk unit air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll

Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku

Kolom 6  : Diisl lokasl unit air baku

Kolom 7 ! Diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter/detik

Kolom 8 | Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik

Kolom @  : Diisi idle capadty unit produksi dalam satuan liter/detik

Kalom 10 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD /Badan Usaha /Kelompok Pengelola SPAM)

Kalom 11 : Diisi "beroperasi/tidak beroperasi’® sesuai kondisi yang ada

Kolom 12 : Diisi “terpenuhi’ jika kuantitas terpenuhi sesuai ketentuan atau “tidak terpenuhi’ jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan
Kalom 13 : Diisi "terpenuhi’ jika kualitas terpenubi sesual ketentuan atau “tidak terpenuhi’ jika kualitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan
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FORM 3.A.4 KONDISI SPALD

KABUPATEN/KOTA :
N— WILAYAH PELAYANAN AKSES
i LOKASI REGIONAL - -
NO. NAMA SPALD SPALD (BEROPERASI/ KECAMATAN |  KELURAHAN/ TERSEDIA TERMANFAATKAN
TIDAK BEROPERASI) DESA prE— -~ prE—— m—
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4
® KETERANGAN:
1 1 Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kalom 2 : Diisi nama SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
Kalom 3  : Diisi lokasi SPALD terbangun (IPAL/IPLT)

Kolom4  : Diisi "ya® jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan “tidak® jika sudah tidak beroperasi
Kalom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
Kolom 6  : Diisi nama Kelurahan /Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD

Kolom 8  : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD

Kolom 8  : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK| yang dapat terlayani oleh SPALD

Kolom 9@ : Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakai/termanfaatkan

Kolom 10 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD

2021, No.1419
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FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

PROVINSI :
g KONDISI EKONOMI
.~ | NAMA sPAM i PR s || AT KELUARGA SUDAH BELUM
NO.|  REGIONAL BUPATEN  LURAHAN EEPAIA | THE: | ANGGOHA TERLAYANI | TERLAYANI
KA/ | kEcAMATAN | KELURAHAN/ | gw | pr | KELUARGA RUMAH | MBR | NON MBR
1 2 3 4 5 6| 7 5 9 10 11 12 13 14
Total
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2  : Diisi nama SPAM Regional Provinsi terbangun
Kolom3 ! Diisi nama Kabupaten /Kota
Kolom4 : Diisl nhama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan /Desa
Kolom 6 : Diisi nomor RW
Kolom 7 ! Diisi nomor RT
Kolom 8 ! Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 9  : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
Kolom 10 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
Kolom 12 : Diisi angka 1 blla pendapatan keluarga > UMP
Kolom 13 : Diisl angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayan| oleh SPAM Reglonal Provinsi
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPAM Regional Provinsi
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FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL

PROVINSI :
ol WRAVARTEATANAN JUSILAT . KLASIFIK ASE XONDESE RONGEE EXONON! KELLIABOA i -y
e zh-ﬂn-.ﬂwwr AU I TN/ XOTA NCAMAT AN KELURANAN/ DESA N " N fwwﬂuu.» ﬁsﬂwn"ﬁ“ M ..mnﬂh.m..w...»....“‘. .W.w%u,..»w T NON MuN 4““).5 ﬁ:.m.n,wu.:
Total
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urat
Kolom 2  : Diisi nama SPALD Regional terbangun
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
Kolom4 : Diisi nama Kecamatan
Kalom 5 : Diisi nama Kelurahan /Desa
Kalom 6  : Diisl nomor RW
Kolom 7  : Diisi nomor RT
Kolom 8  : Diisi Nomor Induk Keluarga [NIK) kepala keluarga jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) NIK kepala keluarga
Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut
Kolom 10 : Diisi dengan kepadatan penduduk tiap wilayah kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jlwa) / luas wilayah terbangun (ha)
Kolom 11 : Diisi dengan klasifikasi “perkotaan” atau “perdesaan” untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan
Perdesaan di Ind onesia
Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan/atau Rencana Induk Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik [RISPALD) (1 = resiko sanitasi rendah, 2 = resiko rendah, 3 = resiko tinggi, 4 = resiko sangat tinggi
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari UMP
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari UMP
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPALD Regional
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila ramah tersebut belum terlayani oleh SPALD Reglonal
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FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM

KABUPATEN/KOTA :
NAMA JUMLAH KONDISI EKONOMI SUDAH BELUM JARAK SUMBER AIR KE
NO.| KECAMATAN xmrcm>%>z\ D qw | rr| keean | nik | AnGGoTA KELUARGA TERLAYAN! | TERLAYANI |[PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH
KELUARGA RUMAH MBR NON MBR JP BJP >10 M <10M
I 2 3 4 5 3 7 8 ) 10 It 12 13 14 15
Total
KETERANGAN:
Kalom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan /Desa
Kalom4 : Diisi nomor RW
Kaolom 5 : Diisl nomaor RT

Kolom 6  : Diisi dengan nama kepala keluarga

Kolom 7  : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
Kolom 8 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut

Kolom9 : Dlisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kolom 11 : Diisi angka 1 bila ramah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan

Kolom 12 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan bukan jaringan perpipaan

Kalom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah lebih dari sama dengan 10
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah kurang dari 10 meter
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FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD

WO ARSE S LASAR
Ko | aaserncss NON Dast NAMA JUMIAM Hﬂglh—ﬂ“& TANIN AX WS buﬂﬂxﬂn“ —.)Sﬂl AKSES LAYAR ACRIR AW AN SN ACRESR AV AN SO T
MO | KECAMATAN | XELAMANAN [ MW | NT | PENIUDUK | PERXOTAAN, | NSO KEPAIA || ANGGOTS
s 5 & " TANIR) TANIS TANGRT AN 1INLD
G/ TERDESAAN | SANITAS | XEUARGA nuMan NON 5 QUAWK Y - = PALD BALD
MU iR Hass PERNOTAAR QUMUK SEMTI SEMN MW SETN ST PERMUTIMAN KAWASAN PERKOTAAN
b i INONDUAL | MOMUNAL PONIDUAL | KOMUNAL TENTINTY .
13 a o 3 Ar . il = 2 2 24 P
Tord
KETERANGAN:

Kalom 1 ! Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kalom 3 : Diisi nama Kelurahan /Desa

Kolom4 : Diisi nomor RW

Kalom 5  : Diisi nomor RT

Kolom 6 : Diisi dengan kepadatan penduduk di tiap keluraban /desa (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas wilayah terbangun (ha)

Kalom 7 : Diisl dengan klasifikasi “perkotaan” atau *perdesaan” untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi
Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari SSK dan fatau RISPALD (1=resiko sanitasi rendah, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi,
4= resiko sangat tinggl

Kolom 9 : Diisi dengan nama kepala keluarga

Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)

Kolom 11 : Diisi jumlab anggota ramah yang tinggal dalam rumah tersebut

Kolom 12 : Diisl angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan

Kolom 15 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolaban air limbah domestiknya menggunakan cubluk

Kalom 16 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokas| di wilayah perdesann dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk

Kalom 17 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagal akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum  pernah
disedot

Kolom 18 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagal akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum  pernah
disedot

Kalom 19 ; Diisl angka 1 bila mempunyal sistem pengolahan alr limbah berupa MCK

Kolom 20 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah  pemah
disedot dan diolah di IPLT

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah  pernah
disedot dan dialah di [PLT

Kolom 22 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di [PALD Permukiman

Kolom 23 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Kawasan Tertentu

Kolom 24 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Perkotaan
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FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

www.peraturan.go.id

PROVINSI
RENCANA TAHUN ANGGARAN N+
JENIS PELAYANAN | pp o R AM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM /KEGIWTAN/ SUB KEGIATAN TARGET SATUAN OFD
DASAR PELAKSANA
LOKASI ALOKAST DANA {Rp)
! 2 ] 4 5 o 7 "
Pemenu ban Program Pengelolaan dan Pengembangan | Persentase mmah tangsa vang mendapatkan akses ar W
Kebutuban Air | Sistem Penvediaan Alr Minum minum melahii SPAM Regionul terbadap selurub rumah
Minum Curah tanggn dalam cakupan wilavah pelayanan SPAM Regianal
Lintas Pengelalaan dan Pengembangan Sistem | Persentase mumah tangga yvang mendapatkan akses ar W
Kabupaten/Kata Penyvediaan Alr Minum  (SPAM)  Lintas | minum melahil SPAM Regional terhadap selurah mamah
Kabupaten/Kota ta dalam caku wilayvah pelavanan SPAM Regional
Sub kegiatan | Indikator Sub Kegiatan 1
Sub kegiatan 2 Irsdikator Sub Kegiatan 2
Sub kegiatan 3 Indikator Sub Kegiatan 3
dat dst
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesual dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50 /2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 : Satuan

Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan /peningkatan SPAM yang berlokasi di Kabupaten/Kota

Kolom 8 ; Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
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FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI
RENCANA TAHUN
JENIS PELAYANAN : . s INDIKATOR PROG RAM (KEGIATAN/ o T ANGGARAN N+ 1
BASAR PROG RAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN SUD KEQIATAN TARGET SATUAN e T

LOKASI|

oPD
PELAKSANA

K

b

f

(RN

Penyedinan  Pelayanan
Pergolahan Air Limbah
Damestik

Reglonal Lintas
Kabupaten/Kota

2
Program Pengeklaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah

Persentase rumah fangga yang mendapatkan akses
layanan pergolaban air limbab domestik melalui
SPALD Regional terhadap selurub rumah tangga
dalam cakupan wilavah pelavanan SPALD Regional

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Damestik Regiaonal

Persentase rumah tangga vang mendapatkan akses
layanan pengolaban air limbah domestk melahid
SPALD Regional terhadap selurubh rumah tangea
dalam cakupan wilavah pelavanan SPALD Regional

Sub kegiatan ndikator Sub Kegiatan
Sub kegiatan 2 ndikator Sub Kegiatan 3
Sub kegiatan nelikator Sub Kegiatan J
dst dst

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 3 : Program /kegiatan/sub kegiatan air imbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50 /2020 basil pemutakhiran Permend agr

90/2019

Kolom 4 : Indikator program /kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesual lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 : Satuan

Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan /peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kabupaten /Kota
Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
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FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

KABUPATEN /KOTA :
RENCANA TAHUN
JENIS ANGGARAN N+l QPD
PELAYANAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUR KEGIATAN TARGET SATUAN PELAKSANA
DASAR LOKAS! ALOKAS] -
DANA [RP)
] 2 3 3 3 ) 7 [
Penyedisan Progmm Pengeblaan dun Pergembungan | Perse stase rumab tangegs vang e ndupatkan akees alr mitom melalui £

Kebutuban pokok
alr minum sehari-
hari

Sistem Penyediaan Air Minum

SPAM jaringan perpipaan dan bukan jarmgan perpipaan terdindung
terhadap sehiruh rumab tangsa di wilavah kabupaten /kota

Pengelalaan dan Pengembangan Sistem
Penyediann Air Minum |SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

Perse ntase rumah tangga vang me ndapatkan akses air minum melalul
SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung
terhadap sehirub rumah tanggs di wilayah kabupaten fkata

Sub kegiatan 1 Indikator Sub Kegiatan |
Sub kegiatan 2 Indilatar Sub Kegiatan 2
Sub kegiatan 3 Indikator Sub Kegiatun 3
dat st

KETERANGAN:

Kolom 1 : Dilsi nomor urut
Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 3 : Program/kegiatan /sub kegiatan air minum kabupaten /kota sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
Kalom 4 : Indikator program/kegiatan /sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
Kolom 5 : Dilsi target satuan sesuai indikator pada kalom 4
Kolom 6 : Satuan
Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kecamatan
Kolom 8 : Dilsl alokasi dana dalam satuan ruplah
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KABUPATEN /KOTA :

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

RENCANA TAHUN ANGGARAN

Pengalahan Alr
Limbah Damestik

SPALD terbadap sehirub rumah tanggs di wilayah
kabupaten /kota

JENIS PELAYANAN > JGUIR KR, oo % ¥ N+l OPD
DASAR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET SATUAN z AOTAST PELAKSANA
LOKASI
DANA |RP)
[ 2 3 3 5 n 7 5
Penyedinan Program Fengelalaan dan Pengembangan | Pérsentase nimah langgs yang mendapatkan akses %
Pelayanan Sistem Alr Limbah lavanan pengalaban air imbah domestik melalul

Pengellan dan Pengembangan Sistem
Arr Limbah Domestik dalam  Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses
lavanan pengalaban air imbah domestik melahii
SPALD terbadap sehurub rumah tanggs di wilayah
kabupaten /kota

0

Sub kegiatan |

Indikator Sub Kegiatan |

[ Sub keginian2

Sub kegintan 3

Indikator Sub Kegiatan 2

Indikstor Sub Kegiatan 3

dst

dst

KETERANGAN;

Kolom 1 :Diisi nomor urut
Kolom 2 :Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 3 :Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesual nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019

Kolom 4 :Indikator program/kegiatan/sub keglatan alr limbah domestik provinsi sesual lampiran Permendagri Nomaor 18 Tabun 2020

Kolom 5 :Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 :Satuan

Kolom 7 :Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kecamatan
Kolom 8 :Diisi alokasi dana dalam satuan rupish
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FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI :
WILAYAH PELAYANAN TARGET REALISASI
NO. NAMA SPAM REGIONAL
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN/DESA TOTAL SUDAH TERLAYANI|BELUM TERLAYANI
] 2 3 B 5 6 7 8
Total *)
KETERANGAN :
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/Lintas Kabupaten/Kota terbangun (SPAM kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPAM regional
Kalom 3 : Diisl nama Kabupaten /Kota yang termasuk wilayah pelayanan
Kalom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan
Kalom 5 : Diisi nama Kelurahan /Desa yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPAM regional dalam satu Kelurahan /Desa
Kalom 7 : Dlisi jumlah rumah yang sudah terlayanl SPAM regional sesual target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan /Desa

: Total adalah jumlah darl total target dan jumlah total realisasi
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FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :
WILAYAH PELAYANAN TARGET REALISASI
NO. NAMA SPALD REGIONAL X
: SUDAH BELUM
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN/DESA TOTAL TERLAYANI TERLAYANI
| 2 3 i 5 6 7 8
Total *)
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama SPALD Reglonal terbangun [SPALD kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPALD reglonal
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten /Kota yang termasuk wilayah pelayanan
Kalom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan /Desa yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 6 : Dlisl jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPALD regional dalam satu Kelurahan /Desa
Kalom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan /Desa
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan /Desa

‘)

: Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi
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FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA :
TARGET REALISASI
NO. KECAMATAN KELURAHAN/DESA
TOTAL TERLAYANI JP TERLAYANI BJP BELUM TERLAYANI
! 2 3 I 5 0 7
Total *)
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kalom 3  ; Diisi nama Kelurahan /Desa
Kolom4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan /Desa
Kolom 5 ; Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) dalam satu Kelurahan /Desa
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) dalam satu Kelurshan/Desa
Kolom 7  : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM JP maupun BJP dalam satu Kelurahan /Desa

: Total adalah jumlsh dari total target dan jumlah total realisasi
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FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA :
TARGET REALISASI
AKSES
NO. KECAMATAN DESA TOTAL DASAR/ AKSES AMAN AKSES AMAN TANPA AKSES AKSES AKSES AMAN AKSES AMAN
AKSES LAYAK SPALD-S SPALD-T AKSES DASAR LAYAK SPALD-S SPALD-T
PERDE SAAN
1 2 3 < 5 [ 7 ] B 10 1] 12
Total *)

KETERANGAN:

Kolom 1 ¢ Diisi nomar urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kalom 3  : Diisl nama Kelurahan /Desa

Kolom4 : Diisl jumlabh rumah yang ada dalam satu Kelurahan /Desa

Kolom 5 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam 1 (satu) Kelurahan /Desa
Kolom 6  : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ada dalam 1 {satu) Keluraban/Desa

Kolom 7  : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ada dalam (satu) Kelurahan/Desa

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki akses dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom @ : Diisi jumlah rumah memiliki akses dasar dalam satu Kelurahan /Desa

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah memiliki akses layak dalam satu Kelurahan /Desa

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-S dalam satu Kelurahan /Desa
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-T dalam satu Kelurahan/Desa
o : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi
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FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR

TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM
REGIONAL

REALISASI

SUDAH TERLAYANI

BELUM TERLAYANI

PERSENTASE
CAPAIAN (%)

2

3

4

S5

1
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum)|
Curah Lintas Kabupaten/ Kota

KETERANGAN

Kalom 1 :Jenis pelayanan dasar sesual dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 [tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPAM regional

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 4 ; Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesual target yang ditentukan
Kalom 5

; Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total ramah target pelayanan SPAM Reglonal (kolom 2) dikali 1009
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PROVINSI:

FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

JENIS PELAYANAN DASAR

TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM
REGIONAL

REALISASI

SUDAH TERLAYANI

BELUM TERLAYANI

PERSENTASE
CAPAIAN (%)
5

I

2

3

F]

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air
Limbah Domestik
Regional Lintas Kabupaten/Kota

KETERANGAN

Kalom 1 :Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPALD regional

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan
Kalom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional seauai target yang ditentukan
Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3] dibagi total rumah target pelayanan SPALD Regional (kolom 2 dikali 100%
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KABUPATEN /KOTA:

FORM 3.E.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

JENIS PELAYANAN DASAR

TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA

REALISASI

SUDAH TERLAYANI

BELUM TERLAYANI

PERSENTASE
CAPAIAN (%)
5

1

2

3

3

Penyediaan Kebutuhan pokok air|
minum sehari-hari

KETERANGAN

Kalom 1 :Jenis pelayanan dasar sesual dengan PP Nomor 2 Tabun 2018 (tidak perlu dlisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten /kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani BJP)

Kolom 4 : Diisl jumlab rumah yang belum terlayan| akses air minum
Kolom 5 ! Diisi jumlah rumah yang sudah lerlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten /kota (kalom 2) dikali 100%
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FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA:
REALISASI
TOTAL RUMAH DI
WIS AN Rl KABUPATEN/KOTA SUDAH TERLAYANI | BELUM TERLAYAN] | PERSENTASE
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah)
Domestik
KETERANGAN
Kalom 1 :Jenis pelayanan dasar sesual dengan PP Nomor 2 Tabun 2018 (tidak perlu dlist/diubah]
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten /kota
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar fAkses Layak Perdesaan « Terlayanl Akses Aman SPALD-S _ Terlayani Akses Aman
SPALD-T)
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air limbah
Kolom 5 ! Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3| dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2] dikali 100%
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PROVINSI :

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KONDISI FISIK —m.u..»._.cm KEPEMILIKAN

TINGKAT KERAWANAN ) ) _— LUAS JUMLAH A
No.| JENIS BENCANA BENCANA KABUPATEN/K] ppcaparan | RELURMHAN | pppvmanan | ruman  [ovsian ] YUMEAH [ RuMAH jniy RUMAH funi
aTA DESA JIWA
{rendah [sedang /tingel) (1) funing
RLE | RTLH | Hak Milk | Sewa
1 A 4 . | " ] L 10 1 12 I8 v
Total %)

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diigi nomor urut

Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom B
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

‘) ¢ Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 7 s.d. 14

Dilsl prediksl jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, sepertl; gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor

Diisi ‘rendab/sedang/tinggi” sesual dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut

Diisi nama Kabupaten /Kota
Diisi nama Kecamatan

Diisi nama Kelurahan /Desa
Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
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PROVINSI :
NO. KABUPATEN /KOTA KECAMATAN KELURAHAN /DESA rc>m_:_%z>z PEMILIK KETERANGAN
! 2 J 4 hi 0
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 Diisi nama Kabupaten /Kota

Kalom 3 Dilsl nama Kecamatan

Kolom 4 Diisi nama Kelurahan /Desa

Kolom 5 Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Kolom 6 Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumaban
Kolom 7 Diisi keterangan
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FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI :
TAHUN KABUPATEN JUMLAH TINGKAT KERUSAKAN RUMAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH
NO JENIS HBENCANA TERJADINYA KOTA / KECAMATAN RUMAH RUSAR RUSAR SUSAK
BENC ANA RU SAK 7 W
RINGAN SEDANG BERAT MILIE SEWA LAINNYA
{ ' 4 N o ? " ) o i 2
Total *)

KETERANGA
Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
*

N:

Diisi nomor urut
Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan

dan alam, serta tanah longsor
Diisi tahun teradinya bencana
Diisi nama kabupaten/kota
Diisi nama kecamatan

Diisl jumlah rumah rusak

Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%

Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%

Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%
Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan

Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6s.d, 12
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FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :
TINGKAT KERAWANAN LUAS JUMLAH KONDISI FISIK _m.—.>._._;.m KEPEMILIKAN
NO.| JENIS BENCANA BENCANA KECAMATAN | KELURAHAN { RW RT PERUMAHAN RUMAH  PUMLAH KK ,:..z__.>= RUMAH {unit) RUMAH (unit)
{rendals/sedang /tings) PEOA {ha) Junit) JIWA
RLH RTLH Hak Milik Sewa
I L] . 3 L] 7 ] v 0 1 w 12 " 13
Tatal %

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 Dilsi prediksi jenis bencana yang akan terjadl di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,

angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsar
Kolom 3 Diisi ‘rendah/sedang/tinggi” sesual dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
Kolom 4 Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 Diisi nama Kelurahan /Desa
Kolom 6 Diisi nomor RW
Kolom 7 Dilsl nomor RT
Kolom 8 Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
Kolom9 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
Kolom 10 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 11 Diisl jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 12 Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 13 Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15
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FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :

NO,

KECAMATAN

KELURAHAN /DESA

LUAS LAHAN [ha)

PEMILIK

KETERANGAN

i

2

L]

Rl

o

Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan

Diisi pemllik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasl perumahan

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisli nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama kelurahan /desa
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6 : Diisi keterangan
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FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :
TAUN TINGKAT KERUSAKAN STATUS KEPEMILIKAN
A
KELURAHAN/ [JUMLAH RUMAH RUMAH RUMAH
NO. JENIS BENCANA TERJADINYA KECAMATAN
DESA RUSAK RUSAK RUSAK RUSAK
BENCANA MILIK SEWA LAINNYA
RINGAN SEDANG BERAT

1

"

1

v

i2

KETERANGAN :

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kalom 4
Kolom 5
Kalom 6
Kolom 7
Kalom 8
Kolom 9

Kolom 10

Kolom 11
Kolom 12
‘)

Diisi nomor urut

Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan

alam, serta tanah

Diist tahun tedadinya bencana
Dilsi nama kecamatan

Diisi nama kelurahan/desa
Diisi jumlah rumah rusak

Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%

Diisl jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%

Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%

Diisi jumlah rumah yang memilili sertipikat kepemilikan

Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak

Dilsl jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atsu bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :
KONDISI EKONOMI | STATUS KEPEMILIKAN
LOKASI JUMLAH
NO KAWASAN LUAS LAHAN RUMAH JUMLAH {unit rumah) TANAH (unit rumah)
' PENGEMBANGAN KABUPATEN/ KELURAHAN/ (ha) KK
KECAMATAN [unit) MEBR Non MBR Legal llegal
KOTA DESA
I 2 J 4 5 o 7 " v e e 2

Total *)

KETERANGAN :
Diisi nomor urut

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10 :

Kolom 11
Kolom 12
")

Diisi nama kawasan pengembangan

Diisi nama kabupaten/kota
Diisi nama kecamatan
Diisi nama kelurahan /desa

Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)

Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
Diisi jumlah KK yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil

dari

Upah Minimum Provinsi (UMP)
Diigi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih
besar dari Upah Minimum Provinsi [UMP)

Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 5.d. 12
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FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :
LOKASI
LUAS LAHAN JUMLAH RUMAH TINGKAT KEKUMUHAN
NO. KABUPATEN/ KELURAHAN/ JUMLAH KK KETERANGAN
KECAMATAN (haj (unit) ringan / sedang /berat)
KOTA DESA
1 3 . S 1] y " v
KETERANGAN :
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kalom 2 Diisi nama kabupaten /kota
Kolom 3 Diisi nama kecamatan
Kolom 4 Diisi nama kelurahan /desa
Kalom 5 Diisi luas lahan di kawasan kumuh 10-15 Hadalam satuan hektare (Ha)
Kolom 6 Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
Kolom 7 Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
Kolom B Diisi ‘ringan/sedang/berat” sesuad tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berd asarkan Peraturan Menterd Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14 /PRT/M /2018

Kolom 9 Diisi keterangan
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FORM 4 A9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :
KaND1= -..z:_,_.O!_ fann nd,).ﬁ:m._.’r—wrﬂmw.!:._z.)z SUDAH TE RLAYAM
J r | su riimah) \ I
%O O T KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN AL T, [suan xxi UL - . e T Toniione L
MBR Noa MER LEGAL TLEGAL ASET SEWA RLH
1 2 . » n " " W n 12 12 v 13
1 Pengemban gan
Kawasan Styntogn
Provimi (KSP)
2 e 0 @umangan Gowes an
Jestmu
1015 Ha
3 Pengembangsn
oo rutane han Dy adoada
e sar melal Wl peryediaan
jah w2
Tonad
KETERANGAN:
Kolom 1 :  Diisi nomor urut
Kolom 2 :  Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
Kolom 3 :  Diisi nama kabupaten /kota
Kolom 4 :  Diisi nama kecamatan
Kolom 5 :  Diisi jumlah rumah terdampak di lokasi relokasi
Kolom 6 :  Diisi jumlah KK yang terdampak di lokasi relokasi
Kolom 7 @ Diisi jumlah jiwa yang terdampak di lokasi relokasi
Kolom 8 :  Diisi jJumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR|, yaitu lebih kecil
dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 9 :  Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah [MBR), yaitu lebih
besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP|
Kolom 10 :  Diisl jJumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Kolom 11 :  Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Kolom 12 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
Kolom 13 :  Diisi jJumlab pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 14 :  Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 15 :  Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani

Total adalah jumlah masing-masing darl data pada kolom 5 s.d, 15
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FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI

KABUPATEN/KOTA :

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

NO.

JENIS LOKASI YANG
MENIMBULKAN BAHAYA

LOKASI

KECAMATAN

KELURAHAN/ T
ESA

LUAS
PERUMAHAN
ha)

JUMLAH
RUMAH
|unit)

JUMLAH KK

KONDISI EKONOMI [unit

rumah)

STATUS KEPEMILIKAN TANAH

[unit rumah)

MBR

Non MBR

Legal Negal

T

]

h

o

L

o i

[Sempadan Rel KA

[
1

2 |Dacrah Sempadan Sungnl
3 [Daerah Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tinggl [SUTET)

4 [Kolong Jembatan

5 [Permukdman Kumuh/legal

6 [Dacrsh Rawan Bencana

Total *)

KETERANGAN:

Kolom 1
Kalom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

Kolom 9
Kolom 10

Kolom 11
‘)

Diisi nomor urut

Diisl jenis program relokasl yang dilak sanakan

Diisi nama kecamatan
Diisi nama kelurahan /desa

Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha)
Diigi jumlah rumah yang berada di bokasi yang menimbulkan bahaya
Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan babaya

Diisi jJumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah [MBR], yaitu lebih kecil

darl Upah Minimum Provinsi (UMP)

Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih
besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Diisl jumlah rumah yang status tanahnya legal
Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal

Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5s.d, 11
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FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA :
LOKASI JUMLAH szc_m_anNﬂ_OZ_ [unit STATUS ..n%:—.”mx__”u_”_/ TANAH
NO. KELURAHAN/ DE LUAS LAHAN [ha) zc_s.>z JUMLAH KK
KECAMATAN SA (unit) MBR Non MBR Legal llegal
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
Total *)
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi nama kecamatan
Kolom 3 Diisi nama kelurahan /desa
Kolom 4 Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 5 Diisi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
Kolom 6 Diisi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil
Kolom 7 : Sy
dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 8 Diisl jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih
besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom9 : Diisi jumlah ramah yang status tanahnya legal
Kolom 10 : Diisi jumlab rumah yang status tanahnya ilegal

Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5s.d. 11
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FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (< 10 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA :
o LOKASI LUAS LAHAN LJUMLAH RUMAH JUMLAH KK TINGKAT KEKUMUHAN KETERANGAN
KECAMATAN KELURAHAN/DESA (ha) [tanit) [ringan/sedang/berat)
! 2 3 i 5 6 7 5

KETERANGAN:

Kalom 1 @ Diisi nomaor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan

Kolom 3 : Diisl nama kelurahan/desa

Kolom 4 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh <10 Ha dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 5 : Diisl jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh <10 Ha

Kalom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh <10 Ha

Kolom 7 | Diisl "ringan /sedang/berat” sesual tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menter] Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomaor 14 /PRT/M/2018

Kalom 8 : Diisi keterangan
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FORM 4. A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA :

L JINES RELOXAS SOGRAM MECAMATAN

JUMLAL
o "Y oA

EELURAHAN/ D
= T KDAMPAK

JUMIAN KK

JRIMIAN JTA

" STATUS
SIPB WEQNOLS X T MILIKAN SUDAN TERA ONE
KELUARGA
TANAH
. Gaxm | sunsan HEATEDALAN
MR NON MER o | wooas | 8 SWA e

WELUM TERIAY AN

"

KETERANGAN

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10

Kolom 11

Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15
Kolom 16
Kolom 17
"l

Diisl nomor urut
Dlisi jenis relokas| program yang dilaksanakan, yaltu:

N LB e

. Relolasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
Diisi nama kecamatan

Diisl nama kelurahan/desa

Diisi nomor RW

Diisi nomor RT

Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di Jolcasi relokasi
Disi jumlah KK yang terdampak relokasi i lokasl relokas|
Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi

. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bshays - Sempadan Rel KA
. Relokasl perumahan di lokasl yang menimbulkan bahaya - Dacrah Sempadan Sungal
. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstm Tingg [SUTET)
. Relokasi perumahan di lokasli yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
. Relolasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh /Tlegal
. Relokasi perumahan di lokasi vang menimbulkan bahays - Daerah Rawan Bencana

Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecll dari Upah Minimuwm

Provins| (UMP)

Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah [MBR), yaitu lebih besar darl Upah

Minimum Provinsi (UMP)

Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemililan atas tanah di lokasi relokasi
Diisi jumlah rumah yang tidak memilild bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi

Diisi juminh pemilik rumah vang sudah terlayani dengan ganti aset
Diisi jumlsh pemilik rumah vang sudah terlayani dengan subsidi sewa

Dilsi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni

Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
Total adalah jumlah masing-masing darl data pada kolom tersebut
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FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

www.peraturan.go.id

PROVINSI :
l.lp‘”“ﬁ“. - :1.’-1..“..”..5'-; MAan lh”.‘“q.r..’ SECLATAN FELATARAN TANG A6V RSN
o MY BENCANA _FA..«.MN...S. I:ult...ng KECAMATAS :!,M“S? w | w _..,”.“.... -ﬂvﬂ.u' - a.ﬁa.-““.. ) E.F..-..x.
Semc A ’ " e L S | | o | s | s | |son | o | memssnas [ #ommcenn | T | e |
Tatal )

KETERANGAN :
Kolom 1 : Diisl nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan

dan alam, serta tanah
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kalom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
Kaolom 5 ! Diisi nama Kecamatan
Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 7 : Diisi nomor RW
Kolom 8 : Diisi nomar RT
Kalom 9 : Diisi alamat lengkap dan nomaor ramah
Kolom 10 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumabh, jika dalam satu ramah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 [satu)] nama kepala keluarga
Kalom 11 : Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK] kepala keluarga

Kalom 12 ; Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut

Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah
Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 14 : Diisl angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR|, yaitu lebih besar dari
Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%

Kaolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30%% - 45%

Kolom 17 : Diisl angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%

Kalom 18 ! Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan

Kolom 19 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 20 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila ramah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi

Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali

Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa

Kalom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayanl dengan relokasi

Kalom 25 ; Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani

Kalom 26 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM

‘ ¢ Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolam tersebut
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FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI :

NO. KEGIATAN

KOMPONEN BIAYA

PERHITUNGAN

J 2

3

BIAYA (Rp)
.

A. |Pengumpulan Data

Rp (Sub Total

1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana

Survei sekunder

Rp (Sub Total|

1. Data wilayah ad ministrasi penanganan Orang*Hari

2, Identifikasl melalui citra satelit Orang*Harl
Survei primer Rp (Sub Total)
1. Pemetaan Orang*Hari

2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi

Survei sekunder

Rp (Sub Total|

perumahan 1. Data aset lahan pemda Orang*Hari
2. Identifikasi melalul citra satelit dan RTRW Orang*Hari
Survei Primer Rp [Sub Total)
1, Pemetaan Orang*Hari
3. Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya |Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum |Rp (Sub Total)
yang belum tertangani tertangani

4. Pendataan rumah sewa Survei Primer Rp (Sub Total)
B, |Sosialisasi Rp (Sub Total)
1. Sosialisasi standar teknis penyediaan dan Rebabilitast | Transportasi Orang*kali
rumah kepada masyarakat/sukarclawan tanggap Konsumsi rapat Orang*kali
bencana Penggandaan materi pelatihan Eks
ATK LS
Narasumber Orang*kali
C. |Pembentukan tim satgas Rp (Biaya C1)
1. Pelatihan tim satgas Diklat Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Konsumsi rapat Orang*kali
Penggandaan materi pelatihan Eks
ATK LS
Pelatih / praktisi Orang*kali
D. |Pendataan cepat Rp [Sub Total)
1. Pengisian form A dan B Surveyor Orang*Hari
Penggandaan form Eks
Pengolahan data Orang*Hari
E. |Verifikasi penerima layanan SPM Rp (Sub Total)
1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan |Konsumsi rapat Orang*kali
layanan SPM Transpor tasi Orang*kali
Penggandaan materi Eks
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2 AP A A N AR PERHITUNGAN
NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
1 2 3 3
F. |Penvyusunan rencana aksi Rp (Biaya F1)
1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati |Konsumsi rapat Orang“kali
Penerima dan jenis pelayanan Transportasi Orang*kali
Penggandaan materi Eks
ATK LS
G, |Rehabilitasi Rumah Rp (Sub Total)
1. Pembentukan tim pendamping /fasilitator Tenaga ahli sipil farsitektur Orang*bulan
2, Pelatihan fasilitator Konsumsl Rapat Orang*kali
Pelatih /Praktisi Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Pengeandaan materi Eks
3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah Pembangunan fisik rumah sesual DED dan RAB Rp
H. |Pembangunan Kembali Rp (Sub Total)
1. Pembentukan tim pendam ping /fasilitator Tenaga ahli sipil farsitektur Orang*bulan
2, Pelatihan fasilitator Konsumsi Rapat Orang*kali
Pelatih /Praktisi Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Penggardaan mater| Eks
3. Penyusunan DED pembangunan kembali rumah layak [Rembug Desa Rp [Sub Total)
huni dengan spesifikasi ramah bencana 1. Media diskusi Rp
2, Transporiasi Orang"Hari
3. Konsumsi rapat Orang*kali
4. Pembangunan rumah Pembangunan fislk rumah sesual DED dan RAB Rp
I. [Pembangunan baru/relokasi korban bencana Rp (Sub Total)
1. Pengadaan lahan Pembebasan lahan Rp
2, Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Rembug warga Rp [Sub Total)
Penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak |1, Media diskusi Rp
huni 2, Transporiasi Orang*Hari
3. Konsumsi rapat Orang“kali
4, Tenaga ahli
5. Tenaga ahll perencana Orang*bulan
6. Tenaga ahli arsitelktur Orang*bulan
7. Tenaga ahli teknik sipil Orang*bulan
8. Tenaga ahli ME Orang*bulan
9, Tenaga ahli plumbing Orang*bulan
3. Pembangunan rumah khusus = PSU Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB Rp
J.  |Penyusunan laporan pelaksanaan SPM Rp (Sub Total)
1. Penyusunan laporan pelaksanaan SPM Pembahasan (paket meeting) Orang*kali
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2 e A AN AR PERHITUNGAN
NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
1 2 3 4
Transportasi Orang*kali
Praktisi/Narasumber Orang*kali
Pengeandaan dokumen laporan Eks
K. |Pembinaan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Pembahasan (paket meeting) Orang"kali
kabupaten/kota. Transportasi Orang*kali
Praktisi/Narasumber Orang*kall
Penggandaan dokumen laporan Eks
L. |Pemantauan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Perangkal Pemantauan SPM Pengad ann sistem informasi Rp
2. Pemantauan Kinerja penerapan SPM Operator Pelaksana Update Data Kinerja Orang*kali
Survel lapangan Orangkali
M. |Evaluasi Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1, Rapat evaluasi penerapan Pembahasan [paket meeting) Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Praktisi/Narasumber Orang*kali
Penggandaan dokumen laporan Eks
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FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

¢ NORCES IROWORO | mincacar nmumayymonaey | TN TR RIESEIGS RECEATAN PREAYANANY VAN ANAN CEREMIRA Y

s LW st | WA e AN o LN PENTANA TAN

wo ATV DEVONYA TRAADOWA | RECAMATAY - ww | wr s wavna | oww | AmocoTa s
ey ) LR Wiy AR wimk | mouam | scuw pessnecinw | mesey NELCK M e | S—"

WIS | NORNES | pmavn | e | memay |MUS] SWA | CARAYA ] EMASLITAN sl weniniwa | v nconan
Total *)
KETERANGAN:
Kolom 1 @ Diisi nomor urut

Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom9
Kolom 10 :
Kolom 11
Kolom 12 :

Kolom 13 :

Kolom 14 .
Kolom 15 :
Kolom 16 :
Kolom 17
Kolom 18 :
Kolom 19 :
Kolom 20 :
Kolom 21
Kolom 22
Kolom 23 :
Kolom 24
Kolom 25 :
"

Diisl jenis bencana yang terjadl, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan
alam, serta tanah longsor

Diisi tahun terjadinya bencana

Diisi nama kecamatan

Diisi nama kelurahan /desa

Diisi nomor RW

Diisi nomor RT

Diisi alamat lengkap dan nomaor rumah

Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumab terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
Diisi NIK kepala keluarga

Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut

Diisl angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari
Upah Minimum Provinsi (UMP)

Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari
Upah Minimum Provinsi (UMP)

Diisl angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%

Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%

Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%

Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan

Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kantrak

Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi

Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali

Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi

Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan Subsidi Uang Sewa

Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani

Diisi tahun rencana pemenuban SPM

Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA

KABUPATEN /KOTA :
5 e PERHITUNGAN
NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
1 2 3 3
A. |Pengumpulan Data Rp (Sub Total)
1. ldentifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana Survei Sekunder Rp [Sub Total|
1. Data Wilayah Administrasi Penanganan Orang®Harl
2. ldentifikasi melalui citra satelit Orang”Harl
Survei Primer Rp (Sub Total)
1. Pemetaan Orang*Hari
2. ldentifikasi lahan-lahan potensial sebagal lokasi| relokas| Survei Selcunder Rp (Sub Total)
perumahan 1. Data aset lahan pemda Orang*Hari
2, ldentifikasi melalui citra satelit dan RTRW Orang*Hari
Survei Primer Rp [Sub Tatal)
1. Pemetaan Orang* Hari
3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang |Rp (Sub Total)
yang belum tertangani belum tertangani
4. Pendataan rumah sewa Survei Primer Rp (Sub Total)
B. |Sosialisasi Rp (Sub Total)
1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Transportasi Orang*kali
rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana |Konsumsi Rapat Orang*kali
Pengrandaan Materi Pelatihan Eks
ATK LS
Narasumber Orang* kali
C. |Pembentukan Tim Satgas Rp (Biaya C1)
1. Pelatihan Tim Satgas Diklat Orang*kall
Transportasi Orang*kall
Konsumsi Rapat Orang*kali
Penggandaan Materi Pelatihan Eks
ATK LS
Pelatih/Praktisi Orang*kall
D. |Pendataan Cepat Rp [Sub Total
1. Pengisian Form A dan B Surveyor Orang*Hari
Penggandaan Form Eks
Pengolahan Data Orang*Hari
E. |Verifikasi penerima layanan SPM Rp (Sub Total)
1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan Konsumsi Rapat Orang*kali
layanan SPM Transportasi Orang*kali
Pengrandaan Materi Eks
F. |Penyusunan Rencana Aksi Rp (Biaya F1]
1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Konsumsi Rapat Orang”kali
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. " o PERHITUNGAN
NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
1 2 3 4
Penerima dan jenis pelayanan Transportasi Orang* kali
Penggandaan Materi Eks
ATK LS
G. |Rehabilitasi Rumah Rp [Sub Total)
1, Pembentukan tim pendamping/fasilitator Tenagn Ahli Sipil /Arsitektur Orang*bulan
2, Pelatihan fasilitator Konsumsi Rapat Orang*kali
Pelatih/Praktisi Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Penggandaan Materi Eks
3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB Rp
H. |Pembangunan Kembali Rp [Sub Tatal)
1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator Tenaga Ahli Sipil/Arsitelktur Orang*bulan
2. Pelatihan fasilitator Konsums| Rapat Orang*kali
Pelatib/Praktisi Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Penggandaan Materi Eks
3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Rembug Desa Rp [Sub Total)
Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana 1. Media diskusi Rp
2. Transportasi Orang*Hari
3. Konsumsi Rapat Orang*kali
4. Pembangunan Rumah Pembangunan Fisik Rumah sesual DED dan RAB Rp
[ |Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana Rp [Sub Total)
1. Pengadaan Laban Pembebasan Lahan Rp
2, Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima  |Rembug Warga Rp [Sub Tatal)
Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni 1. Media diskusi Rp
2. Transportasi Orang*Hari
3. Konsumsi Rapat Orang*kali
Tenaga Ahli
1. Tenaga Ahli Perencana Orang*bulan
2. Tenaga Ahli Arsitektur Orang*bulan
3. Tennga Ahli Teknik Sipil Orang*bulan
4. Tenaga Ahli ME Orang*bulan
5. Tenaga Ahli Plumbing Orang*bulan
3. Pembangunan Rumah Khusus « PSU Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB Rp
J. |Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Rp (Sub Total)
1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Pembahasan (paket meeting| Orang*kali
Transportasi Orang’kall
Praktisi/Narasumber Orang*kall
Pengeandaan dokumen laparan Eks
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. " o PERHITUNGAN
NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
1 2 3 4
K. |Pembinaan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. | 1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten /kota, Pembahasan [paket meeting) Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Praktisi/Narasumber Orang®kali
Pengeandaan dokumen laparan Eks
L, [Pemantauan Penerapan SPM Rp [Sub Total)
1. Perangkal Pemantauan SPM Pengadaan sistem informasi Rp
2. Pemantauan kinerja penerapan SPM Operator Pelaksana Update Data Kinerja Orang’kali
Survel lapangan Orang* kali
M, |Evaluasi Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Rapat evaluasi penerapan Pembahasan (paket meeting) Orang®kali
Transportasi Orang*kali
Praktisi /Narasumber Orang*kall
Pengeandaan dokumen laporan Eks
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FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :

JENES R ELOKASE IROGRAM

KAHUSKTEN
KOTA

NECAMATAN

RELURAMHAN/
DESA

NAMA
REMLA

R 101 ARKL,

JUMIAN
ANIGOTA
EELVARGS

KONDESE ENONOM1
AELUARGA

M NON MiIm

WiAs
HANOGANAN
o)

WaAs
TANAH
M

LEOALITAS TANAN

STATUS X FE MILEEAN

KEGIATAN PELAYANAN YANCO A KAN

UMM DEERINWN
N o % aaNm KB PENTE OLAAN
mas b Ly N MK | SEWA | LANNTYA ASET m

'

‘

"

»

S W
'

1 |Pengembanga n Kawssan
Stratege Prowmd (KSH

3 [Pengumangan sawasan
kumuh 10415 Ha

3 [Pengembarngan jperumahan
bary ska s besar melahn
penyedipan akses

Total *)

KETERANGAN

Kolom 1 . Ditsl nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program vang dilaksanakan

Kolom 3 ¢ Diisi nams kanbupaten /kota

Kolom 4 : Diisi nama kecamatan

Kokm 5 ¢ Diisi nama kelurahan /desa

Kolom 6 ¢ Diisl nomor RW

Kolom 7 ¢ Diisi nomor RT

Kolom 8 Dilsl nama kepala keluarga dalam satu rumah (jka dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup difsl satu nama kepala keluarga)

Kolom 9 Diisi NIK kepala ke huargn

Kolom 10 : Dilsf jumliah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut

Kolom 11 : Diisi angka | bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyvarakat Berpenghasilan Rendah [MBR), vaitu lebih kecil dari
Upah Minimum Provins (UMP)

Kolom 12 Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategorl Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari
Upsh Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 13 | Ditsl luas bangunan dalam satuan m*

Kolom 14 ! Diisiluas mnah dalam satuan m?

Kolom 15 Dilsl angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan

Kolom 16 Diisi angka | bila merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 17 ! Dilsiangka I bila tidak memilikd sertiplikat kepemililan atau bukan merupakan rumah sewa atou kontrak

Kolom 18  Diisi angka | bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 19 | Diisi angka I bila tidak memilild buktl kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 20 : Diisi angka | bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sews

Kolom 22 Dilst angka 1 bila pemillk rumah tersebut sudah terlayanl dengan penyediaan rumah layak huni

¢ Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4 .B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PROVINSI :
A PERHITUNGAN
NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
] 2 E] 4
1 |Pengumpulan Data Rp (Sub Total)
1. Pendatasan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat | Survey sekunder:
menimbulkan bahaya Pengndaan Peta Rp
Survey primer:
Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari
2, Pendatsan perumahan di atas lahan bukan fungsi Survey sekunder:
permukiman Pengadaan Peta Rp
Survey primer:
Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari
3. Pendatasan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Survey sekunder:
Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP) Rp
Survey primer:
Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari
4. Pengolahan Data Tenagn Pengolah Data:
Tenaga Ahli Geografi/Geodesi Orang*Bln
Tenaga Ahli Statistik Orang*Bln
2 |Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten /Kota Rp (Sub Total)
1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait| Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
program pemerintah yang berdampak pada relokasi Paket meeting Orang*Kall
permukiman masyarakat
2. Rapat Sinkronisasi dokumen Paket meeting Orang’ Kall

Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rp (Sub Total)

1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan

Penyelenggaraan Sosialisasi

rencana relokasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
2, Sosiallsasi tentang layanan SPM Penyelenggaraan Sosialisasi
Penggandaan media publikasi (leafllet atau booklet) Eks
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas| Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagl Masyarakat yang Terkena Relokasi

Rp (Sub Total)
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s - > R PERHITUNGAN
NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
1 2 3 B
1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan Penyelenggaraan [dentifikasi
layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak |Penggsndaan Formulir Eks
Huni Bagl Masyarakat yang Terkena Relokasi Program  [ATK Rp
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Transportasi Orang*Harl
Konsumsi Orang*Kall
2. Penyusunan dokumen perencanaan Rembug Warga
Media diskusi Rp
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang”Kall
Penggandaan dokumen
Penggandaan dokumen Eks
5 |Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Rp (Sub Total)
1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Penyelenggaraan Verifikas|
Hak Atas Tanah dan fatau Bangunan Penggandaan Formulir Eks
ATK Rp
Transportasi Orang’Hari
Konsumsi| Orang*Kall
2. Sosialisasl mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah Penyelenggaraan Sosialisasi
danj/atau Bangunan Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang’Hari
Konsumsi| Orang*Kall
3, Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti
properti Tenaga Ahll Jasa Appraisal Orang’Bin
Transportasi Orang’Hari
Konsumsi| Orang*Kall
4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan Penyelenggaraan Sosialisasi
mekanisme akses perumahban KPR FLPP Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang’Hari
Konsumsi Orang*Kall
6 |Subsidl Uang Sewa Rp (Sub Total)
1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa Penyelenggaraan Verifikasi
Pengpandaan Formulir Eks
ATK Rp
Transportasi Orang*Harl
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: - : TN PERHITUNGAN
NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
1 2 3 -+
Konsumsi Orang*Kali
2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni |Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni
Konsumsi Orang”Kall
3. Penyaluran Subsidl Uang Sewa Penyaluran Subsidi Uang Sewa
Total Subsidi Uang Sewa Rp
Penggandaan dokumen Eks
7 |Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Rp (Sub Total)
1. Verifikasl penerima pelayanan penyediaan rumah layak |Penyelenggaraan Verifikasi
huni Penggandaan Formulir Eks
ATK Rp
Transportasi Orang*Harl
Konsumsi Orang*Kall
2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Rembug Warga
Umum dan fatan Rumah Khusus beserta PSU Media diskusi Rp
Transportasi Orang*Harl
Konsumsi Orang*Kall
Tenaga Ahli
Tenaga Ahli Perencana Orang*Bin
Tenaga Ahll Arsitektur Orang’Bin
Tenagn Ahll Teknik Sipil Orang’Bln
Tenaga Ahll ME Orang”Bin
Tenaga Ahli Plumbing Orang*Bln
3, Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau |[Rembug Warga
Rumah Khusus Media diskusi Rp
Transportasi Orang*Harl
Konsumsi Orang*Kali
5. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah  |[Pembangunan fisik Rumah Susun
Khusus beserta PSU Biaya konstruksi Rp
Biaya MK Rp
6, Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah
Pemeliharaan bangunan dan lingkungan BOP*Bln
Penggandaan dokumen Eks
8 |Pelaporan Penerapan SPM Rp [Sub Total|
1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM _?379_5,5: [Paket meeting) Orang*Kali
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s - > ~¥N PERHITUNGAN
NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
1 2 3 b
Penggandaan dokumen laporan Eks
9 |Pembinaan Penerapan SPM Rp [Sub Taotal)
Penyelenggaraan Pembinaan
1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten /Kota, scktor |Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kall
Swasta, dan masyarakat, Penggandaan dokumen laporan Eks
Praktisi/ Narasumber Orang*Kali
10 |Pemantauan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
. Perangkat Pemantauan SPM Pengadaan sistem Informas| Rp
2. Pemantauan kinerja penerapan SPM Operator pelaksana update data kinerja Orang*Kali
Survei lapangan Orang*Kali
11 |Evaluasi Peperapan SPM Rp (Sub Total)
1. Evaluasi Penerapan Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kall
Penggandaan Materi Eks
Narasumber Orang*Kali
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FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN /KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA :

o gy - Ls | LEOALIINS TANAS |STATES RETEMRIGN RuM|  IEOIATAN FELARUNAR YANG A AN
— RELUR AN AN/ NAMA R EPALA ! 4 aS . DI
o JE0S KELOKAS FROGRAM KECAMATAN ey ww | s |FAUMEEPAAL wx | aNoaoTA aasauNe | T
REUARGY 1 oy | moxovom 9 MY | o | maoas | | sews | Lo | G207 | Summoe | monEcaaas
! ' / / skt | wEwa il
" 7 - y - » ”
Total %)

KETERANGAN:
Kolom 1 ! Diisi nomor urut

Kolom 2  : Diisi jenls Relokasi Program yang dilaksanakan
1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
2, Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET
4. Relokasi perumahan di lokasl yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan babaya - Permukiman Kumubh /llegal
6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman

Kalom 3 : Diisl nama kecamatan
Kolom4 : Diisl nama kelurahan /desa
Kolom 5 : Diisi nomor RW

Kalom 6  : Diisi nomor RT

Kolom 7 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
Kolom 8 : Dilsi NIK kepala keluarga

Kolom9 ! Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut

Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kalom 12 : Diisl luas bangunan dalam satuan m?

Kolom 13 : Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuasn m?

Kalom 14 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan

Kalom 15 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kantrak

Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 18 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kalom 19 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset

Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni

‘) ¢ Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI

KABUPATEN/KOTA :

PROGRAM PEMERINTAH

NO, KEGIATAN

KOMPONEN BIAYA

PERHITUNGAN BIAYA [Rp)

1 2

3

]

1 |Pengumpulan Data

Rp (Sub Total)

1. Perdataan perumahan di lokasi yang berpotensi

Survey sekunder

dapat menimbulkan bahaya Pengadaan Peta Rp
Survey primer
Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari
2, Pendatann perumahan di atas labhan bukan fungsi Survey sekunder
permukiman Pengadnan Peta Rp
Survey primer
Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari
3, Pendatann rumah sewa milik masyarakat, Rumah Survey sekunder
Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP) Rp
Survey primer
Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari
4. Pengolahan Data Tenaga Pengolah Data
Tennga Ahli Geografl/Geodesi Orang’Bln
Tenaga Ahli Statistik Orang’Bln

2 |Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Per

mukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten /Kota

Rp [Sub Total)

1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain

Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah

terkait program pemerintah yang berdampak pada Kabupaten /Kota
relokast permukiman masyarakat Paket meeting Orang*Kali
2. Rapat Sinkronisas| dokumen Paket meeting Orang*Kall
3 [Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Dacrah Kabupaten /Kota Rp (Sub Total)
1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan  |Penyelenggaraan Sosialisasi
rencana relokasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
2. Sosialisasi tentang layanan SPM Penyelenggaraan Sosialisasi
Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kall

4 |Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena

Rp (Sub Total)
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NO, KEGIATAN KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
I 2 3 4
Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan Penyelenggaraan Identifikasi
layanan SPM Fasilitasi Penyedisan Rumah yang Layak| Penggandaan Formulir Eks
Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program|ATK Rp
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
2. Penyusunan dokumen perencanaan Rembug Warga
Media diskusi Rp
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
Penggandaan dokumen
Penggandaan dokumen Eks
5 [|Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Rp (Sub Total)
1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian |Penyelenggaraan Verifikasi
Hak Atas Tanah dan /atan Bangunan Penggandaan Formulir Eks
ATK Rp
Transportasi Orang*Hari
Kaonsumsi Orang*Kali
2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah |Penyelenggaraan Sosialisasi
dan /atau Bangunan Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti
properti Tenaga Ahli Jasa Appraisal Orang'Bin
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan Penyelenggaraan Sosialisasi
mekanisme akses perumahan KPR FLPP Penggandaan media publikasi (leaflet atan booklet) Eks
Transpartasi Orang*Hari
Kansumsi Orang*Kali
6 |Subsidi Uang Sewa Rp (Sub Total)

1,

Verifikasi penerima pelayanan subsidi nang sewa

Penyelenggaraan Verifikasi

Penggandaan Formulir

Eks

ATK

Rp
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NO, KEGIATAN KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
I 2 3 4
Transportasi Orang*Hari
Kansumsi Orang*Kali
2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak
huni huni
Konsumsi Orang*Kali
3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa Penyaluran Subsidi Uang Sewa
Total Subsidi Uang Sewa Rp
Penggandaan dokumen Eks
7 |Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Rp (Sub Total)
1. Verifikasi penerima pelayanan penyedinan rumah Penyelenggaraan Verifikasi
layak huni Penggandaan Formulir Eks
ATK Rp
Transportasi Orang*Hari
Kansumsi Orang*Kali
2, Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun |[Rembug Warga
Umum danfatau Rumah Khusus beserta PSU Media diskusi Rp
Transportasi Orang*Hari
Kansumsi Orang*Kali
Tenaga Ahli
Tenaga Ahli Perencana Orang'Bln
Tenaga Ahli Arsiteltur Orang*Bln
Tenaga Ahli Teknik Sipil Orang'Bln
Tenaga Ahli ME Orang'Bln
Tenaga Ahli Plumbing Orang'Bln
3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum Rembug Warga
dan /atau Rumah Khusus Media diskusi Rp
Trans portasi Orang*Hari
Konsumsi Orang’Kali
4, Pembangunan Rumah Susun Umum dan Pembangunan fisik Rumah Susun
atau/Rumah Khusus beserta PSU Biaya konstruksi Rp
Biaya MK Rp
5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus |Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah
Pemeliharaan bangunan dan lingkungan BOP*BIn
Penggandaan dokumen Eks

www.peraturan.go.id



2021, No.1419

181

NO, KEGIATAN KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
I 2 3 4
8 |Pelaporan Penerapan SPM Rp [Sub Total|

1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kali
Penggandaan dokumen laporan Eks
9 |Pembinaan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1, Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pembinaan
sektor Swasta, dan masyarakat, Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kali
Penggandaan dokumen laporan Eks
Praktisi/ Narasumber Orang*Kali
10 [Pemantauan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Perangkat Pemantauan SPM Pengadasn sistem informasi Rp
2. Pemantauan kinerja penerapan SPM Operator pelaksana update data kinerja Orang*Kali
Survei lapangan Orang'Kali
11 |Evaluasi Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Ewvaluasi Penerapan Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kali
Penggandaan Materi Eks
Narasumber Orang*Kali
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FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI :
JUMLAH SUMBER PEMBIAYAAN
NO. KEGIATAN LAYANAN RUMAH RKESUTUHAN TAHUN KE 3
SR BIAYA
TANGGA APBD LAINNYA | APBD DAK LAINNYA
[ 3 3 I B 10 1t 12 13
1 |Rebabilitasi
2 |Pembangunan kemball
3 |Penyediaan rumah relokasi
|a. Pengadaan lahan
L. Pembangunan baru
4 [Bantuan akses rumah sewa layak huni
bagi korban bencann
Jumlah *)
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom2 : Kegiatan layanan diisi sesuai dengan form 4.B.1 pada kolom 21 s.d. 24
Kolom3 : Diisl dengan jumlah rumah tangga penerima darl masing-masing layanan

Kolom4 : Diisi dengan kebutuhan biaya

Kalom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13

; Diisl dengan pemblayaan yang bersumber darl APBD pada Tahun ke-1

: Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1

: Diisl dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesual dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
: Diigi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2

: Diisl dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2

: Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dard lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
: Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3

¢ Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3

: Diisl dengan pemblayaan yang bersumber dari lainnya sesual dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3
¢t Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

KABUPATEN/KOTA :
JUMLAH % SUMBER PEMBIAY AAN
NO. KEGIATAN LAYANAN RUMAH xrﬂﬁ%:,z TAHUN KE-1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3
TANGGA APBD | DAK LAINNYA | APBD | DAK | LAINNYA | APBD DAK LAINNYA
{ 2 3 J 5 [ 7 - v {3 133 12 3
1 |[Rehabilitasi

2 |Pembangunan kembali

3 [Penyediaan rumah relokasi

la. Pengadaan lahan

b, Pembangunan baru

4 |[Bantuan akses rumah sewa
layak huni bagi karban

bencana
Jumlah *)

KETERANGAN:
Kolom 1 @ Diisi nomor urut
Kolom2 : Keglatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d, 23
Kolom 3 : Dilsl dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
Kolom4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
KolomS : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
Kolom 6 : Diisi dengan pembiayamn yang bersumber dari DAK pada Tabun ke-1
Kolom7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesual dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
Kolom9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
Kolom 10 : Diisi dengan pemblayasn vang bersumber darf lainnya sesual dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
Kolom 12 : Diisi dengan pembiayasn yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3

¢ Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI :
SUMBER PEMBIAYAAN
JUMLAH RUMAH
NO, KEGIATAN LAYANAN KEBUTUHAN BIAYA Tahun N+1
TANGGA
APBD DAK

LAINNYA

1

L)

Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah
dan/atau bangunan

LS

Penyediaan rumah layak huni

Jumlah *|
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 3  : Diisi dengan jumlab rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
Kolom 4  : Dilsi dengan Kebutuhan biaya
Kalom 5 : Dilsl dengan pemblayaan yang bersumber darl APBD pada Tahun N+1
Kalom 6 ! Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
Kolom 7  : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesual dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1

¢ Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

KABUPATEN/KOTA :
SUMBER PEMBIAYAAN
JUMLAH RUMAH
NO. KEGIATAN LAYANAN KEBUTUHAN BIAYA TAHUN N+1
TANGGA
APBD DAK

LAINNYA

n

Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan /atau

bangunan
2 Subsidi vang sewa
3 Penyediaan rumah layak huni
Jumlah *)

KETERANGAN:
Kolom 1 @ Diisi nomor urut
Kolom3 : Dilsl dengan jumlah rumah tangga penerima darl masing-masing layanan
Kolom4 : Dilsl dengan kebutuhan biaya
Kolom 5 ! Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
Kolom 7 @ Diisl dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesual dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1

¢ Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI :

= TENGKAT K80 SAKAN 38U M TARIEY WEALEAS
TAHUN vavy " - - ~ ar
- ” KANUINTEN BiMa " A ar - 2 PEAR ANGU NN - a SUTSIN LA M) PEMIANOUN AN " SUNI SN AN HEouM
s u NG v e = ) % LowASE ILIT
JENGS TENC ANA .‘ﬂﬂﬁu, XOPA Rimax | FUSAK RINGAN [RUSAX SEDANG| RISAK BERAT | REHWIUTAS M AL HE LOwAse iy W EHAZILIT A OMRALY RELOKASI arwi SRV
tamie}
g (v manad (A rvm [ (vt mamaky S rom Sy (At manany (vt rawa g [ 1N (et g (v vaman (vt mana by (A vy

]

Total %

Persentase layanan *%

Capamn SPM Tatal *%

¢ Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomar urut
Kalom 2
alam, serta tanah
Kolom 3 | Diisi tahun terjadinya bencana
Kalom 4 ! Diisi nama Kabupaten/ Kota
Kolom 5 : Diisl total rumah rusak
Kaolom 6 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
Kolom 9 ; Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rebabilitasi
Kalom 10 : Diisl target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kemball
Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
Kalom 13 ; Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 14 : Diisi jumlah mamah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
Kalom 17 ! Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
| ¢ Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
” ¢ Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

¢ Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruban presentase layanan
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FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN /KOTA :
TINGKAT XK NUSAKAN ¥UMMM TARGET NEALSAS
No | sEws HENC AN «mh_c'_m.mu:) KECAMATAN -rﬂﬂwn.»—i TOTAL TN SEDANG iy | FrAnLmAS ..ﬂtp_nrﬁ.m.ﬁq,i RELORAS :M._ﬁ“w.h, NEHARRITAR ..ssh‘ﬂﬂ_”ﬁu.i rmoxas | o SRR _r_ﬁhﬁnﬁ
ey (UNET BUSIAR ] CONOT RUSAI) LOUST RUSWG I ANITT RUMAG A T RUMAG | ONIT RUSIAN  [(UNIT B0 —«.»J_ﬂ.fu. AT RUMAN ] AUNIT RUMAMY  OUNIT RS | UNIT RO | CUNST R MAN)
Tatal *)
Persentase layanan **)
Capaian SPM Tatal **)
KETERANGAN :
Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 ! Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan
dan alam, serta tanah
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan /Desa
Kolom 6 ; Diisi total rumah rusak
Kalom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
Kolom9 ! Diisi jumlah rumah yang rusak berat
Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 11 : Diisl target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
Kolom 13 : Diisi targeét jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 14 ! Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 16 @ Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 18 ; Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

*|
O'—

c-‘_

: Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
: Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
; Capalan SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan
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FORM 4.D.3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN-N

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :
TARGET REALISAS|
NO N toaa | kaBUPATEN/KOTA | KECAMATAN DESA oraL | aanmiaser [sussioisiwa| PRI [ gann askr [sussionsewa] PROROIAN [ BELON
{UNIT RUMAH] | [UNIT RUMAH) [ (UNIT RUMAH) | [UNIT RUMAH) [ {UNIT RUMAH)| {UNIT RUMAH) [ (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAR)
] 2 3 i 5 3 7 8 9 10 11 12 13
1 Pengemban gan Kawasany
Strategis Proviosi |KSP)
2 Pengumngan kawasan
Kumuh 10-15 Ha
3 Pengembangan
perumaban baru skals
besar melahal
penyediaan akses
Tatal
Persen tase layanan **)
Capalan SPM Total **)
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten /Kata
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan /Desa
Kolom 6 : Diisl total rumah yang terkena program relokas|
Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset
Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa
Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 10 : Diisl jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 13 @ Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

1)
.-_

: Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
. Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
: Capalan SPM total merupakan rata-rata darl keseluruhan presentase layanan
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FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN /KOTA : s
NO JENS SELDKAS ROGRAM KECAMATAN DESA TOTAL GANTI ASET = LPATAE HilR SEWA PENTEDAAAS HLH CGANTI ASET SUHSEN Tm.rn.,r..r .rfwbn: VEDEAAN R1H SIE 1L M TERLAYANT
AINIT RUMAN AT RU ML ANT RIM A AINTT RUMASH AT UM CUNET B M CUNIT RUMAN OAINIT RUMA W

] ¢ 5 o

v

u

N

11

7]

KA

o A N pPrTIILIEA T O R | Ay
meman Seiisi s Setsry @ - Sem patan Rel

Meloka s prraamanan &l ) ya ey
21 eman balons Sutaeya - Doeus

T T
wilwty - Do
Tegange Datm

K L0 KA pETITLBA T as |
mevan s s Sty - Cdoog
Jenma s

Metok s prrssnana n &l s ya ey

Powrmwents se Larve sews *Y

Coapuimn SIM Tl "4

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisl npomor urut

Kolom 2 ! Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan

Kolom 3 ! Diisi nama Kecamatan

Kolom 4 : Diisi nnma Kelurahan / Desa

Kolom 5 : Diisi total rumah yang terkena relokasi program

Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset

Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

| : Total adalah jumlah masing-masing darl data pada kolom tersebut

| : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

o‘s_

¢ Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

www.peraturan.go.id



-190

2021, No.1419

FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI:
TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN REALISASI
JENIS PELAYANAN DASAR SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN T
KAWASAN PERMUKIMAN SUDAH TERLAYANI BELUM TERLAYANI
CAPAIAN (%)
1 2 3 B 5

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi
Program Pemerintah Daerah

KETERANGAN

Kolom 1 :Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kalom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kalom 4 : Diisl jJumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kalom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3] dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%
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FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN/KOTA:
TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN REALISASI
JENIS PELAYANAN DASAR SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN PERSENTASE
KAWASAN PERMUKIMAN SUDAH TERLAYANI BELUM TERLAYANI CAPAIAN (%)

I

~
£

g

4

S

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumabh)
Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana|

Penyediaan Rumah Yang Layak Hunil
Bagi Masyammkat Yang Terkena
Relokasi Program Pemerintah Daerah

KETERANGAN

Kolom 1 :Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom fenis pelayanan

Kolom 3 : Diisl jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasl sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kalom 4 : Diisi jumlab rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2| dikali 100%
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PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER

DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

NO.

NAMA

NIK

NO.KK

TEMPAT LAHIR

TGL.LAHIR

ALAMAT

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/ Kota
**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 ! Diisi nama warga

Kolom 3 : Diisi NIK

Kolom 4 : Diisi nomor KK

Kolom 5 : Diisi tempat lahir warga
Kolom 6 @ Diisi tanggal lahir warga
Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga
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FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA
YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO,

JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG
DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA

JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG
DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA

KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG
DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA

2

a

4

lakukan oleh Satpol PP
patkan data existing

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk men

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
Kolom 3 : Diisi jumlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
Kolom 4

¢ Dhisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleb warga negara
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FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

PROVINSI DAN KABUPATEN/KQOTA

NO, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MBS OMM”?J_MOZZ. FRSRIIR KENDALA KETERANGAN
] 2 3 ] 5
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisl npomor urut

Kolom 2 : Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011
Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 3

Kolom 4 : Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada,
Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian vang ada pada tiap Kolom dan kebutuban untuk SOP baru,

Kolom 5
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FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.

JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH SARANA DAN PRASARANA

KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Layak

Tidak Layak

]

5

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpal PP

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi pomor urut

Kolom 2 ! Diisi jenis sarana dan prasarana

Kolom 3 : Diisi jumlah sarana dan prasarana

Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak
Kolom 5 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak
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FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

(SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
JUMLAH PERSONIL JUMLAH PERSONIL PPNS DAN
SATPOL PP SATLINMAS
NO. JENIS PELAYANAN DASAR NS
: NON PNS PPNS SATLINMAS
BELUM DIKLAT SUDAH DIKLAT
2 3 4 5 " 7

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 3 : Diisl dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
Kolom 5 ! Diisi dengan Jumlah persanil Satpol PP non PNS
Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada
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FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

UMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN
DITEG AKKAN
NO., JENIS PELAYANAN DASAR JUMLAH PERDA DAN PERKADA KETERANGAN
PERDA PERKADA
/ ' 4 5 L]
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan
Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan
Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan
Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala

www.peraturan.go.id



-198

2021, No.1419

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
DALAM RADIUS 0-50 METER

PROVINSIDANKABUPATEN/KOTA

NO.

JENIS PENERIMA LAYANAN

JUMLAH
WARGA
NEGARA

JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN

PERKADA

CIDERA RINGAN

CIDERA SEDANG DAN /ATAU
BERAT

JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK
PELAYANAN PENGOBATAN

~

5

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

Diisl nomor urut

: Diisi jenis penerima layanan
: Diisi jumlah warga negara

¢ Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabila cidera ringan

¢ Dhisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabila cidera sedang dan/atau berat
: Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan
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FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA
DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.

JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA

JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA

YANG MENGALAMI KERUSAKAN

RINGAN

SEDANG

BERAT

JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK
PELAYANAN PERBAIKAN ASET

R

Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan
Kalom 4 ; Diisl jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang
Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat
Kolom 6 Diisi dengan jumlah snggaran untuk pelayanan perbaikan aset
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FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS

SUB URUSAN TRANTIBUM
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
JEDES KEBUTUHAN PEMENUHAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL
NO. | PELAYANAN n % DAMPAK KEGIATAN " . (ETERANGAN
DASAR PELAYANAN DASAR TRANTIBUM e " LAYANANTRANTIBUM X i
{ 2 3 ‘ s 6
1 Kebutuhan Penyusunan SOP
2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas
SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)
3 [Layanan Kebutuhan Pemenuhan Sarana &
MTrantibum Prasarana Satpol PP
E Pelayanan Perbaikan Materil
5 Pelayanan Pengobatan
6 Kebutuhan lainnya
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3 : Diisi dengan Kebutuhan sesuai mutu layanan
Kolom4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana
Kolom 5 : Diisl dengan perhitungan kebutuhan sesuai format pengitungan kebutuhban masing-masing,
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan
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FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
KEBUTUHAN SOP
X HARGA SATUAN KEGIATAN
NO. JENIS SOP PENYUSUNAN BESARAN BIAYA
SOP BARU PEMBAHARUAN SOP
I 2 I 4 ) v

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomar urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis SOP

Kalom 3 ! Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi

Kalom 5 : Diisl dengan jumlah harga satuan keglatan dalam penyusunan SOP
Kolom 6 : Diisl dengan besaran biaya yang dibutuhbkan
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FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL
SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS JUMLAH KEBUTUHAN PPNS

JUMLAH SATLINMAS

SATPOL PP
NO. | JENIS PELAYANAN DASAR :
DIKLAT | DIKLAT HARGA | BESARAN KEBUTUHA| HARGA | BEsARAN HARGA | BESARAN
TEKNIS | SATUAN PER EKSISTING BIMTEK
DASAR: | Tins | SATUANPER | BATA N SATUAN | BIAYA SATUAN | BIAYA
t 2 1 4 5 6 7 " © 0 " 12 12

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesusi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP

Kolom 4 : Diisidengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya
Kalom 5 : Diisl dengan biaya satuan per jenis diklat

Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan

Kolom9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS

Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegistan peningkatan kapasitas melalui bimtek
Kolom 12 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas
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FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA
NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA HARGA SATUAN BESARAN BIAYA
EKSISTING KEBUTUHAN KEKURANGAN
! 2 3 ‘ [ 7
KETERANGAN:
Kalom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisl dengan jenis sarana dan prasarana
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana
Kolom 4 : Diisi dengan jumlahkebutuhban sarana dan prasarana
Kolom 5 : Diisl dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana
Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana
Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana
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PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR
WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK

NO,

PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK

JENIS PELAYANAN DASAR

CIDERA
RINGAN

CIDERA
SEDANG
DAN/ATAU
BERAT

PERKIRAAN
KEBUTUHAN
ANGGARAN
PENGOBATAN

ASET RUSAK
RINGAN

ASET RUSAK
SEDANG
DAN fATAU
BERAT

PERKIRAAN
KEBUTUHAN
ANGGARAN
PERBAIKAN

PERKIRAAN
KEBUTUHAN
ANGGARAN
LAIN-LAIN

PERKIRAAN
KEBUTUHAN
TOTAL
ANGGARAN

4

5

7

a

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasl ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9

Kolom 10

: Diisi nomor urut
: Diisi jenis penerima layanan

¢ Diisi perkiraan jumlah warga Negara yang mengalami cidera ringan
: Diisl perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cidera sedang dan /atau berat
¢ Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cidera

¢ Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan ringan
¢ Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan sedang dan/atau berat

: Diisl perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan
¢ Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuban kebutuhan warga negara terkena dampak

Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar
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FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN

PROVINSI :
KEBUTUHAN PEMENUHAN suB ALOKASI
NO. LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KELUARAN | SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA| KONDISI AKHIR
[] ? J . 5 [ 7 [ v 10
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
Kalom 3 : Diisi dengan Program Keglatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomaor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagr Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dard Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Keglatan sesual dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom 6 ! Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar
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FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN

KABUPATEN/KOTA :
KEBUTUHAN PEMENUHAN : SUB ALOKASI
NO. LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KELUARAN | SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA KONDISI AKHIR
] 2 ] £ s " y . v 10
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuban layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 20 19 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 ! Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom & : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar
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FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI :
KEBUTUHAN PEMENUHAN sUB ALOKASI
NO. LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KELUARAN | SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA KONDISI AKHIR
1 1 * 5 [ 0 [

KETERANGAN

Kolom 1 ! Diisi dengan nomor urut

Kolom2 : Diisl dengan jenis kebutuhan pemenuban layanan dasar

Kolom3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 20 19 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Keglatan yang disesualkan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Keglatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomaor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomaor 050-3708 Tahun
2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisl dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom9 ! Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capalan kinerja pemenuban pelayanan dasar
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FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

KABUPATEN/KOTA :
KEBUTUHAN PEMENUHAN SUB ALOKASI
NO. U N L v N U (8]
N LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KELUARAN | SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA KONDISI AKHIR
] 2 3 4 5 o 7 3 0 10

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuban layanan dasar

Kolom 3 : Diisl dengan Program Keglatan yang disesunikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagr Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom4 : Diisidengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020

Kolom S : Diisl dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tabun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom 6 : Diisl dengan Program sesual dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tabun 2019 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020

Kolom 7 | Diisl dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9@ | Diisl dengan Sumber Dana

Kolom 10 ! Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuban pelayanan dasar
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FORM 5.C.5 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

PROVINSI :
KEBUTUHAN PEMENUHAN < ; , SUB ALOKASI ’ X
NO. LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KELUARAN | SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA KONDISI AKHIR
1 2 3 5 5 3 7 8 9 10
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisl dengan nomor urut
Kolom 2 Diisi dengan Jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
Kalom 3 Diisi dengan Program yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 4 Diisl dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 5 Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kalom 6 Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
Kalom 7 Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kalom 8 Diisl dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kalom 9 : Diisi dengan jerus satuan per masing-masing keluaran Kolom 8 diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran Kolom 9 diisi dengan Sumber Dana
Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar
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FORM 5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

KABUPATEN/KOTA :
KEBUTUHAN PEMENUHAN SUB ALOKASI
NO. LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KELUARAN | SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA KONDISI AKHIR
1 2 3 ¥ 5 [ 7 i g 10
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urnat

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuban layanan dasar
Kolom 3 : Diisl dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmend agri Nomor 050-3708

Tahun 2020

Kolom4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmendagr Nomor 050-3708 Tahun
2020

Kolom 5 : Diisl dengan Sub Kegiatan yang disesualkan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesual dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020
Kolom 7 : Diisl dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
Kolom9 : Diisi dengan Sumber Dana
Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuban pelayanan dasar
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FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA

211

PROVINSI :
SUMBER " .
NO. KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI DANA PERMASALAHAN SOLUSI
] J ) . o] L3 r L u 12
KETERANGAN:
Kalom 1 : Diisl dengan nomor urut
Kalom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output] berdasarkan realisasi capaian
Kalom 3 ! Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
Kolom4  : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran [output)
Kolom 5 : Dlisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6  : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kolom 7  : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran [output)
Kolom 8  : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran foutput)
Kalom 9  : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran [output)
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalaban yang dihadapi dalam proses pemenuban
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan
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-212

2021, No.1419

KABUPATEN/KOTA:

- 2 , . SUMBER ”
NO. KELUARAN [OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI DANA PERMASALAHAN

i 2 ] ‘ 3 [ 10 i

KETERANGAN:

Kalom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2  : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian

Kaolom3  : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4  : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5  : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran [output)

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 9  : Diisl dengan persentase capalan keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan
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FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI :
NO, KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI Q»m»r»z m“ﬂ”mz PERMASALAHAN SOLust
f 2 3 a 5 [ 4 2 o I ”
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2  : Diisl dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capalan
Kolom3 ! Diisi dengan satuan per jenis keluaran [output)
Kalom 4  : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
Kalom 5  : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kalom 6 : Diisl dengan jumlah realisasl per jenis keluaran (output)
Kalom 7  : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran [output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran [output)
Kolom9 : Diisi dengan persentase capaian Keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Dlisi dengan Sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan
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FORM 5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

KABUPATEN /KOTA:
NO. KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI 91“57 m%_wmz PERMASALAHAN SOLUSI
i 2 1 a 5 n 7 [ [ e i 2
K
ETERANGAN:
Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Dlisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
Kolom3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
Kolom 4  : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran [output)
Kolom 5  : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran {foutput)
Kalom 6  : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kolom 7 : Diisl dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran [output)
Kolom 8 ! Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9@  : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan
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FORM 5.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

PROVINSI :
NO. KELUARAN [OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI O>w»._>7 mpmuﬂ_””m PERMASALAHAN SOLUSI
i 2 i K 5 o v v [ o 2
KETERANGAN:
Kalom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2  ; Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
Kolom 3  : Diisl dengan satuan per Jenis keluaran (output)
Kolom4 ! Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran [output)
Kolom 5  : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kalom 6  : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran foutput)
Kalom 7 sl dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran [output)
Kaolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran [output
Kolom9 : Diisi dengan persentase capalan keuangan per jenis keluaran (output)
Kalom 10 : Diisi dengan Sumber dana
Kalom 11 : Diisl dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan
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FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

KABUPATEN /KOTA:
NO. KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI D)Jm,_;_z mwﬂ_ﬂm % PERMASALAHAN SOLUSI
] ; ] ‘ 5 n 7 " n 11 12
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capalan
Kalom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
Kalam 4  : Diisl dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
Kalom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6  : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kalom 7  : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran [output)
Kolom 8  : Dlisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran foutput)
Kolom9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran [output)
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhban
Kalom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan
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FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI PELAYANAN GANTI RUGI
MUTU
JENIS LAYANAN JUMLAH JUMLAH PENEGAKAN JUMLAH WARGA NEGARA [JUMLAH WARGA NEGARA CAPAIAN 2
N DASAR PELAKSANAAN PERDA CAPAIAN YANG TERKENA DAMPAK | YANG TERKENA DAMPAK CAPAIAN SPM ARG
PENEGAKAN /PERKADA YANG (%) PENEGAKAN PERDA DAN | PENEGAKAN PERDA DAN (%)
PERDA/PERKADA SESUAI MUTU , PERKADA YANG BERHAK PERKADA YANG y
LAYANAN DASAR MENDAPAT LAYANAN TERLAYANI
1 2 A 4 5 o 7 Ll 9 10
KETERANGAN :
Kalom 1 : Diisl dengan nomar urut
Kalom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
Kolom 4 : Dilsi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/perkada yang sesual mutu layanan dasar
Kolom 5  : Diisi Capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100
Kolom 6  : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan
Kolom 7 ¢ Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani
Kalom 8 Diisl Capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka Kolom 7 dibagi dengan jumlah angka Kolom 6 dikalikan 100)
Kalom 9 : Diisi Capaian jumlah penegakan Perda/Perkada sesuai mutu pada kolom 5 ditambah dengan capaian pelayanan ganti rugi pada kolom 8 dibagi 2 (dua) dikalikan
100
Kolom 10 : Kategori : Sangat Tinggl (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74|, rendah (0-59)
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FORM 5.A.1 FORMAT DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM
KABUPATEN/KOTA :

www.peraturan.go.id

TAHUN :
WOATUN SELEMBAGMS NAmA N SRR DU NN A A AR R AOA M e AMAMMUOW SN MLONCAA N B
" | o mmcacax [Mwone TECE | o o
srvod . | watocssy | sens virn RLmEn ] e LS DR TS Moo LT Aln, = AMATA N Yo WRATA N ILAWAN anit: | e o ot
NEMRAMAR | mowsan T Toon | mmos LAARYA | Gl UALS R WALE S L
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diis| pomor urut
Kolom 2 : Dlisl dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
Kolom 3,45 ¢ Dilsi dengan ceklis bentuk kelembagaan
Kalom 6 : Dilsi dengan hurufl bagi yang sudah mandiri
Kalom 7 : Diisi dengan angka
Kalom 8 : Diisi dengan angka
Kolom 9 : Diisi dengan angka
Kolom 10 ¢ Diisi dengan angka
Kaolom 11, 12, 13, 14, 15, 16: Diisi dengan angka
Kolom 17 : Diisi dengan angka
Kolom 18 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
Kolom 19 : Diisi dengan angka
Kalom 20 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
Kolom 21 : Diisi dengan angka
Kolom 22, 23, 24, 25 : Diisi dengan angka
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FORM 5.A.2 REKAPITULASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA
TAHUN :
NO. NAMA JENIS KELAMIN USIA KETERAMPILAN ALAMAT
] 2 3 4 5 5
KETERANGAN
Kalom 1 : Diisl no urut

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kalom 6

: Diigi nama

: Diisi jenis kelamin

¢ Diisi angka yang menunjukan usia

: Dlisl dengan jenis keterampilan yang pernah difkut] yaitu: bimtek, diklat, orientasl, gladi, simulasi
: Diisi alamat lokasi relawan
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FORM 5.A.3 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA :
TAHUN :
JENIS KELAMIN USIA KONDISI FISIK TEMP .
NO. | NAMA NIK | NO. KK AT | TGL. 101 aMAT
. b 0-5 | 6-18 [19-30[31-60| »60 [ o | Berkebutuhan LAHIR | LAHIR
tahun tahun tahun tahun tahun Khusus
1 2 3 I 5 6 7 8 9 10
KETERANGAN
Kaolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2  : Diisi dengan nama
Kolom 3 ! Diisi dengan jenis kelamin
Kolom 4  : Diisi dengan usia
Kalom 5  : Diisi dengan ceklist sesual dengan kondisi fisik
Kalom 6 : Diisi dengan NIK
Kolom 7 ! Diisi dengan KK
Kolom B  : Diisi dengan tempat lahir
Kolom 9  : Diisi dengan tanggal lahir
Kolom 10 : Diisi dengan alamat
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FORM 5.B.1 LAYANAN RESPONSE TIME PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN :
. — s ; . TOTAL JUMLAH BIAYA
NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN JUMLAH/BIAYA SATUAN RUMUS YANG DIBUTUHKAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Pengadaan Alat 1. Belanja alat A, Jumlah komandan lapangan
Komuniknsi komunikasl HT
B. Jumlah kendaraan unit (A*C)+(B*C)

pemadam kebakaran

. Harga unit per jenis

2. Kesiapan Sarana
Pusdalops Damkar

. Jumlah rig di pusdalops

vl i d Mo

. Jumlah perangkat komputer

2]

. Jumlah sound sistem/sirine toa

D, Harga unit per jenis

[A*D)+(B*D}+(C*D)

2 Penyediaan sistem 1. Nomor tunggal dan A.Jumlah server
pelaparan aplikasi smartphone B. Jumlah Perangkat Komputer (A*C)+(B*C)
masyarakat / panic button C. Harga unit per jenis
KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisl dengan angka
Kolom 6 : Adalah penghitungan darl Kolom 4
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6
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FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN :
RN S ’ . TOTAL JUMLAH BIAYA
NO, LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN JUMLAH/BIAYA SATUAN RUMUS YANG DIBUTUHKAN
I 2 3 4 5 6 7
1 [|Penyediaan Mobil 1. Penyediaan mobil IA. Jumlah sektor/pos
Damkar/Kapal Damkar funit| damkar/kapal B. Jumlah unit mobil per pos
operasional damkar lainnya damkar/unit sektor /pos damkar A'B*C
operasional damkar (= R e it
lainnya
2, Pemeliharaan Rutin - A, Jumlah unit mobil damkar /unit
mobil damkar /kapal operasional damkar lainnya
damkar/unit B. Jumlah pemelibaraan rutin
operasional damkar mobil damkar/kapal
lainnya damkar/ unit operasional A'B*C
damkar lainnya
IC. Harga biaya pemeliharaan ratin
per unit mobil damkar/kapal
damkar/ unit operasional
damkar lainnya
3. Pembellan bahan A, Jumlah unit mobil damkar /unit
maobil damkar /kapal operasional damkar lainnya
damkar/unit B. Jumlah kebutuhan bahan bakar
operasional damlkar setiap unit mobil damkar/kapal [A*B)*C
lainnya damkar/unit operasional damkar|
lainnya
IC. Harga per liter bahan bakar
4. Pendidikan dan A, Jumlah petugas
pelatihan petugas B. Jumlah pelatihan (A*B)*C

pemadam kebakaran

", Blaya per pelatiban
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NO LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN JUMLAH/BIAYA SATUAN RUMUS qmwum %wﬁ%%:ﬂ_»%
I 2 3 -+ 5 2] 7
2 |Penyediaan peralatan dan 1. Penyediaan peralatan A Jumlah/jenis/set/paket funit

perlengkapan pemadaman dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan
kebakaran pemadaman pemadaman kebakaran A'B
kebakaran
A. Harga per
Jumlah/jenis/set/paket /unit
2. Penyediaan alat IA. Jumlah/jenis/set/paket funit alat
perlindungan diri Perlindungan diri petugas =
petugas A. Harga per L
Jumlah/jenis/set/paket funit
3 |Penyediaan tandon 1. Penyediaan tandon  |JA. Jumlah/volume tandon
air/air /foam untuk air/air /foam untk Alr fair/foam untuk pemadaman A'B
pemadaman pemadaman B. Harga per jumlah /volume
2. Pemelibaraan rutin  |A. Jumlah unit tardon air
pwaoM.mEn untuk B. Jumlah pemeliharaan rutin
pomacaman tandon air dalam satu tahun (A*Bj*C
IC. Harga biaya pemeliharaan tandon
air per unit
4 |Kesinpan petugas 1, Kesiapsiagaan petugasfA. jumlah petugas pemadam
pemadam kebakaran damkar kebakaran A'B
B. honorarium piket jaga
2, Pelaksanaan IA. jumlah petugas pemadam
pemad aman kebakaran )
kebakaran A, honararium per kejadian =
kebakaran
KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6
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FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

._M>mc_u>.~.mz\x04>“
AHUN :
. . - JUMLAH TOTAL JUMLAH BIAYA
NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN BIAYA w_ﬁ.&}?. RUMUS YANG DIBUTUHKAN
I 2 3 ) S 6 7
1 Penyediaan mobil 1. Penyediaan mobil A, Jumlah pos scktor/pos dambkar
penyelamatan |rescue) penyelamatan [mscue) (B Juminh umit mobll penyelamatan |rescue) A*BC
€. Harga satu unit
2, Pemeliharasan rutin A Jumlah unit mobll penyelamatan |rescue)
mobil penyelamatan B. Jumlsh pemeliharaan rutin mobil penyelamatan
|rescue) [rescue) (A*H)*C
C. Harga biaya pemelihaman rutin per unit mobil
penyelamatan [rescue)
3. Pembelian bahan bakar| A.  Jumlah unit mobil penvelamatan frescue)
mobil penyelamatan B. Jumlsh kebutuhan bahan bakar setiap unit ABC
{rescue) mobil penyelamatan frescue) f
C. Harga per liter hahan bakar
2 Penyediaan peralatan don Penyediann peralatan dan| A, Jumlah /jenis /set /paket Junit peralatan dan
periengkapan penyelamatan perlenghkapan perlengkapan penyelamatan |resoue | A'H
penyelamatan B. Harga per jumlah/jenis /set /paket /unit
3 Keslapan petugas 1. Keslapsiagaan petugas | A, Jumlah petugas penyelamatan | rescue |
penyelamatan [resoue) penyelamatan B, Honorarium piket |aga A'B
{rescue ) A
2. Pelaksanaan A, Jumlah petugas penyelamatan (rescue )
penyelamatan (rescue) "B Fonorarium per kegatan penyelamatan aiy
3. Pendidikan dan A, Jumlah petugas
pelatihan petugas B. Jumlah pelatihan |A*BI*C
penyalamatan -
C. Biaya per pelatihan
KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6
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FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/ RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN:
X : : JUMLAH/ TOTAL JUMLAH
NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN BIAYA SATUAN RUMUS BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
[ 2 3 4 5 6 7
1 |Soslalisasi masyarakat Soslalisasi Masyarakat A. Frekuensi kegiatan soslalisasi
tanggap kebakaran B, Biaya penyelanggaraan per sosialisasi AB
2 |Pelatihan /simulasi dan Pelatiban /simulagi dan A, Frekuensi pelatihan /simulasi sosialisasi dan
penyuluban masyarakat relawan |penyuluban masyarakat Penyuluhan A'B
kebakaran relawan kebakaran B, Biaya penyelanggaraan per pelatihan /simulasi
dan penyuluhan
3  |Pembentukan Sistem 1. Pembentukan satuan A. Jumlah satlakar
Ketahanan Kebakaran relawan kebakaran B. Biaya pakel pelatiban/simulasi A'B
Lingrangan KXY 2. Penyediaan Sarana A. Jumlah satlakar
satlakar B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar (A*B)*C
C. Harga per jumlah /unit /jenis/paket
3. Pembinaan A. Jumlah satlakar
operasionalisasi B, Biaya per kegiatan satlakar A'B
satlakar

KETERANGAN :
Kolom 5 : Diisl dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6
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FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA:

TAHUN:
IR, TOTAL J UM LAH
NO. _M.MMWM\% VARIABEL KOMPONEN m_nmq_h.»ﬂu - RUMUS BIAYA YANG
! = DIBUTUHKAN
I 2 3 g 5 3 7
1 Pendatann 1. Petyediaan tenags ahli vang A Jenis tonaga ahll
kampeten dalam penyusunan B. Jenis potensi risiko
kajun potensi risiko bahaya E TumBh orans
kebakaran : - HA'B*CD I+ E* )

umlah bulan kerj

Jumiah pertemuan

Atk dan pengsandaan lapomn

[¥)

Penvediaan tenaga ahll yang
kampeten dalam penyusunan
dokumen rencana Induk sistem
proteksl kebakaran

Jenis tenaga ahll

Jumiah omng

Jumlah bulan kerja

.Jumlsh pertemuan

E

Atk dan penggandaan lapomn

HABCIHDED

-

. Penyediaan tenaga ahli yang
kampeten dalam penyusunan
dokumen rencans aperasi
penanggulangan kebakamn dan
penye lmatan

Jeniis tenega abll

WJumlsh omng

SoJumlah bulan kerja

Jumlah pertemnian

[E-

Atk dam penggandaan lapomn

{ABC)+D*ED

&

. Diskusi publik terhadap dokumen
rencana Induk sistem proteksi
kebakaran vang sudah disusun
untuk disempurnskan dan
ditetapkan menjodi dokumen yang
sah /legal

Penvediaan tempat dan mega, kursi serta sound sy5tem

Pervedinan peralitan pendukung {(nfoaw, leyar, computer sel

Penggandaan materi fatk /dok umeniasi

Akomodasi dan konsumasl

Trans patrt pese rta

Jumlah peserta

Hopor tenaga ahli

Jumlah tenags abll laporan

Lapomn

HA+B+CIHD+EF+HD+G
1*HI+l

5. Pelaparan kejadian kebakaran

Frekuensi percdataan kejodian kebakaran

Jumlah petugas pendataan

Homomtium petugas pendataan

Biaya belanja baban/atk penyusunan laparan

(ATB*CI D
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NO LANG KAH VARIABEL KOMPONEN JUMLAH/ RUMUS TOTAL JUMLAH BIAYA
KEGIATAN BIAYA SATUAN YANG DIBUTUHKAN
I 2 3 4 5 ) 7
2 Inspek i 1. Inventarisasi sarana proteks| A Jumlah bangunan gedung
kebakamn bangunan gedung B Jumlah petugas {A*H)C
C. Biaya per kegiatan
2 Inspeksi sarana proteks) A, Jumlah bangunan gedung
kebakamn bangunan gedung B. Jumlah petugas |A*B)*C
C per Kegistan
1. Pendidikan dan pelatihan petugns | A h petugas
Ins peks B. Jumiah pelatihan (AR C
C. Biaya per pelatihan
a Investigasi pasca |[4. nventarisasi kejadian A. Jumlah petugas
kebakaran kebakamn B Jumlah sarana dan praswrana pendukung {A*By*C
- Blaya kegatan
5. lovestigasi penvebab kebakaran A, Jumlah petugas
B Frekuensl mvestigasi
C. Jumlah sarana perdukung KoED
D. Biaya per kegintan investigasi
KETERANGAN :

Kolom 5 : Dilsi dengan angka
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6
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FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN:
RENCANA JUMLAH RENCANA
: : JUMLAH JUMLAH POS DAMKAR JUMLAH RELAWAN 5 = ; "
e KADTBATEIN ROTA KECAMATAN EKSISTING DAMKAR EKSISTING E.‘z>__us>mbmnh e vmuwm%ﬂmziz

-

O

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
| Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
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: Diisi dengan nomor urut

: Dilsi dengan nama Kabupaten/Kota
: Diisi dengan jumlah Kecamatan di Kabupaten /Kota

i Dilsi dengan jumlah pos damkar yang ada di Kabupaten /Kota pada tahun pendatasn

: Diisi dengan jumlah relawan damkar yang telah dibentuk di Kabupaten /Kota pada tahun pendataan
: Diisi dengan rencana penambahan jumlah pos damkar pada tahun berikutnya
: Diisi dengan rencana penambahan jumlah relawan pemadam kebakaran yang akan dibentuk pada tahun berikutnya
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FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)

KABUPATEN/KOTA :
TAHUN :
. CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN ; < .
NO. KABUPATEN/KOTA DAMKAR (%) DAMKAR (%) TOTAL CAPAIAN SPM (%)
I 2 J 4 5
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2  ; Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3  : Diisl dengan persentasi capalan SPM oleh petugas damkar
Kolom 4 : Diisi dengan persentasl capaian SPM oleh relawan damkar
Kolom 5 : Diisi dengan total jumlah persentasi capaian SPM oleh petugas dan relawan damkar kemudian dibagi 2
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FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

(OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
TAHUN :
OPERASI NON KEBAKARAN
KABUPATEN/ 18N :
NO. KOTA KECELAKAAN | WATER ANDAAL | PENYEIAMATAN | FENVELAMATAN | FENANGANAN. (= PENANGANAN
TRANSPORTASI | RESCUE | RESCUE | PADA KETINGGIAN | PAPA BANGUNAN PYHOIN PERLIDAAN LAEEYA
RUNTUH TUMBANG BUNUH DIRI
1 2 3 i 5 [ 7 i 9 10
KETERANGAN:
Kalom 1 : Diisi dengan nomar urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3  : Dlisi dengan jumlah operasl penyelamatan kecelakaan transportasi
Kolom4  : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan water rescue
Kolom 5 ! Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan animal rescue

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamaton pada ketinggian
Kalom 7 ! Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada bangunan runtuh
Kolom 8  : Diisi dengan jumlah operasi penanganan pohon tumbang

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan percobaan bunuh diri

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan non kebakaran lainnya dan disebutkan
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FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM (REKAPAN)

KABUPATEN/KOTA :
TAHUN :
TOTAL PERSENTASE (%) KORBAN JIWA — JUMLAH TAKSIRAN ASET
KABUPATEN / CAPAIAN SPM KEBAKARAN JUMLAH |JUMLAH KORBAN| JUMLAH JUMLAH KORBAN JUMLAH JUM LAH
NO. KOTA [LAYANAN PENYELAMATAN DAN|OPERASI NON|  JIWA YANG KORBAN KORBAN MENGALAMI TAKSIRAN ASET | TAKSIRAN
EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN BERHASIL MENINGGAL | MENGALAMI LUKA FISIK YANG BERHASIL | KERUGIAN
KEBAKARAN) DISELAMATKAN DUNIA LUKA BAKAR LAINNYA DISELAMATKAN ASET
] 2 3 4 5 3 7 8 B 10
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten /Kota
Kolom 3 : Diisi dengan angka persentase

Kolom 4 : Diisi dengan angka

Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kalom 10

: Diisi dengan angka

: Diisi dengan angka
: Dlisi dengan angka
: Diisi dengan angka
¢ Diisi dengan angka
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FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
s iatioid KONDISI JENIS
JENIS RONDISI - e RREBUTUHAN b )
NOMOR TEMPAT | TANGGAL LAHIR DESA/ EKONOMI T KEBUTUHAN | KELOMPOK
NO. | Nana KEPALA ‘,zﬂwﬁi NIK | "k xm___.&._w._z LAHIR | (dd/mmpvywy) | MAMAT | werppaman | KECAMATAN | 0 iking H_\F_w.”m KHUSUS  |UMUR RENTAN
KELUARGA | o e / tidak miskin) ) ik y)
I F ) 4 5 o T " v fo I 7 o i+ 5
KETERANGAN:
Kolom 1 ! Diisi dengan nomaor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana
Kolom 3 ! Diisi dengan nama anggota Keluarga

Kolom 4 : Diisi dengan Nik

Kolom 5 : Diisi dengan nomar kartu keluarga

Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin

Kolom 7 : Dilsi dengan tempat lahir

Kolom 8  : Diisi dengan tanggal lahir

Kolom9 ! Diisi dengan alamat tempat tinggal

Kolom 10 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 11 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal

Kolom 12 : Diisl sesual dengan kondisi ekonomi Warga Negara

Kolom 13 : Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus
Kolom 14 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya

Kolom 15 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan
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FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
DATA DASAR WARGA NEGARA JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL R _s_.,:z...ﬁ.ﬂnﬂ HTIARON
NAMA LENG KAP zwvzw..n APARAT LN
VARIAS WARGA YANG |PETUGAS
o JEN DESA/ LETUSAN | aEtomsan | ’ KEHAKARAN|EPIDEM| K X 3
s SO | ana | x gzr“oa KELAMIN | KELURAHA | KECAMATAN QMWH_\. THUNAM1 | BANIR :HHMV GUNUNG | G raur | IO | KEREFINOA Ly man pax| 1 Dax vt ooy znw.wy_.m; Mehvindprd
KELUARGA | KELUARGA el " et nEaym LARARL | Waran HENCANA _.._...P.H,u, DARURAT
! 2 i - 5 o 7 # 9 o 1 2 & 4 i n 7 n 9 E a 22
KETERANGAN:
Kolom 1 : Dilsl dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana berdasarkan form 5.A.1
Kolom 3 ¢ Diisi dengan nama anggota keluarga berdasarkan form 5.A.1
Kolom 4 : Diisi dengan NIK berdasarkan form 5.A.1
Kolom 5  : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga berdasarkan form 5.A.1
Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin berdasarkan form 5.A.1
Kolom 7 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
Kolom 8 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A. 1
Kolom 9-18 ; Diisi dengan checklist sesual kerawanan tempat tinggal Warga Negara
Kolom 19 : Diisi dengan nomor kelompok variasi kerawanan bencana
Kolom 20 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok Warga Negara binsa penerima layanan penanggulangan bencana
Kolom 21 : Dichecklist jilka Warga Negara termasuk ke dalam kelompok aparatur yang menanganl sub urusan bencana
Kolom 22  : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok petugas operasi tanggap darurat bencana
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FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
REKAPITULAS] KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN TORL
DESA/ VARIAS] | VARIAS] 2 VARIASI n
NO KECAMATAN -
KELURAHAN KELOMPOK . KELOM POK . < oo
SENIS KK | Jiwa JENE KK | Jwa KELOMPOK JENIS KK | JIwa KK JIWA
! 2 a 4 5 6 7 4 9 10 1 12 13 = 5+8+)) 14 629412
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nama Kecamatan
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kelurahan /Desa
Kolom 3 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 1
Kolom 4 ¢ Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 1 kerawanan bencana
Kolom 5  : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 1 kerawanan bencana

Kolom 6  : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 2

Kolam 7 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 2 kerawanan bencana
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 2 kerawanan bencana

Kolom 9  : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi n

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi n kerawanan bencana
Kolom 11 : Diisi dengan jumlsah orang untuk variasi n kerawanan bencana

Kolom 13 : Diisi dengan total KK pada variasi 1, variasi 2, dan variagi n

Kolom 14 : Diisi dengan total Warga Negara pada variasi 1, variasi 2, dan variasin
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FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA
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PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA:
TAHUN ANGGARAN:
JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG) JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN
WARGA NEGARA KERENTANAN
. DESA/ N
NO KECAMATAN o KETERANGAN
= KELL RAHAN PN a | poirt | saruinmas | TENAGA et | BERKEBUTUMAN | KELOMFOK
KONTRAK [ nwa KK MIBKIN KHUSUS RENTAN
s JORANG) JORANG)
(KK)
I 2 3 “ 5 o 7 a 9 {0 i 2 i3 i

KETERANGAN:

Kolom 1 @ Diisl dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom4 : Diisi dengan jumlah PNS di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah TNI di desa pada kawasan rawan bencana

Kalom 6 : Diisl dengan jumlah POLRI di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah SATLINMAS di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tenaga kontrak di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah Warga Negara di desa kawasan rawan bencana

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah Warga Negara (KK| d| desa kawasan rawan bencana

Kolom 11 : Diisi dengan jumlsh KK yang berada dalam kondisi ekonomi miskin di desa pada kawasan rawan bencana
Kolom 12 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berkebutuban khusus di desa pada kawasan rawan bencana
Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berada dalam kelompok usia rentan di desa pada kawasan rawan bencana
Kolom 14 : Diisi dengan keterangan
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FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
3 . Z s LOKASI
DATA DASAR PETUGAS STATUS PETUGAS PENUGASAN PENUGASAN
SERTIFI-
TANGGAL EEONON JENIS | kELOMP | B wz.wy_f._ﬂ_ i ng |@ Z
NAMA JENIS [TEMPA| DESA/ | BERKEBUTUH |KEBUTUH ’ 3 m 2l vane | =9 | =8 [= o) m
NS LENGEKA NI NOMO kel T LAHIR IALAMA KELURAH K EC] 1 AN KHUSUS AN OK ul = m = =z =2 pmikl] == Oa |9 Bl s @z
> ) ] . ! nats (=<1 2 = 2 b |2%
p K| RKK (o b | Larig [P0/ MMYYY] T AN (MISKING[ o emmaky | kiusus [ UMUR £|F g |hg mm zs u e al 9
ol b Y) TIDAK icn v, | RENTAN S|FE2|E B EE B %
MISKIN) ¢ _
1 2 al 4 5 6 7 8 9 wl 1 12 13 14 |i1s5|6| 17 | 18 19 | 20 24 22 23 24 | 25| 26 | 27
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisl dengan nomor urut
Kolom 2 :Diisl dengan nama
Kolom 3 :Diisi dengan NIK
Kolam 4 :Diisi dengan nomor Kartu Keluarga
Kolom 5 :Diisi dengan jenis kelamin
Kolom 6 :Diisi dengan tempat lahir

Kolom 7 :Diisi dengan tanggal lahir

Kolom 8 :Diisl dengan alamat

Kolom 9 :Diisl dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal

Kolom 10  :Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal

Kolom 11 :Diisl sesual dengan kondisi ekonomi

Kolom 12 :Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus
Kolom 13 :Diisl dengan jenis kebutuban khusus, jika Kolom 14 dijawab ya

Kolom 14 :Diisi checklist jika petugas operasi termasuk dalam kelompok umur rentan (berkebutuhan khusus atau lanjut usia)
Kolom 15-20 :Diisi dengan checklist sesuai status petugas

Kolom 21 :Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi

Kolom 22-26 :Diisl dengan checklist sesual penugasan dan lokasi

Kolom 27  :Diisi dengan keterangan, jenis keahlian, dll
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FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
PENDUDUK PETUGAS {ORANG)
\ TOTAL WAJIB
O iNIS BENC :
. VENRDERCARS 1WA KK DESA PETUGAS PETUGAS PETUGAS PETUGAS JUMLAH LATIH JORANG)
‘ = TRC PDB TRC KLB PPE OPERAS] PETUGAS
1 2 J N 5 3 7 8 G 10 11=4+10
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan jenis bencana berdasarkan Permendagri Namar 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-
urusan bencana daerah Kabupaten /Kota

Kolom 2 Diisl dengan jumlah penduduk yang berada i kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait

Kolom 3 Diisi dengan jumlah kk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait

Kolom 5 : Diigi dengan jumlah petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Darurat Bencana (PDB| untuk jenis bencana terkait

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah petugas TRC Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk jenis bencana terkait

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah petugas Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi (PPE) untuk jenis bencana terkait

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah petugas operasi

Kolom 9 : Diisi dengan total jumlah petugas untuk jenis bencana terlcait

Kolom 10 : Diisi dengan total jumlah wajib latih untuk jenis bencana terkait (kolom 3 ditambah kolom 9)
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FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN
JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT LOKASI KONDIS]
JUMLAN/ -
NO. NAMA PERALATAN ok PENANGANAN INSTITUSI
BATUAN KAJI CEPAT c_wmh&%\_’uw,ﬂo KORBAN vmzhmw,mz.i vmﬂ..mm_mﬂmﬂz POSIS] PENANGGUNG DAIK RUSAK
MENINGCAL ' JAWAR
1 2 ) 4 5 n 7 A 9 0 [ 12
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang tersedia di daerah
Kolom 3 : Diisl dengan jumlah ketersediaan peralatan
Kolom 4 - 8 : Diisi dengan checklist
Kolom 9 : Diisi dengan lokasi posisi peralatan

Kolom 10 : Diisi dengan institusi penanggungjawab peralatan
Kolom 11-12: Diisl dengan checklist sesua kondisi peralatan
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FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN

PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN
LOKASI KONDIS!
NO NAMA BARANG JUMLAH/ SATUAN
oSS! INSTITUSI PERANGGU NGIAWAB BAIK RUSAK
I \J 4 5 -
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisl dengan nomor urut
Kolom 2 ¢ Diisi dengan nama barang logistik pengungsian
Kolom 3 ¢ Diisi dengan jumlah ketersediaan barang
Kolom 4 ¢ Dlisl dengan lokasi posisl barang
Kolom 5 : Diisi dengan institusi penanggungjawab barang

Kolom 6 -7 : Diisi dengan jumlah sesuai kondisi barang
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FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
KEJADIAN BENCANA
LOKASI
TANGGAL KEJADIAN
NAMA Nomor | VENIS | qeupar | TANGGAL LAMIR DESA/ NONDISLEXGNOM] | BERKHEBUTUHAN .ﬁm_mwu%;z KELOM POK
KO penokar |ME| O kk KELAMIN | “anm | Wd/mmiyvyy) | AMAT | cppupaian | KECAMATAN fmiskin/ think XA KHUSUS  |UMUR RENTAN
L/m miskin) {va/tdak) itk ya)
] 2 3 3 5 3 7 3 9 10 1 12 13 7]
KETERANGAN:
Kolom 1 : Dlisl dengan nomor urut

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kalom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

: Diisi dengan nama Warga Negara

¢ Diisl dengan nik Warga Negara

: Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara

: Diisi sesusl dengan jenis kelamin

: Diisi dengan tempat lahir Warga Negara

: Diisi dengan tanggal lahir Warga Negara

: Dilsi dengan alamat tempat tinggal Warga Negara

: Dilsl dengan nama desa/kelurahan Warga Negara

: Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara

; Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara

; Dilsi checkklist jika ya dan strip jika tidak

: Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya

: Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil/ibu menyusui, penyandang cacat /berkebutuhan
khusus, orang lanjut usia)

Kolom 15-25 : Diisl dengan checklist sesual kondisi
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PROVINSI

KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN
KEJADIAN BENCANA

FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

LOKASI
TANGGAL KEJADIAN
DATA DASAR WARGA NEGARA STATUS PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KORBAN PENG UNGS] PETUGAS
APARATUR
WARGA 4
JENIS BUTUH | BUTUH YANG
NAMA NOMOR DESA/ NEGARA
NO, . NIK k| FEAMIN | oo i KECAMATAN BANTUAN [ BANTUAN ) MENANGANI | pRTUGAS | PETUGAS | PETUGAS | PETUGAS
LENGKAP KK . KELURAHAN ENINGG ; SE RAWAN | or 000
L/P) MENINGGAL | HILANG | “ypnis | mmpis | SEAMAT | N CANA [SUB URUSAN| toe kip | TRCPDR | PPE | OPERASI
DARURAT | LANJUT BENCANA
! 2 3 4 5A o 7 & 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
KETERANGAN:
Kolom 1 ¢ Diist dengan nomaor urut
Kolom 2 : Dilsi dengan nama Warga Negara sesual form 5.A,1
Kolam 3 : Diisi dengan nik Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara sesua form 5.A.1
Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin sesuai form 5.A.1
Kolom 6 : Diisl dengan nama desa/kelurahan Warga Negara sesual form 5.A. 1
Kolom 7 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara sesuai form 5.A. 1
Kolom 8 - 18 : Disi dengan checklist sesual kondisi
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FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN
KEJADIAN BENCANA
LOKAS

TANGGAL KEJADIAN

DATA DASAR PETUGAS STATUS PETUGAS PENUGASAN LOKASI PENUGASAN
POS
2 | o] Z[sERTIFIKAS] PETUGAS LAPANGAN
NAMA . INomoR| JENIS hripypar| TANGOAL DESA/ | w |z | B|E[S8]|28] Y6  |erucageervcagretuoad operast
NO PETUGAS NIK KK xm_s).s: LAHIR LAHIR );zh._‘zﬂz_.qz..r—.‘grwﬂ.>§ﬁ>z N m m m m m m m DMIUKL [rre kusltre rosl — pre TANGOAP POSKOS
Lim (DD MM/ YYYY) = |ES|™& DARURAT KEC. | DESA
@ | = <
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 1|12 13| 4| 15|16 17 18 19 20 21 2| 23 24
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama pelugas operasi
Kolom 3 : Diisi dengan nik petugas operasi
Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga petugas operasi
Kolom 5 ; Diisl dengan jenis kelamin petugas operasi
Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir petugas operasi
Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir petugas operasi
Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal petugas operasl
Kolom 9 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal petugas operasi
Kolom 10  : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal petugas operasi

Kolom 11-16 : Diisi dengan checklist sesusai kondisi
Kolom 17  : Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
Kolom 18-24 : Diisi dengan checklist sesusal kandisi
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PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
{Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

STATUS DARURAT BENCANA
e R WAKTL LAPORAN
NO. NAMA KEJADIAN BENCANA TANAOAL KEINDIAN WARTD KELJATIAN KEJADIAN DITERIMA LOKASI TIDAK s imine
(DD /MM/YYYY) {JAM:MENTT) |JAM: MENIT) DIKELUARKAN DIKELUARKAN DIKELUARKAN »24
«24JAM JAM
I ) 4 3 n “ '
KETERANGAN
Kolom 1 ¢ Diisl dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama kejadian bencana
Kolom 3 ¢ Diisi dengan tanggal kejadian bencana
Kalom 4 : Diisi dengan pukul kejadian bencana
Kolom 5 ¢ Diisi dengan pukul laporan kejadlan diterima oleh pusdalops/BPBD
Kolom 6 : Diisi dengan lokasi kejadian bencana

Kolom 7 -9 ; Diisi dengan checklist sesuai kondisi
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FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
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TERHADAP BENCANA
PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN
PENERIMA LAYANAN DASAR
KOMPONEN SASARAN HARGA :
JENIS SUB PENGHITUNGAN | PENERIMA : ) - seListi | satuan | KEBUTUHAN
NO.[ PELAYANAN | oo | KEBUTUHANSPM | SPM SUB- | KELUARAN | SATUAN | wapea || AparaAty | KEBUTUHAN [ KETERSEDIAAN 119 & BIAYA
DASAR SUB-URUSAN URUSAN necars | K% prruGas | PESA Rp.1000) | X RP-1000)
BENCANA BENCARA
! 2 3 4 5 ) 7 L] 9 0 i 2 i3 [d»12 13 [5] 6= 4 s!l5
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisl dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7  : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar
pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana dserah Kabupaten /Kota

Kolom 8 : Diisi sesual dengan jumlah Warga Negara penerima layanan

Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan

Kolom 10 : Dilgl sesuai dengan jumlah aparst /petugas penerima layanan

Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan

Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk satuan keluaran

Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah ketersediaan

Kolom 14 ¢ Diisl sesuai dengan selisih antara (kebutuhan-ketersedinan) kolom 12 dikurangi kolom 13
Kolom 15 : Diisi sesuai dengan barga satuan sesuai keluaran

Kolom 16  : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan kolom 14 dikali kolom 15
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PROVINSI

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN

KOMPONEN SASARAN STATUS DARURAT BENCANA 1 TOTAL KEBU TUHAN
JENIS sUB PENGHITUNGAN | PENERIMA ) TARGET KETERSEDIAAN/ USULAN HARGA 1UMLAH
O | PELAYAN P BUTUHAN S SPMSUB- ELUAR SATUAN S : SUDAH ¢ )
MO ok | REGINTAN [ AN | CRusan | AN | SRR keBUTURAN TERPENUMI PEMENUHAN | SATUAN BIAYA FISIK ANGGARAN
BENCANA BENCANA Volume | Kuanrines Volume Vohine | Kuandas | PRP-1000) | - Rp.1000)
TR - 15 ZUSULAN |16~ Z{NUMIAH]
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 10 1279 13 14=11X12X13 vmzszsz BIAYA)
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 ¢ Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen Kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang stardar teknls pelayanan
dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
Kolom 8 ! Diisi dengan jumlah kebutuhan volume per jenis keluaran [output) untuk status darurat bencana n
Kolom 9  : Diisi dengan jumlah kebutuhan kuantiti per jenis keluaran [output) untuk status darurat bencana n
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah ketersediaan atau volume yang sudah terpenuhl pada tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
Kolom 11 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan volume per jenis keluaran foutput} untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikurangi kelom 10)
Kolom 12 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (nilainya dapat disamakan dengan
kolom 9)
Kolom 13 : Diisi dengan barga satuan untuk tiap-tiap keluaran pada status darurat bencana n
Kolom 14 Diisi dengan jumlah kebutuhan anggaran operasi untuk status darurat bencana n [kolom 11 dikali kolom 12 dikali kalom 13)
Kolom 15 : Diisi dengan total kebutuhan fisik (usulan pemenuhan volume dikali usulan pemenuhan kuantitas)
Kolom 16 : Diisi dengan total kebutuban keuangan (total jumlah biaya pada tiap-tiap status darurat bencana)
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FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

TARCIE T WAL
;u..a-.;-.“mﬁ‘r,. axansiiat | DAsAR o i w [ TN T TANUN A 3 TN TORNRE 3 TAWUARE S
SN mxmemn| 3| 8 RASARAN ALORAS E = = z =
wo [rmiavanan | 200 | X [seusua | 21 E )2 53 rEMEHAN | ANOGARAN §¢8 g ] g 58
AL wmoaras | sewsun Mk g (TASRIN m gy 33 pi LB it x| pEEes pi L8 FEm—
DaNAR URuRAy | s S LI E: A | s | § i1 £ 83| 53; i1 £E3; ajZag|e| a5 54; Tarwe (b, § 000§
RINCANy | PENCANA 8 z A | sEBE UMYy al*- 3 m - SRE|F SR | & % 3 £ 2 £
| F ) ‘ s ofz] o [w] 0] 0 12 14 o B R R Y R S B B L B B B B O 22 e R AN
KETERANGAN:
Kolom | : Dilsi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar
pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana doeerah kabupaten /kota

Kolom 8  : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan

Kolom 9  : Diisi sesual dengan jumlah kk penerima layanan

Kolam 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan

Kolom 11 : Diisi sesual dengan jumlah desa penerima layanan

Kolom 12 : Diisi sesual dengan jumlah sasaran pemenuban tahun sebelumnya

Kolom 13 | Diisl sesual dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya

Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana

Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuban layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1

Kolom 16 : Diisi dengan barga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke |

Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16

Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tabun ke 2

Kolom 19 ; Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuban layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2

Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kalom 19

Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhban layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3

Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuban layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3

Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22

Kolom 24 : Diisl dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tabun ke 4

Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuban layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4

Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25

Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tabun ke 5

Kolom 28 : Diisl dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5

Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28

Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlaban kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27

Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlah kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29

www.peraturan.go.id



2021, No.1419

247

FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

TARGET KINERJA

KETERANGAN

Kolom 1, diambil darf laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional pada tahun
perencanaan
Kolom 2, dirasionalisasi dari nilal laju pertumbuhan penduduk nasional di tahun
perencanaan
Kolom 3, diambil dari nilai laju inflasi nasional pada tahun perencanaan

PENENIMA RONINS AKHIK 5
KOMPONES | grmaraN | SPYNARDICAR | st 2 munke TAMUN KE 2 TAMUN KE 3 TAMLN KE 4 TAHUN
i L] Pistor b P2 S AN ALOKAS! | F
50 | PR A AR | FUB KEBUTUHAN | or i 2|2 i PEMEN UNAN | ANOGARAN [ 5 = s - -
g KEGWTAN 8\ SUB T IRE S 5 P o {TAHUN Blalndd gl s | e 02| % g5 :m < 4 nm 5|4 nm Msmiahy
DASAR v ) URUSAN - w|sd TAHUN s B BdE RS SRR Ed X T - ES Bd|3E
UKUSAN aencan | B |9 2|25 8 |seneianya [SEUELUMNA (5| B 5 643 52843 2|5a%| K |52|64% 2|5 ag [T Bum
BENCANA S = o m a G 2 = nw. - =2 A = m. - = " 5 nm. - |74 - -W. =a - _m. oRp. 100G
: 2 E [ S
' . ‘ ' ‘ x . " ar| 2 — ‘ |
ORANG BARANG HARGA
KOEFISIEN PROYEKSI T n -
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KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesual Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan
dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya

Kolom 9  : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya

Kolom 10 : Diisl sesuai dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisl dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1 (kolom 9 dikali koefisien proyeksi)

Kolom 12 : Diisl dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke |

Kolom 13 : Diisi dengan kolom 11 dikalikan kolom 12

Kolom 14 : Diisi dengan proyeksi target kinera pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2 (kolom 11 dikali koefisien pro yeksi)

Kolom 15 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 12 dikali dengan koefisien proyeksi|

Kolom 16 : Diisi dengan kolom 14 dikalikan kolom 15

Kolom 17 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhsan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 14 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 18 : Diisl dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhban layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 15 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 19 : Diisi dengan kolom 17 dikalikan kolom 18

Kolom 20 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 17 dikali dengan koefisien proyeksi

Kolom 21 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 18 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 22 ; Diisl dengan kolom 20 dikalikan kolom 21

Kolom 23 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuban layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 20 dikali dengan koefislen proyeksi)

Kolom 24 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka perdanaan tahun ke 5 (kolom 21 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 25 : Diisi dengan kolom 23 dikalikan kolom 24

Kolom 26 : Diisl dengan total penjumlahan kolom 11, kolom 14, kolom 17, kolom 20, dan kolom 23

Kolom 27 : Diis| dengan total penjumlah kolom 13, kolom 16, kolom 19, kolom 22, dan kolom 25
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FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

KABUPATEN /KOTA
PROVINSI
TAHUN ANGGARAN
SNRGEY B bt i PROGRES KA P4 | PROGHES C AU S5
NOMIONEX f .
. 1N SAsAAN ~ ~
g am 1w..hnﬂ.m.ﬁi PENER WA , “..AM.._. il TON AL TOTML | susnss
N | v | 7Y ; s SUD- | KELUARAN | saruax g KEFENTINGAN 1RO TS 1ROORES PERMASALANAY | sows
e | xzasaran | e sus deri LAYARAN e oG st DANA
URURAN oy o ™) X KINER.A "5 | canaan
EENCANA | EENCANA vouime| A e | PR | ey | ceuasaan KEEAA sin CAPAAN sun
NC OO0 e | ~ AR - E L) p
Ot 50008 010} RELUARAN | mpcaax | MEUTARAN | o Graman
’ HERIALAN ' HERIALAN
W) [}
TG 17 . ™ - 2 3
! ! ’ q " ’ o d e H el B ogglld ) ad 1% wizasae| rosetes | usae | pisas i 2

KETERANGAN:

Kolom 1
Kalom 2
Kalom 3-7 :

Kolom 8

Kalom 9

Kolom 10
Kalom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15
Kolom 16
Kolom 17
Kolom 18
Kolom 19
Kolom 20
Kalom 21
Kolom 22

: Diisi dengan nomor urut
: Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tshun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar
pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

: Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran [output] sesuai formular 5.C.1

: Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1
¢ Diisi dengan jumlah realisasi valume per jenis keluaran (output] sesuai formulir 5.C. 1
: Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenls keluaran foutput|

: Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

: Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
: Diisi dengan persentase capaian mutu layanan

: Dilsi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen

: Diisi dengan progres kinerja spm berjalan (rata-rata capalan fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)
: Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan spm berjalan [gabungan penjumlaban hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16)
: Diisi dengan progres capaion spm berjalan [rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
: Diisi dengan total progres capaian sub kegistan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15)
: Diisl dengan sumber dana

¢ Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
¢ Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan
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FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
{Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN
STATUS TARIRAT TENCANA » PHOGRE S K INE I\ PROOXE S CAPAIAN
. VARDY AL PoT CAPALN RAT RATA (% u./.g uH,,;
PRGN | PV M z WO PN T TOTAL . TOrAL w m
No| N | sulM | Comimian | A s WO AT - 5 noe & | moones | pRocxes g
o | a | wumn vt m i Mn g ¥ m 3z § K u g 22| u m o | OTUR | "GNERIA | CAPIAN | CABAAN | m
umusay | wmusan (B @5 m m iz EL 1 m mm 2 5,:\..._2 g mu g Z m w XRADAAN Gﬂﬁi -.Pmcs .R%un . ] m
AN e ax g 3F| =% g iEl = w 0/ m 3 m 3 L Ty ABRIALAN .
NOw )
. g 13K 1) wex | F a.....h.”! e X
1 2 J ‘ 1 o] 7] u] ofro] M afsafse] IR 4s oy ik e/ cioad IE Owan o _.MN”.. n X213 i | wnmad | | = » 30
! )
KETERANGAN:
Kolom 1 Ditsi dengan nomor urut
Kolom 2 Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencans sesusi Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis
pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-unisan bencana daecrah Kabupaten/Kota
Kolom 8 Diisl dengan jumlsh target volume per jenis keluaran poutput) untuk status darurat bencana n, sesual formulir 5.8.1
Kolom 9 | Dilsl dengan jumlah kuantitl per jenis keluaran putput) untuk untuk status darurat bencana n, sesual formulir 58,1
Kolom 10 ! Diisi dengan hargs satuan untuk tiap-tiap keluaran untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.8.1
Kolom 11 ! Diisidengan jumlah anggamn operasi untuk status darurat bencana n [kolom 8 dikall kolom 9 dikall kolom 10)
Kolom 12 : Dilsi sesuai dengan realisasi volume tiap-tiap jenis keluaran joutput) untuk status darurat bencana n
Kolom 13 ! Dilsl sesual dengan realisasl kuantiti tiap-tiap jenis keluaran joutput) untuk status darurat bencana n
Kolom 14 : Diisi seusai dengan realisasi harga satuan tiap-tiap jenis keluaran putput) untuk status darurat bencana n
Kolom 15 | Diisi dengan realisasi jumlah tiap-tiap jenis leluaran (output) untuk status darumt bencana n (kolom 12 dikali kolom 13 dilkali kolom 14)
Kolom 16 : Dilsi dengan koefisien indikator layanan berdasarkan ketercapaian indikator layanan pada tiap-tiap sub kegiatan di tiap-tiap jenis layanan dasar,
|diisl angka 1 jika indikator layanan tercapai kurang dari 24 jam, diisl angka 0 jika indikator layanan tercapad lebih dari 24 jam)
Kolom 17 | Diisl dengan persentase capalan fislk untuk status darurat bencana n (volume dikall kuantitl reslisas! dibagi dengan volume dikall kuantiti target)
Kolom 18 : Dilsl dengan persentase capaian keuangan untuk status darurat bencana n (jumlah rp realisani dibagl dengan jumlah rp target)
Kolom 19 ! Dilsl dengan persentase capalan mutu layanan
Kolom 20 : Diisi dengan capaian fisik rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
Kolom 21 Dilsl dengan capaian keuangan rati-rats untuk seluruh kejadian bencana pada tahun begalan
Kolom 22 ! Dilsl dengan capalan mutu layanan rata-rata untuk sehuruh kejadian bencana pada tahun berjalan
Kolom 23 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tisp komponen
Kolom 24 | Dils| dengan progres kinerja tahun berjalan [rata-rata capalan fisik ditambah keusngan ditambah mutu layanan)
Kolom 25 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiantan pada tahun berjalan {gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 24)
Kolom 26 | Dilsi dengan progres capalan spm tahun berfalan {rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
Kolam 27 : Dilsi dengan total progres capaian sub kegatan pada tahun berjalan [gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 26)
Kolom 28 : Diisi dengan sumber dana
Kolom 29 : Dilsi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
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Kolom 30 : Disl dengan altematif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN
RENCANA KOEFISIEN BOBOT
’ . PELAKSANAAN i KOEFISIEN | KOEFISIEN | TERTIMBANG (BT)
o KEGITAN QUBERIATAN TAHUN xmmnﬁ An | KEGIATAN | PENIMBANG | TAHUN BERJALAN
BERJALAN (%)
1 2 3 o S & 7T=4X5X6 8= {1¥7)
1 |Pelayanan Informasi Rewan 1 |Penvusunan Kajian risiko bencana 0.4
e 2 |Kamunikasi, informasi dan edukasi mwan be ncana 0,6 9;14
2 |Pelavanan Pencegaban dan 3 |Penyusunan rencana penaogaulangan bencan 0,1
Kesiapsisgaan 4 |Pembuatan rencana kontinge nsi frenkan) o1
5 |Pelatiban pencegahan dan mitigasi 0,2
6 |Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 0,2 0,50
7 |Pengendalian operasi dan penyediaan samna prasarana 0,2
kes laps fagaan terhadap bencana
8 |Penyediaan pemlatan perdindungan dan Kesiaps ingaan ter hadap 0,2
et cana
3 |Pelayanan Penyelamatan dan 9 |Respon cepat kejadian luar blasa penyakit/wabah 200 nos is 0,3
Evakuasi priontas
10 |Respan cepat danumt be ncana 03 0.33
11 |Aktvasi sistem komando penanganan darural bencana 0,1 '
12 |Pencarian, pertokmgan dan evakizsasi karban be ncana 0,3
JUMLAH 3 !
KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan
Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
Kolom 4 : Diisi (1) jika direncanakan, diisi (0) jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan
Kolom 5 : Adalah koefisien sub keglatan, Koefisien sub kegiatan layanan langsung adalah 2 kall {[pembulatan) koefisien sub keglatan layanan pokok, Total koefisien untuk
setiap sub kegiatan adalah |
Kolam 6 : Adalah koefisien kegiatan (dihitung berdasarkan jumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi dengan jumlah total sub kegiatan). Total koefisien
untuk setinp kegiatan adalah 1
Kolom 7 : Adalah koefisien penimbang, yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 5 dan kolom 6.
Kolom 8 : Merupakan hasil perhitungan bobaot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan, Total bobot harus 100
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FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN
n pon KINERJA SPM
BOBOT sy | KINCIAFER | SUBURUSAN | KINERJA SPM
NO, KEGIATAN SUB KEGIATAN TERTIM BANG - BENCANA TAHUN X
BERJALAN TAHUN X
(BT y TAHUN X (96)
(%) %) (%)
I 2 3 4 5 6°X(5) 7=4X5 8=Y7
1 Pelayanan informasi mwan 1 Penvisunan kajlan nis ko bencana
ba s 2 Kamun ikasl, informasi dan edukast rawan bencana
2 Pelayanan pencegahan dan 3 Penyusunan rencana penanggulangan bencana
Aoeiay » 4 Pembuatan rencana kontinge nsi frenkan)
5 Pelatihan pe ncegaban dan mitigasi
6 | Gladikesiapsiagaan terthadap bencana
7 Pengendalian operasi dan pe nvediaan sarans
prasarans kesiapsiagaan terhadap bencana
[} Penyvediaan pemlatan perlindungandan
kesiaps lagaan terhadap bencana
3 Pelayanan penyvelamatan dan 9 Respon copat Kejacdion Juar biasa penyakit/wabah
evakuas | poannsis priaritas
10 | Respan copat danwat bencana
11 | Aktivas: sistem kamando penanganan dararat
bencana
12 | Pencarian, pertolongan dan evaluasi loorban
bencann
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
Kolom 5 : Diisl dengan progress kinerja SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress kinerja berjalan (kolom 5 yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress kinerja berjalan (kolom 5] untuk tiap-tiap sub kegiatan
Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7
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FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN
- ’ CAPAIAN SPM
BOBOT PROGILS | CAPAAN FER | SUB URUSAN |  cAPAIAN
NO, KEGIATAN SUB KEGIATAN TERTIM BANG x BENCANA SPM TAHUN X
BERJALAN TAHUN X
|BT) % TAHUN X %)
(%) (%) )
I 2 3 kK 5 6=X(5) 7 4X5 537
1 Pelayanan informasi rawan 1 Penyusunan kajian risiko bencana
bepeam 2 Komuinikasi, infarmasi dan edukasi rawan bencana
2 Pelayanan pencegahan dan 3 Pemyvusunan rencana penanggulangan bencana
kesiapsiagaan a Pembuatan rencana kantinjensi {ren kon)
5 Pelatiban poncegaban dan mitigasi
6 | Gladi Keslapslugaan ter bocda g be neara
7 | Pengendalion operasi dan peryediaan sarns
prasarana Kesinpsiagoan terbadap bencana
[ Penyedinan peralatan perlindungan dan
ke siapsiagaan terhadap bencana
3 Pelayunan penyvelamaton dan 9 Reapon cepat kejacdion Ty bloss penyakit /wabah
evakuasi 20ONOsIS prioritos
10 | Respon cepatdarimt bencana
11| Aktnvasi sistem komando penanganan dammt
be noana
12 | Pencanan, pertalongan dan evakuami korban
D 1vca
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan

Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5A.1

Kolom 5 : Diisl dengan progress capaian SPM berjalan, Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D. 1 dan 5.D.2
Kolom 6 : Diisi dengan nilal rata-rata progress capian berjalan (kolom 5| yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
Kolam 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress capaian berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan

Kolom B : Diisi dengan hasil penjumlaban capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7
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FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR

DAN GELANDANGAN PENGEMIS

PROVINSI/KAB/KOTA/KEC/DESA :

KON DESS KETHE LAN TRALN

o - - pe

" - TENSS " " STATUS RN Jes EEAUARGA/ MASTARA RENTAN MENGALAW o~

NO | NAMA | NI | papavey | TTW | AMAWAY O &KX PERKAWGNAN | /SEXCRAN | DESARLITAS | RATACSKORANG | TINDAX KKK RASAN - &3
JALANAN LY TIDAK MEXGURUS DARE LINGRUNGAN =

] ] 3 4 5 [ 7 [} 0 10 1 12 13 14 [ 17

JUMLAN TOY A

Armk

D

JUMIAN TOY N

Laspun coea

Dt

NIMIAH TOVYA

Sumber Data:

1, Hasil identifikas| DTKS
2. Hasil veri vali dan /atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab /Kota

KETERANGAN:
Kolom 1
Kdom 2
Kolom 3
Kaolom 4
Kdom 5
Kdom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kdom 9
Kdom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kodom 13
Kolom 14
Kolom 15
Kolom 16
Koom 17

¢ DAisi dengan nomor unit

¢ Diial dengan nama penyandang disabilitas /anak /lanjut usin/gepeng

: Difsl dengan NIK

¢ Disi dengan jenis kelamin

¢ Diisi dengan tempat tanggl lahir

¢ Diial dengan alamat

: Diisi dengan posisi tempat tinggal /domisili apakah tiggal di keluama [rumah) atau tidak

¢ Diisi dengan nomor kartu keluarga

¢ Déisi dengan posigi tinggal ketika di luar keluargs, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dll
¢ Diisl hubungan penerima pelayanan dengpen kepala leliarga

¢ Diisi dengan status perkawinan

: Dhisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah

¢ Diisi dengan jenis disabilitas, jiks penyvandang disabilit as

! Diisl dengan kondisl ketelantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyambat yang mengurus

Duisl dengan kondial ketelantaran jlka rentan mengalami tindak kekemsan dard lingiungan

Diisi dengan keterangan tambahan

¢ Diisi dengan kondisi ketelantaran jika masih memiliki kelusrgs, tetapi mengalami tindak kelcerasan, perlakukan salah eksploitasi, dan penelantaran
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FORM 6.A.2 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN

GELANDANGAN PENGEMIS
YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI DALAM PANTI DAN/ATAU LEMBAGA BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT

PROVINSI :
KABUPATEN PENY ANDANG PENY ANDANG DISABILITAS PENYANDANG PENYANDANG DISABILITAS PENYANDANG ANAK LANIUT USIA | GELANDANGAN
NO TKOTA DISABILITAS TERLANTAR DISABILITAS TERLANTAR [SENSGRIK) DISABILITAS TERLANTAR | TERLANTA PENGEMIS KET
TERLANTAR (FISIK) {INTELEKTUAL) TERLANTAR (MENTAL) > TERLANTAR (GANDA) 3 3 g v
| . - ] n 4 " v 10 1)
Total
Sumber Data;

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil ver{ vali dan /atau pendataan dan verl vali Dinsos Kab/Kata

3. Hasil Asesmen Pekerja Sosial tentang Calon Penerima Pelayanan di Dalam Panti Sosial dan/Atau Lembaga di Bidang Kesos baik milik Pemerintah maupu Masyarakat

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kalom 4
Kalom 5
Kolom 6
Kaolom 7
Kalom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kalom 11

: Diisi dengan nomor urut
: Diisi dengan nama kabupaten/kota
¢ Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas fisik)
: Diisi dengan jumlah penyandang disabllitas terlantar [disabilitas intelektual)
: Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas mental)

: Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas sensorik)

: Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas ganda)

: Diisl dengan jumlah anak terlantar

: Diisl dengan jumlah lanjut usia terlantar

: Diisi dengan jumlah gelandangan pengemis
: Diisi dengan keterangan tambahan
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FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN
GELANDANGAN PENGEMIS
YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/ MASYARAKAT /KOMUNITAS)

PROVINSI :
PENYANDANG PENY ANDANG PENYANDANG PENY ANDANG
} . DESA/ PENYANDANG DISARILITAS DIABILITAS DISARILITAS DISABILITAS ANAK ANIUT 114 | GELANDANGAN
NO: | KABUMTEN/ WOTA| | KICANATAN KELURAHAN DISAINILITAS TERLANTAR TERLANTAR TERLANTAR TERLANTAR TERIANTAR | TERLANTAR FIENGE MIS Kt
TERLANTAR (FIS1K) AN TELEKTUAL {MENTAL S ENSCRIK) CANDA

)

3

+

s

0

1)

12

Total

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS

2. Hasil veri vali dan fatau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota

3. Hasil Asesmen Pekerja Sosial tentang Calon Penerima Pelayanan di Dalam Panti Sosial dan/Atau Lembaga di Bidang Kesos baik milik Pemerintah maupu Masyarakat

KETERANGAN:

Kalom 1 : Diisi dengan nomar urut

Kolom 2  : Diisi dengan nama kabupaten/kota

Kolom 3 : Diisi dengan nama kecamatan

Kolom4  : Diisi dengan nama desa/kelurahan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas fisik|] di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas intelektual) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten fkota
Kolom 7 ! Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas mental) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten fkota
Kolom B : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas sensorik) di desa/keluraban, kecamatan, dan kabupaten /kota
Kolom @ : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas ganda) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten /kota
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah anak terlantar di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah lanjut usia terlantar di desa/keluraban, kecamatan, dan kabupaten /kota

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah gelandangan pengemis di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten /kota

Kalom 13 : Diisi dengan keterangan tambahan
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FORM 6.A.4 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

, TETUSAN o " ”
KABUPATEN/ | GEMPA ) TANAH GELOMBANG | ANGIN | ko | ) WABAH | GAGAL KEBAKARAN | .
» KOTA BuMi | TEUNAML | BANAR | onosor [ GURENO | AuTERSTRM | TORPAN KERHRINGA s0801,  |ANW TERQR| KERAKARAN EMDEMI TEKNGLOG) HUTAN KEY

] . 5 n ’ " "

"

1

v

15

n

Total

Sumber Data:
1. Daerah rawan bencana
2. Rata-rata jumlah korban bencana 3 tahun rerakhir

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Dlisl dengan nama kabupaten/kota

Kalom 3  : Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi

Kolom 4  : Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah estimasi korban banjir

Kalom 6 : Diisi dengan jumlah estimasi karban tanah longsor
Kolom 7  : Diisi dengan jumlah estimasi korban letusan gunung api
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrim
Kalom 9  : Diisi dengan jumlah estimasi korban angin topan

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kekeringan

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial
Kalom 12 : Diisi dengan jumlah estimasi korban aksi teror

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah estimasi karban kebakaran

Kolom 14 : Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah /epidemi
Kaolom 15 : Diisi dengan jumlah estimasi karban gagal teknologi
Kolom 16 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan
Kaolom 17 : Diisi dengan keterangan lainnya
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FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

LETURAN : v
KABUPATEN/ | cEmPA TANAH M| aeommana | Anam CRNORF: KONFLIK |, .. y WABAH/ GAGAL KEBAKARAN | .
e KOTA BuMi | TEUNAMD | BANAR [ onqgor | GUNDRO | AUt ExaTRM | TORAN KERRRINGAN SORWL- [METRROR| KERANARAN EPIDEMI TEKRALOG! HUTAN o
] ] . 5 [ ’ [] v 1 1 12 13 14 15 10 1’
Total
Sumber Data:

1. Daerah rawan bencana
2, Rata-rata jumlah korban bencana 3 tabun terakhir

KETERANGAN:
Kolom 1
Kolom 2
Kalom 3
Kolom 4
Kalom 5
Kolom 6
Kalom 7
Kolom 8
Kalom 9
Kalom 10
Kalom 11
Kalom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15
Kalom 16
Kolom 17

: Diisl dengan nomor urut
: Diisi dengan nama kabupaten/kota
¢ Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi
: Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami

: Diisl dengan jumlah estimasi karban banjir

: Diisi dengan jumlah estimasi korban tanah longsor

¢ Diisi dengan jumlah estimasi karban letusan gunung api

: Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrim
¢ Diisl dengan jumlah estimasi karban angin topan
: Diisi dengan jumlah estimasi korban kekeringan
¢ Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial
: Diisi dengan jumlah estimasi korban aks| teror
: Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran
: Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah /epidemi

: Diisi dengan jumlah estimasi korban gagal teknologt

: Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan
: Diisi dengan keterangan lainnya
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FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)
PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA :

NO

NAMA

JENIS SDM KESOS
[PEKSOS/PENSOS/TKS/RELAWAN
SOSIAL)

NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANA
TEMPAT BEKERJA

STATUS SDM

REKRUITMEN DAN PEM BINAAN

ASN | MASYARAKAT

PUSAT | PROVINSI | KABR/KOTA

4

S | a

| - | 3

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlan tar, Anak

telantar, Lansia Terlamar, Gelandnagan Pengemis di da

lam pantl/lembaga

2

Dist

= UPTD {Panti Sos k] Penvencanng Dy s bilitas
- Panti Sosial Masyarakat
- LKS
Rumah singgah
- Puskesas
- SLRT

[Total

Perdindungan dan Jamisun Sosial bagl Korbun Bencana poda saa

tdan setelah tanggap danimt bencans

1

- Dapur umum
LDP
- Manajemen logistic
Manajemen Shelter
- TRC
- Keposkoan
Ksp

Dist

[Total

Sumber Data:
1, Hasll identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan fatau pendataan dan veri vali Dinsos Prov/Kab/Kota

KETERANGAN:

Kolom 1
Kalom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kalom 5/6 ;
Kalom 7
Kolom 8
Kalom 9
Kolom 10

: Diisl dengan nomor urut

: Diisi dengan nama SDM kesos
: Diisi dengan jenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesos, atau relawan sosial
: Diisi dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerja /beraktifitas

Diisi dengan status SDM kesos, apakah

ASN atau SDM masyarakat

: Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
: Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
: Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
: Diisi dengan keterangan lainnya
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FORM 6.A.7 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

%O JUMLAH FENERIMA PELAYANAN I NAMA BARANA DAN ST 15 KEFEMILIKAN AKREDITAST KOND ST SARANA FIASA RANA KT
YANG MEMBUTHEAN SARANA PFRASARANA PRAS ARANA PEMERINTAN | MASYARAKAT SANGAT BAIK | Ay | KLURANG BAIK RENDAH
T Y 3 2 | 3 ) p | ] | ] 1 | 11 | 12 13
|  [Rehatdinas: somoad dasar penyancs ng d seh dnas wrlantr 3 dalan pant s

Numiah totd dua nar yang
N pany/ ot e

Namna pe oty sosial peryandang
s abilli tan

i tomal anak teris
n b dadasn pantd

oagp anak

Ncrn e o rtd sosesd Aok

] Janjut usia

i e yarge of fautul e

am sonial desar grlandangan pengems ¢

Al dadam panti sosal

g yng memer hikan MWyansn

Namma g 7t nosad grpeng

8/ lembage grprng

gepeny yang ada

| peeng ¥ Yk )

Al San M

2 pacia saat dan sty lah

A ZEAj (3a rura t henowna

oo s

Famiah et imas hortan bencans provind

Dapuwr umum

TRC

Kepoakcan
Ksh

Wi acks

s yang ditwitulikan
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Sumber Data:
1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasll veri vali dan /atau pendataan dan verd vali Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisl dengan jenis jumlah total [populasi)

Kolom3 ! Diisi dengan nama sarana prasarana

Kolom4  : Diisi dengan status kepemilikan, jika milik pemerintah

Kalom 5 Diisi dengan status kepemilikan, jika milik masyarakat

Kalom 6  : Diisl dengan status akreditasi jika sarpras merupakan kelembagaan yang harus terakreditasi
Kaolom 7  : Diisi dengan kondisi sarana prasarana sangat baik (tidak memerlukan renovasi
Kolom 8  : Diisi dengan kondisi sarana prasarana baik (belum memerlukan renovasi)

Kaolom9 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurnag baik (memerlukan renovasi|

Kolom 10 : Diisi dengan kondlisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan rendah
Kolom 11 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan sedang
Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan berat
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FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

JUMLAH PENEM MA FELAYANAN

JUMLAN SARA XA PRASARANG

NONDOE SARA XY PRASARA N

TINGRAT KN USAK AN

NO DUASAH YANG MWD UTHAN EUEh e o N DA T . > . DT . .
SARANA PRASARANA RUMAH mimmas | S KHUSUS KETELANY un«.‘.ﬂ. Loe | MM %”.m-nz WANAEVEN | xorossows | o | THC | SINOAT | e | MU | wewnan | smoawa | mewa
NGO B wmoamoraran | amax | UM i il caidic ~ ace

1 . 3 s N

3

[ bl m el ama 1 pemryumedang (1l s w s ar . i W T Bt Tt e dam et i gt pemge e 1L BT pame sl

Jommta nml gy amst g o b Selenes
Pyt yong mestreri e s ey e i
Law gt /st g

T sk neal esak wtasta ey
frvmre dudes lay smandl s

ooy (it 0 80

gt e Tl P Y g
s b

TR =g e o prage—ry
o g ey i Ly aman ) leaw

s leara g

Trtal sevma prasewa g ads

dilas  Sdmc

e ]

i ot nmngpans (s po st ot Wl Do lom s e ki s o e otdal T aagide o i i e et i g e/ b

[Tt L . att L W S Seeeaa
fesbon e em Maim

[Tomal mergem s yuoy win

Humda® werpras g dibon e

Sumber Data:
1. Hasll Identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan fatau pendataan dan veri vali Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

Kolom 1 ! Diisi dengan nomor urut

Kalom 2 : Diisi dengan jumlah total (populasi] penerima pelayanan dasar yang membutuhkan sarana prasacana
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana shelter/rumah singgah

Kolom4 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana pusat ksejahteraan soslal
Kolom 5 ! Diisi dengan jumlah sarana prasarana call center

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kendaraan khusus kedaruratan
Kolom 7 Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC ketelantaran

Kolom 8  : Diisl dengan jumlah sarana prasarana dapur umum

Kolom9 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana LDP

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sarann prasarana manajemen logistik

Kalom 11 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter

Kalom 12 : Diisl dengan jumlah sarana prasarana keposkoan

Kalom 13 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kampung siaga bencana

Kolom 14 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC bencana
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FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENI LAVANAN PENEKIMA LAVANAN | STANDAK LAVANAN | TFDTRATOR SPMJ SUB [ TARGET/FEMENUHAN KOMIONEN BIAVA PERHITU NG AN
KEGIATAN 2Py
1 ] 3 4 5 O 7
Rehahnam Sossd Dasar | Peqpandang Disatlinas |Ssader Samish dan Peroemtone ') Terpemuiama ke tuituhan KUMLUS

Peniyarlang [ ol didas
Tor bantar i Dadam Pand

Terlartar i Wik yuh
Provans

Kuadten Baang
dan/asan e

Penyandang Dbt
Ter I miar yang terpenuty
Sorhy Ut haen dhe ey

detar penyendang
chmatuilitas wriantar di
chadam panti

X = Jumdah Permpanceng Dess blitas Terdantar o
i S PPnntd yong terpenatu kebastuhen daarys
Y = Popudaat Fenpandang Dinahditas Terlamar o

) yumbah hari pemheran laysnan permakanan dadsm | gsatu) tahun
(c | socleks permakanan perorang per hart,

(0] pengadaan sarana pos swana daguis; dasn

(w] Tantuan perme kanan dengan standar ey sama dergan jand
soniad mitk Pemeoratah Daerah provimi

dadar pany (aerad provinsd yang memn butudoes e hahd i)
sonial dasar ol dalam pasnt
Indikator Kineria = X/Y x 100%
A Stander Bays Pribadi |a Pesyedisan (3] yumish penyendang Dasal Snas Teramar penerims permakanand!  [Kategorn 1 hag deerah yang sudah memSGo pami
Disalefinan P hanan dalam pants per tahun; Penyundang Disaluines

RUMUS « axltixe

Katogor 2 tag daerah ssng behim mem e panty
Penyndang Dmaltsittas
RUMUS = axbxe)+d

Katngori 3 bags deerah yang edum mem e gl
sosial Peryanda ng Disalb e dagiat menijuk ke
o 1112 som bl I ey et o wilaymhinya
RUMLUS » ¢

B S1ander Sarana dan
Prossrania Fanti Sos

B Pemmrdisan Sandang

(] g dsan pakosdan Tendini atas pakasen harian 4 feompat siel
pakasan olahroga 1 fsatu) ated, dan pakasan dalam O fenam) buah per
whun,

(D) premibelunn perden@itagun matell setiap bulay

0C) pemmibedinn e duituhan Khusu wmulc snek peresmpuan, lalita, dan
yng menge b becdoedden aetap bulen

() perbelan alas ko tendind atas sandal dan sepatu per talun,

(o) perienghapan Madah sesuml dengnn aguma anak per @ hun, dan

) Wansporias peiuges

RUMUS = a¢ b wive of

1 Swandar STIM

& Penyediaan asama
yang mudah diaksen

() Taya pembanginan gedung ban
(D) taaya pemaliiaraan geching dan sarans prasanns
(61 dudangan sarans dan prasrana stk pams milde mseyarakat

Kategon | Dogs deevah yung sudah mem 3o pami
Penyendang Disatulitan
RUMUS = b

Kategor 3 hags deevah yung bedum mem S0 gaani
Penyendang Disatalitan dan mam pu men yeda kan
A guaTan

RUMUS « s+t

Kategori 3 bags daerah yang bedom mem S paty
omal Perrands ng Desbidies dapat menguk ke
o ot o sad ok o ekt o | willayahurys
KUMLE = ¢
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JENIS LAYANAN

PENENRIMA LAYANAN

STANDAK LAVANAN

INDIKATOR SPM [ SUB
KECGIATAN

TARGET/PEMENUHAN
A

KOMPMINEN RIAYA

PERHITUNGAN

1

4

5

[

7

2 Standar sarans dan
prasarans

d. Feryedinan alat bantu

() urm roce

() davca ma

() petresiassan dan pengiiouran, sera pergediaan alat hasmu
) adat ant denger,

(o) kruk

) tripod,

@] ongcat puth,

0] seglet fadat Tl unfuk uns netna, dan

0) Manapoet petiges

Sevuad kebratuhan

e Peapediaan
perbebalan kesehamn
o dadam party

() obat palioatry,

(D) ot wamim

(] wrmimeler

) S b gan,

(o] penguiounr tingo hadan

o) penguicir guis dura ke

Q1 Ermometes

N homor perawat

01 Yoaya Runpuggsn dokter

41 aya Kunpungsn padosters; dan
] Jiaya Bn jurggan pelecia soakal medis

Sesuad ke butihan

[ Pemberan hminngan
Badk. mestal agurtuml,
rhan sl

(i) honor peleris sos | profes sl [ Vemnags oramgahi teraa n aoa il
B) pembelan alat peroga
elan alat tuls kantor

BUMIS «ashr o

& Fembersan bimbangan
akrrv s hucdup sshan
han

(8] honor peiera sosial profesions |/ tenags esesabiterss n sossal.
() peibe lhan et peraga,
(G ] pesibelien alat Tulis ks or

RUMUS « a v b e

b Faailneas peadniatan
Nomor Induk
Kepe oxhurhiaan

(%) toaya trommportast pelers sonial prodesional) tenags kesejahte man
soaial) dan
(D] Dy tomns portass penye ks g chissh lnes

RUMUS ~a+h

L Aloses b baynna
penclxctican dan
kesehawn dasnr

() Dy trans portas pelerga sosial/ terags Kese jalieraan sonial, dan
(D) days Lrans portasd g g ks g clisah iitas

RUMUS = s+ b

i Pesnbersa n pelayanan
penelumiran joehiang

ﬂwl.: per jadanan pelierie sonial profesonal

B de syt mtanchar Ly

&, Pembversa n polayanan
reunfika o keluarga

(a] Baya pecialanan elau ansport pekers sonial profesonal

(1) tuaya tramsport penyandang o sabditas wriantar; dan

(5] twaya periadanan dalam rangha pengus tan sebedumn dan sesudah
reunsficas | Ketuargs

Senuiad dengan standar thags
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FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

PENERIMA INDIKATOR SPM/
JENIS LAYANAN STANDAR LAYANAN s5UB TARGET/ PEMENUHAN SPM KOM PONEN BIAYA PERHITUNGAN
LAYANAN
KEGIATAN
4 2z L] 4 5 0 7
Rehatninas ) Sosal Anak Terlantardi Standar Jusde h cdan Torsentme (7% Anak Terpenithamea hebnituhan dear pomysndang | NS

Daar Anak Terfantardi
Dadaon Paniti

wilayah provinal

Kool nas Blar sng
dan Jatau J ass

Teslantar yang
erpenut kebrutuhan
chanarn yn o o adan jrants

il fiae ter barttar i dalam pasity

X = Sumiah Anak Ter batrar di dadam Pants yang
lerpemih) belnitithan desarms

¥~ Popules Anak Ter lantiur i dacrali provins
yang membututikan rehabiltas) sossal dasar o
dalam pans

Indilastor Kinena = XV x 100r

[RUNUS ~a st xe

Prasara na Pants Soesd

g remakoua i

ol dadam panti per mhun,
o} Humrdah bt pem berian Sayanan per makanen

1 Standar SDM

Aalam | faatu) tatuin,
(e Incle b per trados ren per orang per harl,
) Pergaciann st rans dan prasarans dap

2 Starvlar sarana dan
s Arana

o] Bartian permalosna n desgan standar bisns
st dengen poetl sonkd millk Pemnerutah
Derahy Frovims

A Sancier Bayal'riwdl [o Fengeauhan () vk h tenaga keaciah i rasn sondal
Anek | Jan g wak fil pemb ersa n yanan,
) todeks honor
P Standar Sarans dan & Penyedaan fa] Jusdah soak rdan s pene s permaloanan [Kaegori 1 Tagi daerah yung sucah e Sk pany

nonisd Anak Tertan sar
KUMUS =axh x¢

K egor | 2 hagl daerah yong bedim menlicol pan's
pomsal Arswk Torkan sar
RUMUS =daxti x¢) «d

K wgor i 3 bagt daerah yung belum memilik pant
ronid nomad Anak Terfantar dapat menguk ke

[ ornrd oot § vonil i n sty raloat i wil wyshin y
RUMUS &

. Penyediaan samlang

] Penmdeiion g losian Terd inl atas pakalan
seraga sekodali, pakain harsan 4 fempat
el pakasen dadam & fenam) buah per talun
D) Pebelinn peden gionen mandisctiag
tudan;

61 Perrttwdsan Jednitathan kinisus umuk anak
perempuan dan balite setiap buden

| P o dian adas kol terdhin ases sarsial dan
sepadu per tabmn;

o) Perlengioagun fadah senunl dengan sgems
anak per talun;

7] Transport pefugos

[RUMUS »a+ hscedeesT

el Penyechaan oaramas
yong mudal dakees

(8] baaya pem bangrnan geding barn

D) haya pemeEhatsan gedungdan samne
Prasa rans,

06 | A slicvangan sarana den prassans untik
prasution ik s syaradat

xbinﬂ._g.uxa__‘.:-,!:.l.:.ﬂ:aﬁ_«!sn
oasal Anwk Terian tar
RUMUS = b

Kot wger d 3 Bt e sl peeng Bedum memnibiks pant
o bl Avack Terdaritar dan stustigiu ey ecakan
anggaran RUMUS «a«b
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PENERIMA INDIKATOR SPM/
JENIS LAYANAN NG STANDAR LAYANAN SUB TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
LATARAN KEGIATAN
! 2 J 4 ) [ 7
Kit e ger 5 3 gt e st yun g beed
pomial Anak Tethan s dagiat merujuk ke gants
sonsal milic mas yarakat A willayahnya
KUMUS =«
n . Penyediaan (LIES RRTE | T denigan e bniiuban
perhedadan beachatwn ) Termame ter |
& dadam pand (€1 Thm ban gan
() Pengulonr angs beclan
(@) Ternpuneter
) Honor geer awat
) Fsegm unfungs n dok wr
£ Pember s bambmgsn ] Honod pe ey sosiad profesional [FUMUS -2~ b+ e

fodk, mentad sgurituad
dan soual

(21 Perm o sany it Sermniaan & ek
0c) Pearte bann adet Sl domtor

~

T an bor sn Yt rggan
ok v rtea hxtup
sehari hari

@] Honor pelergs sonsal prosesanal
() Peean o snn alat g viags
(e} Pemiedsan alet tulia dantor

[RUMUS ~a -0+

Fanditani peodiatan
akta kckahstan,
nomor mduk

ke pendudiian, dan
Jaat T ddenifilae anak

() Beaya trans port Pekeria Somsal Prodos s/
Tenag Kearga eraan Soaial
(D] Daya tranaport ana k

[RUMUS 2+ 5

Alam ke byanan
prncbdican dan
esehiata n daser

(%) Haga trameport Pekera Sossal Frofos sl /
Tenagn Kenega hiler aan Soa ksl

(b} Piaya trans port ane k

(G) Periengioapa n sekcolah ter dirt ataa budo, 1as
sekcial, dan alat fulia

[FUMUS w2 - -

Pem ber lan peSayanan
penchiauwan keloagn

Peaya pers lanam g ke s soesal prrofesione §

[Semind dengn sfandar s

P ber san pelayanan
revirefikam kehianga

) sy prorpadana 11 st transport pekerss
sosiad prodes yoml

(b} tiaya trans port ana k terfantar; dan

(0] Tabays per Jadasuan chidam nenghin peayruaten
sebelum dan sesudah revn fion § kel uarga

[Seaum dengen standas by
o

I Akses ke nyanan

progauhan kepads
o Juangs je ngatitd

o) DNexyon prerin b vl trasm port Pekerns
Soawl Irdesonat

D) Bisaya tans oo A nak tesien tar

Femia dengan standar na s
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FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN

PENERIMA LAYANAN

STANDAR IAYANAN

INDIKATOR SPM/
sUB

TARGET/PEMENUHAN SPM

KOMPONEN BIAYA

PERHITUNGAN

]

KEGIATAN
[

[J

Rehablitant Sow il
Dustar Lanjut Usia
Ter battar i Dadam
Panu

‘
Lasgut Usie Terlantar di
'w ilayah prosanad

Stancher Jumlah dan
Kualma s Darang
dan /atau Jasa

Perseude 5 Lanpit
Ui Terlantar yang
erperudi Kebutuhan
s aragra o dadam panti

[Terpenutunys Kebutulun desar et usia
leriuntar o) dadam pants

RUMUS

X = Sasdah Langut Usss Terdantog didadam
Pantl yung wrpenuhi kebutuhan desarnys

Y = Populam Lamgut Usse Terdamar o doerah
provamt yang mrm il tachioun r chabdit st ool
Chacranr 18 Chada o parnts

Indikamr Kineos = XY x 100%

A Etndar Daya Pribadi
Lanjut Usa

& Penyecioan
Pecmaicanan

) Summdall Lanjot Usia Terfantar peoerima
ermakanan i dalam pans per s o

D) Puodah hart pemm bessen layanan per imakanan
dadamn 1 gsatu) tadmin,

() Incheler permada rmn o7 oramg e han

B Srandar Sanas dan
Prsaarans Pants Soaial

ji9) Pengacean s s dan prasatana deapur,

o) Baartuan permadeena n dengan standar bagn
sama denge n pantd sosial midie Pemeratah
Do rah Provimi

1 Sundar SDM

Kategor 1 hag daerah yang sudah memitic
a1l sl Langut Unss Terinatar
RUMUS « asbixc

Kategori 2 hag daerah yang befum mem ik
pant sonial Lamgut Usss Terlantar
RUMUS = axbxe)r d

Kategor 3 lug daerah poang Dedum oo B
pantl somial Lanjut Usis Terjantar dapot merujuk
e panti somal mn ik masyarakat o willsyahma
RUMLUS « e

2 Btanclar sarans dan
s Arana

b Peryediaan Sanclang

() Penbe fuati goalon bun terclinl ates pakaian
haran 4 jempat) avel, pakasan odahmgs |
atwarel dan pudkeian dalam 6 (enam) fah
per mhun,

(D) pembe lan perengcapan mndl setia p ol
(] pembelian Relninihian s us stk bajut
unia yon g mengalami bedrdden setiap
Svlan

() Pern Boe Shnry i S Wit Tencdard ot sandal dun
sepatuper shumn,

(%) Perlengiaapan thacdah semias dengan agama
per tahiun,

) T raess port petsiges

RUMUS » a+bhccsdse~T

©. Perpediaan s ana
yang mudah dalkace

(4] hava pem tsan ginan ged ung bary

) hsos pemclharsan geohing dan sanns

P AT ana,

(e ) o vbhoumn g sarmna dan pras s untok pan
miie e yaraiest

Katogon 1 hag daerah yangsudah mem il
pant sonial Lamput Usia Terinatar
NUMUS = &

Katogon 2 bog deerah yang befum mem i
pent sonss) Largut Usss Terlantar
RUMUS » a+ &

Kategor 3 bagl daer ah yang bedum menl Sa
pan 1) sonsad Lanjut U Terlantar dapat mersguk
e pants somtal o Bk masyatakat o willsyahiina
RUMLS ~ ¢
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INDIKATOR SPM/

JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN| STANDAR LAYANAN sup TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
KEGIATAN
] 7 3 ] 3 [ 7

A Pergrediaan alat

bantu

o) Kursl roda,

) koca mata,

(c) petneriansan dan pengulouna i, serm
penyeciaan alat bamu dengmar

o) ruk

) Lansis walher

(9] 1ripod

) texiggieat

01 tramaport petugas

Sesum dengan Kebutuhan

™

Peayeduan
perle halan kesehatn
b dadam gt sostal

@) Ohat woum

) Ohat kin

) Temmeter

) Tem bangan;

) Pengtinr guls darah, kolesterol, dan sanm
At

¥l Termome ey,

(g1 Honos peeruwat

i) By kunpmgan dok wr;

01 By bunpmgan peiliater;

1 Thaya Soun unggan peicer i sos il 1nedie

Sexum dengan Xet ututa o

Peaniheris o bbn babn jpas
Otk memtal spuratual,
dan aosal

() Homor gedoerpa sosial pr ofesionm ) Tetags
kescjalneraan sonml

() poen e hian a bt perags.

(€) prem e han alat tudia kaenor; Pem beban
hahan [ slst peng sl waklu fuang

RUMUS « g eh sc v

Peadieria n hinluagan
ak1vims hodup
schart-hari

)

il Honor pedcer ja sonial prodessonal/ Tenaga
Keowegatter aan Sosial

D) Fesmeliati alat perdga;

0c) Pemmtee Ban adat tulie lownior

RUMUS = ath o ¢

b Fralimasl peaduistan
Nomor lnduk
Kepervhachian

AT By s tranupor | gele s sostal jriodesonal)
w0 kesejalineraan sonial
5} Haos trasiaport Lt wnss

RUMUS = &+ %

Aaen ke baymian
ko hatan dasar

4 Pisya wanaport poke s sousd prodesonal)
0 g kone aliie raan Sooial
) Bayn tranaport lagut

RUMUS « a+ b

Pemberss n prefayanan
perehimiran Molusrgs

—_IF.«.- Fealaunan pekier) s sosial prodesonal

Seuaidengan stanlas iays

= =

Pemb eria n pelayanan
reun ik s kefuangs

8] Pihaya porkala non el Trans port pekenia
sond profensmal

) By W port ke njul e terientar,

) Fhara porsata nan dadam rangka pongastan
e e dan sesudal reun Mo kehus g

Seasmrdengan standar lays

m Permiles arsen

6] Paieet b saya pet U Saser aaan
() T rnimpor | petsigan

RUMUS = a+ %
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FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN

PENERIMA LAYANAN

STANDAR LAYANAN

INDIKATOR SPM /
sUB
KEOIATAN
‘

TARGET/ PEMENUHAN SPM

KOMPONEN BIAYA

PERHITUNGAN

s

[J

Rrhahiitant Sowl
Dty Cedandangan

dan Pengenes di

Diadeey Poend

Ocia nlangan dan
Pengemm di wilsyah
provns

3
Standar Suodah dan
Kuad it Bar arg
dan /ot u Jas

Fersentade (™9

Gedand aaygan ddan
Pengemin yang
terpeaihl Rebunudian
danar riya & dadasn panty

Tespemiiuga rnV:E..E.__E.K Cetandingan
dan Pengemis d) dadam oty

RUMUS

X = Jumish Gelsrelangan dhen Pergeme o)
(ladarm Pan® ypeng terpenults kebutihan
(dasarnya

Y = Poprulast Gelandangan dan Mergemm &
(aerads prond ol jang e ututioen seduadalftas)
woma | dasar o dadam pamd

todddoator Kiners = X/ Y x 1000

A Sy Bige Pritad
Celarvhurggn chan
Pengin

4 Peryediiaan
Permaloanan

) Jumish gelandangan dan pengeims penerana
permakesnan o) dalam pantd per tahung

o) s lal hart pealiessan layanen permakanan
Aadarm 1 fuatu) tadiun

[ St Sranadan
Passamnrms Pt Sonm!

c 1 Indeies permakanan per orang per han,

i) Pengp daan sarana dan prasasans dagur;

o] Bantuan prermakanan dengan standes ays
samn dengan panti aceial millk Pemenntah

1S1andar SDM

Daerah promnas

Kategor 1 hagi daerah yang socdah mem il
et sool Gelandsngan dan Perngemis
RUMUS«~ axbze

Kategpn 2 hag daerah yang belom mem fiik
o) somial Celandangan dan Peige tn
RUMUS~@axbxg+d

Rategori 3 g dacrah yo g Dehum men 25
Pt soa il Gelandangan dan Pengemss dapat
merspuk he pantd sonsal ok masyarakat o

willayahin ya
RUMUS = &

251andas narans dan
s mrare

b Pesgediaan Senchang

o) Pem e dian padoul an ferdinl atas palouan

send gum seka ah, pakesan barian 4 (empat)

aiel gukoasan dalem & fenan) huah per Bhun

Jo) e an b Bart poe vl spghengrian manch setiag

trudan:

f&) P bedean kobiutuhan Rlvusus untuk snak

perempuan dan halita sty buban

i) Pean tee deary ade x kada tend inl atas sandal dan

sepatu per Shus

o) Pe e sydhagian Jadah sesuns dengan
ATy A per tahun

1T v 0 T qetsigm e

RUMUS=a+hecedeeo

€ Penpediaan asrama/
W ma yang mudah
daknes

) bl g p e bengina n god ung bam

) W ase pemeitiarasn geduny dat aarana

T Asra e,

61 A vngan ssromnaclan posst ans wartuk paomd

mdik masyarakat

Kategon 1 hagt daerah yang sackah mem ffia
pormt) soosal Gelsrelangan den Pengemes
RUMUS « &

Rategr 2 hags dacoal yung Dehun men S
parti somal Geland angan dan Penge mos
RUMUS=a+h

Kategoei 3 bag decrah g behum mem Sl
pasertd som dad Geln dan gan dan Pengemis d agat
mersguk ke panti somal ik masmramkatl o

A

d Pempechaan
perbedolan hotse batan
ol ladatn pant)

() Ot wmssn

) Termimeter

() T tewn g,

(@) Penguiour 1ange tadan,
(@) Termomeres,

) Honor perawa s,

() Bsaya v pmgan dokler

Sesual dedgpan Relnitudian
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INDIKATOR SPM /

JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN| STANDAR LAYANAN suB TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
KEGIATAN
] 7 3 v 3 n 7
e Pembesian lomisngen rior peXeria aossal profesional RUMUE=a+h+c¢
faik, Lad ap sramuald, el ah adat D el

A soadal

ernilee Joast alat tulis fown

[ Pemberian

e tangan

e ramp Gen. fod up
m tan-han

) Honor geeder s sonsal 3 rodesion el
) Pexnbed san adet tulis kaanor

RKUMUS = a+h

Pemberan tam bangan
Wew ramp dan dasar

anor mst ekt
) Bahan kete nvmp dan
ic] Alat heterampian

RUMUS =3+ hre

Fas litiast pemBbuatan
Nomor 1nd uk
Kepenchuchian
Kartu Tands
Peaduduk, Ak

Kaurnu 1 Anak

bl DNexya traniap ort pe ke s sosial jirodesanal)
wragh kew gahieraan sonsal
(Y Badys tranap on gels ndangen dan pengems

RUMUS « a+ %

Ncses hoe Jayanan
peocl cliion dan
e se hatan dasar

) Flays tranepodt peliena sonlad profesional
Tenaga Eesegahiiernuan somia l

5| Boaa tramport gelandangan dan pengemms
Acria koo hiargan ys:

RUMUS=a+* b+«

w -

Peamiban gan e
chaeah asal

) Hsom tranaport ke s nows | jrrodesonal/
fenaga Joese fah v raan soslal

RUMUS~a+h
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FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI

JENIS LAYANAN

PENERIMA
LAYANAN

STANDAR LAYANAN

INDIKATOR SPM/
SUB
KEGIATAN

TARGET/
PEMENUHAN SPM

KOMPONEN HIAYA

PERHITUNGAN

4

>

k)

4

5

0

Por Tt umgan soa sl
kooban beneans alam
dan soaial

Korban encansslam
dan woakd o wllyah
provinm

St ncdar Juminh dan
ualines ha ey
dan/stau jasa

Torsenane £5) korhan
letcana alun dan
sondal yang erpenuty
ke burihan desams
willayah prorvisisl

Terpmutunys
Kelrututun da s
korban bencana alam
dan sossal ot wilsywh
§romnal

RUMLUS

X = Jumish Korbwn Bencans Alam dan Sosial
IFrovinas yang ferpemihs bednituhan dessrnya ¥ -
[Popralesl Korban Benos s Alun dan Sossad
e 1 pr ol yes g Toean Yt kan

perti e ungan dan samama n somsal paca sast dan
serdedah tan g darirat Denoane groviomi

Incl Geator Kineria = X/ Y x 100%

A Staniar oy s prisch
herftiun bereane alam
chary won )

&, Penyedisan
P rmakeanan

] P oot pearibiofioon Badian perneicanan [ mak ansn 45 sajl
J0) Blaaya presialasian tranaport petuge
bc | Baya pengrsman;
Jd) Peria raan jumdah korban bencans alan dansosial per mhiun
fe] e raan pumlah hard peomberia n Myatian permalkiais n per
S el ian bescans dalum 1 fsan) Tahun
Jlindeiks permakanan per orang per harl

RUMUS = o+ hre
‘s ~dxext

B Staeias saranadan
e aran s wempat
PRI e g

0. Pengediaan sandsng

fax) Pemibe Joan paket sand ang dan pe e ngiog anke isrgs seria

family jods

) Biayw pespalanan/ Lransp o petuges

| By g graman

pd) Pk raan fambch kortan beacana alan dansos sl per Sahu

%) Peria rean pimlah hard pranhersa n byanan permak s n per
ke gacdian beocana delam | jat) Taliun,

Plindeda permakanan per orang por harl

RUMUS~ s+ hre
‘e *d xe

| Swnudar SDM

. Penyediaan tempat
PenATEILIE O
pengungni

) P oot pe e cliounn TeITgat Pen s un g pen @i n g
] Beaya poriadanan iranspon petigee

JS | Boaya pengriman

bt} Pl raan yumish korban bencans per sahun,

o) Jodielon we gt presa pniogan pergu gl

RUMUS=a+hsc
‘w~dxe

2 Sundas sarana dan
P Anarana

. Penangana n kinsus
o @ kebomm pok tenian

[ Pembelan paket bahan permakanan Khususflanin ussa, hu
hamdl, perrandang disatuitas, dan skl

(B4 Beaya per js b [ Unams port petigas

(c) Maya prngirsman,

o Perkiman fombah Sombom pok reotan

L& Inche ey pemian s nan s is.

KRUMUS= n+bsc

‘a~dxe

¢, Peleyanan dokungsn
o o sl

(a) Pengaciaan paket alat Basmu dulesgan pak osos sl

) Honor prekecia sosial priodesomnal) tenagaiens saliteras
nomial /e bewmn wosdal

(1 Basya pengpirtma

) Perkirman fomish korhan bencans

(2] Inchedon ke v gan pwik coca kel

[RUMUS= 2~ B¢
‘s ~d xe
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FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA
TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

JENIS LAYARAN

PENERIMA LAYANAN

STANDAR LAYARAN

INDIKATOR SPM/
sUp
KEGIATAN

TARGET/PEMENU HAN SPM

KOMPONEN HIAYA

PERHITUNGAN

o

7

Rehatninas ) Sosal
dasar perydodang
Asabilites wriantar,
arsk Teriarmar, lanpnt
s terlamtar, serta
wlandangn n gengemis
A o pans

Py ncban g s alol tas
terlamtar, anak
teriuntar, Seryut usis
teslantar, sria

e bl wrgpan presgenissd
wilayah katmpaten) kota

Stanchir jumiah dan
kualitaa hamng
dan /atau jesa

Persenbae ™)
peryandang b s,
wro . danjut usia, serta
pebsncangan dan
Pergema yany
erpenihi keburahan
deamrnyn di uar panty

Tex pernitunys Reluituhan dasar ooy ndang
s atifitas 1eviantar, anak teriantar, Sagut
i teriarar, sert geland angan penge mos o
Bunr pany 14

[RUMUS

X = damlah Penymndang Dwatinas Terkam s,
Ateek Tertantar, Lamput Usia Tatamar, sra
5 e ok ngan. Peagge s o) hiar Paats yang

ter permatii ke busihan desanga

¥ = Pogrudas Fenyaocdargg ThHisali ilitas Teslan tar
Anak Terlantar, Lanjut Usis Terla mar, sla
5 e it nggan Penge s di daerah

[k alnipateon oota yang membutuhkan
jrehaduinss ol daaar o huar pants

in clik axor

A Suereies lkge ptadl
peryandang dsatiitas,
o, Durgut s, dan
e hakagan dn
prigaTe

& Layanan dats dan
pengduan

A Homor petugas |

B Judah petugas

f Alat prrgelobsan date (kompuder, prnten |
& Adat tulle Soan for;

(&) Sews ganngan internet

HUMUS =gaxbi«crdve

[B Stancdar esana chn
jrsarana LKS/) auody
el

b Layanan kedarurstan

() T rosn port gt e

(5] 1o e Bean Wencharman s Sa ysnan
rehalilinasi sondal daser ol Juar gy
(] Pemeli hanan oenda e

1. Standar SDM

2 Srandas sanans dan
prasarana

0] Homow petuges tin ek copat.

Kategor | hagl deerah yang audah mem i
feendaraan Eusus Seyanan retal Snas sonial
asar Al husr panti

RUMUS =c + d

Kategon 2 bagl deerah yang betum memiic
endaraan Khusus Syanan rehab dtes: sosal
sl huar pant dan me gl melaiolian
engackaan kendarsan baru dan pemi ayan
emed tharma n

RUMUS « b+ e+ dd

Kategori 3 hagl deerah yang belum mem s
Jeencisrman kinirus Jaysnan rehats it m soass)
lasar i Juar panit dan Bdak matng u e lako ke
pengaciaan ke ndaman baru

RUMUS = a +d

©. Penyechaan
pormakanan

8) Penerimaiayanan pertahun;

) Jumiah hart pem berian layanan per maka nan
chadam | (satu) Bhun

(] Macheics permuaionnen per anang pey hasy,

) Tran sport e tugas

RUMUS «faxb xa ~d

. Penyediaat sandang

(8l Pembelan padosan,

B e bedean per dengiagan mandi;

bel Pon be don ket than Khuamia untuk
porempuan dewnas, talits, dan yang
mesgadami bedrdden

LA oo ban alas ok,

o Tosm port petugas

[FUMUS sa-t-c-a-e
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INDIKATOR SPM/
JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN| STANDAR LAYANAN sup TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
KEGIATAN
] . J ) 4 L} o
& Proyetiaan akl A oarm roda, [RUMUS ~a+becsdresisg heiv)
bhamu D) Kaus mats,
i) Sk pemer daaan dan pengulousen, sera
prrywchaan absl Yantu
) Akt hantu dengar
i) Kruk;
¥ Trapod
@) Tongkat putih;
1) Foogiet (a 3at Tulis untuk Rina netra)
)] Tranapor p=tugas
11 Tranap o peneruna dayansn
f Penpdisan un RUMUS «arhrerdr |

perbehadan keschaun

",
Lcl Pengubour snggl badan
| Termometker;
(0f Trasisport petige
(0 Transpon penerims Wyanan

& Pemibereen bamb agan
Enik, mental sperdtual
cdan nossal

(A Honot pebetie sossl

(0] Tali math tenags keagaltors n somsd /
relewist o il

i) Peanibyelia n adat perags;

|G} Trana port petugns

[RUMUS ~n+ becsa

h Pemberan homb ingan
nomal hepacie
Keluargs peryandang
vlisaly St Terlan tar
anak ter bantar, Sanjut
unia terlanar, serta
o dandangan

\_pengrm e dan

4] Tl s th tonags kesejah e raan sonial/
relawan sonial

] Pembelan alst peragn

() Tranapor petigss

[RUMUS <2+ B¢

} Fasllitas pentustan
nomos mchuk
kependuchilean, akin
kebadiman, surst
nifiah, chan far
slen e anak

LM Tramaport petsige
(B Tranaport penerima Sapaman

RUMUS =« 5+ %

k. Akam ke layanan
pendetikan dan
keachaten desas

[ Tranapost petuges
b0y Tranap o penerana lwyanan

[RUMUS &+ %

I. Pembteran pefayanan
penehiauran heiuags

Miaya perzs lanan peiorms son sl prodemsoma )

[Sewmim dengen standar oays

m Pembersan pelayanan
rewnudl ol loeluarga

) TRAYA Permlanan s 1Iam Sor e ke
oo sl prof esion sl

B) By tmansport penerima byanan

¢ ) Fayn peralanan dalam rangka penguatan
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FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN /KOTA

JENIS LAYANAN

PENERIMA
LAYANAN

STANDAR
LAYANAN

INDIKATOR SPM /
SUB KEGIATAN

TARGET [ PEMENUHAN SPM

KOMPONEN BIAYA

PERHITUNGAN

DATA YANG
DIBUTUHKAN

]

]

4
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FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :
TAXGET X DODLIA PROGRAM 1'EMENUHAN PELAYANAN DASAN TENTANDANG IESAJIZLTAS TERIANTA N DALAM I8 NTT DAN KERANGK A
EEBUTUHAN ALOKAS TAIUNN + | TANUNN + 3 TANIN N+ 2 TANUNN « 4 TANUNN 3 Roomes
N~ I e it SELUARAN | EEGIATAN | PROGRAM | SATUAN ANGOARAN e HAROA HARGA HARQOA HARGA HARGA fosoa
Lavadan | xmosmaras DANA xy w w wr THUN
P (Tt of TAROEY [ SATUAN| o | TARGET | SATUAN | L | TARGET |BATUAN| o | TARGET | AWAN | L | TRGET | SATUAN [RPOUTN]
WUTA uury WUty wury TN
] " . “ [ [ 5] (B - ™ " [ m [ » n = X D

KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kalom 2 ! Diisi dengan jneis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
Kolom 3 : Dilsl dengan Sub Kegilatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 4 ! Dilsl dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
Kolom 5 ¢ Diisl dengan Nama Kegistan sesuai dengan nomenklstur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 6 : Dilsd dengan Program sesual dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8§ : Dilsl dengan Alokasi anggaran tahun 2019 per jenis kehiaran
Kolom 9 | Dilsl dengan Sumber Dana
Kolom 10 ! Dilsl dengan target kinerja pememihan pelayanan dasar tahun 2020
Kolom 11 | Dilsl dengan harga satuan tahun 2020
Kolom 12 : Diisl dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
Kolom 13 : Diisl dengan target kinerja pemenuhan pelavanan dasar tahun 2021
Kolom 14 : Diist dengan harga satuan tahun 2021
Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
Kolom 16 1 Dilst dengan target kinerja pememihan pelayanan dasar tahun 2022
Kolom 17 : Dilsl dengan harga satuan tahun 2022
Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kelom 16 dan 17
Kolom 19 ¢ Dilsl dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
Kolom 23 : Dilsl dengan harga satuan tahun 2024
Kolom 24 ¢ Dilsl dengan target blaya pemenuhan darl perkalian kolom 22 dan 23
Kolom 25 ¢ Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024
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FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

www.peraturan.go.id

PROVINSI :
TARGET KPNERIA PROGHAM 5 VION UNAM J5LAYANAN DASAR EN Y ANDAN G DERAJIITAS TERLANTAN DWLAM FANTY DAN KR ANG KA
KEENTTURAN ALONASS TANUNYN + § TAHUNN+ TANUNN 3 TANUN N+ § TRHUNN + 2 EOorTRse
~ el P EEUIARAN KEGHATAN PROGRAM | SATUAN ANGGARAN s HARGA HARGA HARGA HAROA HARCGA MBI
aranay | momms DaNs » »r % wy e | TAHUN
S Tatez < TAVGET | GATVAN | oo | TARGET | sATVAN | | TARGET | SaTuax] | TRRGET | SaTuaN | | TaRGET | satuan | o |
wura Ut TN WUTA JUTA)
' 3 ' . " LJ T . . m " 2 " LA " " T L] " n i F 7 a . n
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomeor urut
Kalom 2 ¢ Diisi dengan jenis lebutuhan pemenuhan layanan dasar
Kolom 3 : Dilsl dengan Sub Keglatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 4 ! Dilsl dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
Kolom 5 ¢ Diisl dengan Nama Kegistan sesuai dengan nomenklstur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 6 : Dilgd dengan Program sesunl dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 7 ¢ Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 : Dilsl dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
Kolom 9 | Dilsl dengan Sumber Dana
Kolom 10 ! Dilsl dengan target kinerja pememuihan pelayanan dasar tahun 2020
Kolom 11 | Dilsl dengan harga satuan tahun 2020
Kolom 12 : Diisl dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
Kolom 13 : Diisl dengan target kinerja pemenuhan pelavanan dasar tahun 2021
Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
Kolom 16 1 Dilst dengan target kinerja pememihan pelayanan dasar tahun 2022
Kolom 17 : Dilsl dengan harga satuan tahun 2022
Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kelom 16 dan 17
Kolom 19 ¢ Dilsl dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pememihan pelayanan dasar tahun 2024
Kolom 23 : Diisl dengan harga satuan tahun 2024
Kolom 24 ¢ Dilsl dengan target blaya pemenuhan darl perkalian kolom 22 dan 23
Kolom 25 ¢ Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024
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FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

TARCET K0 1% IO WAW PRV AN TR AN TSR T8N AN TAN G TR TLTAS TEN LA TA N DA TR T TN R W% A
=
KESNTTURAN ALDKAS TANUN N+ 3 TAINN N 3 TAHUN N+ 3 TN N 4 TANUNN + 3 RO
o | TMMIRAR s wvuanay |eoameay| roarav| sawas | ascoas | YR ™ o oy AR o
; PO G / i HARGA HAROA WARGA WA HARGA
Lavanan | xmomran DANA R’y < ur "y »e TAHIN
[ TS TARGET | SaTUAN TARGET | SaTuAN TARGET | saTUAN TARGET | BATUAN MRGET [ saruan | s ouray
DASAR VU ULy vuty YU LAE
WA TN WuTAy ST WUTA
T 3 3 . W - m D 5] ™ m ™ ™ T T m) Bl F) F) > B
KETERANGAN
Kolom | : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Koelom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15
Kolom 16
Kolom 17
Kolom 18
Kolom 19
Kolom 20
Kolom 21
Kolom 22
Kolom 23
Kolom 24
Kalom 25

! Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

: Dilsl dengan Sub Kegilatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

! Dilsl dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

¢ Diisl dengan Nama Kegistan sesuai dengan nomenklstur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
: Dilsd dengan Program sesual dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

: Dilsi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

: Dilsl dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran

| Dilsl dengan Sumber Dana

! Dilsl dengan target kinerja pememihan pelayanan dasar tahun 2020
| Dilsl dengan harga satuan tahun 2020

: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
: Diisl dengan target kinerja pemenuhan pelavanan dasar tahun 2021

: Diist dengan harga satuan tahun 2021

: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
Diisi dengan target kinerja pememihan pelayanan dasar tahun 2022
: Dilsl dengan harga satuan tahun 2022

: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kelom 16 dan 17
¢ Dilsl dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
: Diisi dengan harga satuan tahun 2023

: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
: Diisi dengan target kinerja pememnihan pelayanan dasar tahun 2024
Diisl dengan harga satuan tahun 2024

¢ Dilsl dengan target blaya pemenuhan darl perkalian kolom 22 dan 23
¢ Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024
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FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI

TARGET R LI, TR0 TN RV I VTN TR LAY AN AN DGR TEN ¥ AL T BT A T ICHLNT A0 DALANT 1N T8 DA I ANGRA,
SRIIUHAN ALDKRE TANN R T TARN A 3 TARNN T TOTONN 77 TAWIN W+ S B
PEMENUNAN SUH SUMDEN AK R
N ILUARAN | KEGITAN | RGGHAM | SATUAN ANGOARWN HARGA HARGA HARTGA HARGA HARGA
LAYANAN | KEGHATAN naxA w w w w TAHUN
T o TARGET | saTUaN TARGET | maTuan TARGET | SATUAN TARGET | saTuaN TARGET | SATUAN | R LAITA
DK WUTA WUTA WUTA WUTA N+s
JUTA MUty MUy Juny wiurs
! J - - J m n () (8] . m n (8] L] m n i n » D
KETERANGAN
Kolom 1 ¢ Dilsl dengan nomor urut

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15
Kolom 16
Kolom 17
Kolom 18
Kolom 19
Kolom 20
Kolom 21
Kolom 22
Kolom 23
Kolom 24
Kolom 25

: Dilsl dengan jenls kebutuhan pemenuhan layanan dasar
¢ Dilsl dengan Sub Kegistan yvang disesuaikan dengan Permendagrl Nomeor 90 Tahun 2020
¢ Diisl dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
¢ Dilsl dengan Nama Kegistan sesual dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
! Dilsl dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

| Dilsl dengan alokasl anggaran tahun 2019 per jenis keluaran

! Dilsl dengan Sumber Dana

: Diisl dengan target kinerja pemenuhan pelavanan dasar tahun 2020
: Diisl dengan harga satuan tahun 2020

: Dilsi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
: Diisl dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021

: Diisi dengan harga satuan tahun 2021

1 Dilst dengan target blaya pemenuhan darl perkalian Kolom 13 dan 14
: Dilsl dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
: Diisi dengan hargs samian tshun 2022

: Diigi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
: Diisi dengan harga satuan tahun 2023

¢ Dilsl dengan target blaya pemenuhan darl perkalian kolom 19 dan 20
i DUsl dengan target kinerja pememihan pelayanan dasar tahun 2024

: Dilsl dengan harga satuan tahun 2024

! Diisl dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
: Diigi dengan kondisi akhir tahun 2024
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FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI
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PROVINSI :
TARGET X% BN A PROCORAM 7% ME NUIA N PI0A TAN AN DASAR 15 NTANDAN G DESASIATAS TERLANTAN DALAM PN TT DAN KK AN
ﬂw‘ﬂ»ﬂu"‘ﬂu ot ALOAS SUMEs: AHUNN + 1 TAHUN N +2 TAHUN N+ J TAHUNN + 4 -“ﬂ\uﬂ
NO o o UARAN AT AN M SATUAN | 4 AR AN - . G 3 ARG ARG t
LAYANAN | RIUTAN WRUCHRINL | RRTININE | Ooicesty | Bow | gy | WA | oy u_...__,_rqm_n“ iy | TAReE u_mmﬂ_.w”ux_.. oty | TARGE M...,”«_M.Nn e | TAmeET M..,w_m.nn e | RaET u...uwm.uu oo | %
1 3 : : : M ; . M ) m = [ D = m v ™ m = my ) 5 = =
KETERANGAN
Kolom 1 ! Dilsl dengan nomor urut
Kolom 2 ! Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
Kalom 5 ! Diisl dengan Nams Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 6 1 Dilst dengan Program sesual dengan nomeniclatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 i Dlal dengan alokasl anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
Kolom 9 : Diisl dengan Sumber Dana
Kolom 10 ¢ Diisl dengan target Kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
Kolom 12 : Diisl dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
Kolom 13 : Dilsl dengan target kinerja pememihan pelayanan dasar tahun 2021
Kolom 14 . Dilsl dengan harga satuan tahun 2021
Kolom 15 ! Dilsl dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
Kolom 17 i Dilsl dengan harga satuan tahun 2022
Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan darl perkalian kolom 16 dan 17
Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
Kolom 20 i Dilal dengan harga satuan tahun 2023
Kolom 21 : Diigl dengan target biaya pemenuhan darl perkalian kolom 19 dan 20
Kolom 22 ¢ Dilsl dengan target kinerja pememihan pelayanan dasar tahun 2024
Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
Kolom 24 i Dilsl dengan target biaya pemenuhan darl perkalian kolom 22 dan 23

Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024
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FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANTI

PROVINSI :
CAPAIAN
NO KELUARAN OUTPUT) SATUAN i s . v_—\uy“””x PERMASALAHAN SOLUS)
VOLUME RP VOLWWME RP FISIK KEUANGAN
T 3 3 5 n 7 o v [ 1 7]
[
)
‘
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisidengan nomor urut
Kolom 2 : Diisidengan keluaran |outpuf) berdasarkan form 6.C.1
Kolom 3 : Dlisl dengan satuan per jenis keluaran |outpuf
Kolom 4 : Dlisidengan jumlah target per jenis keliaran {outpun
Kolom 5 : Diisl dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran |outpuf)
Kolom 6 : Diisl dengan jumlah realisasi per jenis keliaran |outpuf)
Kolom 7 @ Diisi dengan jumlah realiss o anggaran per jenis kelusran (outpun
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capainn fisik per jenis keluamn joutpuf)
Kolom 9 : Dilsi dengan persentase capalan keuangan per jenis keluaran {outpun
Kolom 10 : Dilsi dengan sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapl dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan alternatil solusi yang bisa dilakukan
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FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

www.peraturan.go.id

PROVINSI :
CAPAIAN
TARGET REALISASI SUMBER
NO KELUARAN {OUTPUT) SATUAN » DANA PERMASALARAN SOLUS|
VOLUME RP VOLUME RP FISIK KEUANGAN :

T 5 3 7 ] 0 7 g v 10 ] 13

i

3

v
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisidengan keluaran (outpuf) berdasarkan form 6.C2

Kolom 3 : Dlisi dengan satuan per jenis keluaran |outpuf)

Kolom 4 : Dlisidengan jumlah target per jenis keliaran (outpun

Kolom 5 : Diisl dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran |outpuf)
Kolom 6 : Diisl dengan jumlah realisasi per jenis keliaran |outpuf)

Kolom 7 @ Diisi dengan jumlah realiss o anggaran per jenis kelusran (owtpun
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capainn fisik per jenis kelusran joutpuf)
Kolom 9 Dilsi dengan persentase capalan keuangan per jenis keluaran {outpun
Kolom 10 : Dilsi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapl dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan alternatil solusi yang bisa dilakukan



-282

2021, No.1419

FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :
CAPAIAN
TARGET REALISAS] SUMBER
NO KELUARAN |OUTPUT) SATUAN : S PERMASALAHAN SOLUS|
VOLUME "P VOLUME [z TISIK KEUANGAN :

1 J 1 . [ " v 1 1 12

i

3

‘
KETERANGAN:

Kolom 1 : Dliisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisidengan keluaran |outpuf) berdasarkan form 6.C.3

Kolom 3 : Dlisl dengan satuan per jenis keluaran |outpuf

Kolom 4 : Dlisidengan jumlah target per jenis keliaran (outpun

Kolom 5 : Diisl dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran |outpuf)
Kolom 6 : Diisl dengan jumlah realisasi per jenis keliaran |outpuf)

Kolom 7 @ Diisi dengan jumlah realiss o anggaran per jenis kelusran (owtpun
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capainn fisik per jenis kelusran joutpuf)
Kolom 9 : Dilsi dengan persentase capalan keuangan per jenis keluaran {outpun
Kolom 10 : Dilsi dengan sumber dana

Kolom 11 : Dilsi dengan permasalahan yang dihadapl dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan alternatil solusi yang bisa dilakukan
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PROVINSI :

FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN LANSIA DALAM PANTI

NO

KELUARAN (OUTPUT)

SATUAN

TARGET

REALISAS]

CAPAIAN

VOLUME

RP

FISIK

KEUANGAN

SUMBER
DANA

PERMASAIAHAN

soLus|

v

VOLUME RP

[

5

KETERANGAN:

Kolom 1
Koelom 2
Kelom 3
Kolom 4
Kolom §
Kolom 6
Kolom 7
Kalom 8
Kolom 9

Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

: Diisi dengs n nomaor urut

L Diisi dengan keluaran (outpuf) berds sy rian lorm 6.C 4

L Diisi dengan satuan per jenis kelunran |outpur)

i Dilsi dengan jumiah target per jenis keluwran {outpun

(Diisi dengan jumiah target anggaran per jenis keluaran |outpun

: Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran |outpuf)

: Dilsi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (outpuf)

L Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluamn joutpun

L Diisi dengan persentase capaian Keuangan per jenis Kelusran (outpuf)

Kolom 11 : Diisl dengan permasalahan yang dihadapl dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : DUsl dengan alternatif solusi yang blsa dilakukan
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FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANT!

KABUPATEN KOTA :

CAPAIAN
NO KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TONOEY WEVRD, 3 ..u_._v””.—’.x PERMASALAHAN S0LUS|
VOLUME RP VOLUME RP FISIK KEUANGAN
! ’ " - v 0 n [F]
1
J
+
KETERANGAN:
Kelom 1 @ Diisl dengsn nomar urut
Kolom 2 @ Diisi dengan keluaran |outpuf) borm 6.C.5
Kolom 3 Dilsi dengan satusn per jenis kelusran (outpui)
Kolom 4 : Dilsidengan jumlah target per jenis keluaran {outpun
Kolom § : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (outpuf)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran |outpuf)
Kolom 7 | Diisi dengan jumlah realisusi anggaran per jenis keluaran (outpuf)
Kolom 8 :Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluamn joutpun
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian Keuangan per jenis kelusran (outpuf)
Kolom 10 : Diisl dengan sumber dana
Kolom 11 : Dilisl dengan permasalahan yang dihadapl dalam proses pemenuhan
Kolom 12 Diisi dengan alternatif solusi yvang bisa dilakukan
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FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)

APAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASA

POPULASI DI DAERAH

CAPAIAN
NO | JENIS LAYANAN DASAR JUMLAH KLAIM KABUPATEN KOTA YANG KATEGORI
CAPAIAN (%) | TARGET REALISASI CAPAIAN (%) SPM
LUAR PANTI MEMBUTUHKAN REHABSOS
LUAR PANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Penyandang
Disabilitas Terlantar

2 |Anak Terlantar
3 |Lansia Terlantar
4 |Gepeng
5 |Bencana alam dan
sosial
Keterangan :

Kolom 1 ! Dilsl dengan nomeor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 Diisi dengan jumlah klien luar panti

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah populasi yang membutuhkan rehabsos luar panti dari penerapan SPM

Kolom 5 : Capaian [W) = jumlah klaim dalam pantiyg terpenuhi kebutuhan dasar selama 1 tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, analc terlantar, lansis terlantar,

gepeng di propvingi vang membutuhkan rehabso di dalam panti dikalikan 100%

Kolom 6  : Diisl dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yg berbasl penenma dan standar teknis

Kolom 7 : Diisl dengan hasil pemenuhan kebutuhan
Kolom 8 : Capaian ") = realiasi dibagi dengan targer dikalikan 100%

Kolom 9 : Capaian penerima layanan + dengan capalan penyediaan layanan dibag 2 dua)
Kolom 10 : Kategon : sangat tinggi |85-100), tinggl 75-84), sedang (60-74), rendah 0-59)
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C. Penghitungan Pencapaian SPM
Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks
pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:
1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia);

dan

2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.
Indeks pencapaian SPM (IPspn) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui
penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan
dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar
dikalikan dengan bobot penerima.
Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

IPssm = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) +
(Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)

Keterangan:

IPspm = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis
SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2
tahun 2018.

Persentase = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar

pencapaian mutu yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja

minimal layanan Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber

dasar daya manusia sesuai dengan standar teknis

Persentase = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui

pencapaian penerima indikator dengan target yang ditetapkan didalam

layanan dasar lampiran Permendagri ini.

BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20

BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPspy) terhadap capaian mutu minimal
dan penerima layanan dasar:
NO| NILAI | KATEGORI DESKRIPSI
1 100 Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan

Paripurna |penerima layanan dan pencapaian SPM yang
tidak terdapat pemenuhan penerima layanan
dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu
minimal layanan dasar, nilainya sama dengan
100

2 (90-99 Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan

Utama penerima layanan dasar, nilainya sama dengan
90 sampai dengan 99
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3 |80-89 Tuntas |Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan
Madya penerima layanan dasar, nilainya sama dengan
80 sampai dengan 89

4 |70-79 Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan

Pratama |penerima layanan dasar, nilainya sama dengan
70 sampai dengan 79
5 |60 - 69 Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan

Muda penerima layanan dasar, nilainya sama dengan
60 sampai dengan 69

6| <60 Belum Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan
Tuntas penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil
dari 60
Kategori pencatatan:
NO| NILAI KATEGORI DESKRIPSI

1 100 Pencatatan |Pencapaian SPM yang tidak terdapat
saja pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak
terdapat pencapaian mutu minimal layanan
dasar, namun sudah melaksanakan tiga
tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan
data, penghitungan kebutuhan pelayanan
dasar  dan penyusunan perencanaan

pemenuhan pelayanan dasar.

Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO|( NILAI | KATEGORI DESKRIPSI

1 100 Tuntas |Pencapaian SPM dengan mutu minimal
Paripurna (layanan dasar, nilainya sama dengan 100
90 - 99 Tuntas |Pencapaian SPM dengan mutu minimal

Utama layanan dasar, nilainya sama dengan 90

5}

sampai dengan 99
3 |80-89 Tuntas |Pencapaian SPM dengan mutu minimal
Madya layanan dasar, nilainya sama dengan 80

sampai dengan 89
4 |70-79 Tuntas |Pencapaian SPM dengan mutu minimal
Pratama |layanan dasar, nilainya sama dengan 70

sampai dengan 79
5 |60 - 69 Tuntas |Pencapaian SPM dengan mutu minimal
Muda layanan dasar, nilainya sama dengan 60

sampai dengan 69
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6| <60 Belum Pencapaian SPM dengan mutu minimal
Tuntas |layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60
4. Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar:

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar =

Persentase Pencapaian 4 Persentase Pencapaian , Persentase Pencapaian

Mutu Barang Mutu Jasa Mutu SDM
N
Keterangan:
Persentase pencapaian = Rata-rata persentase pencapaian mutu

mutu minimal layanan dasar ~ minimal layanan dasar

Persentase pencapaian = Persentase pencapaian mutu minimal
mutu barang layanan barang

Persentase pencapaian = Persentase pencapaian mutu minimal
mutu jasa layanan jasa

Persentase pencapaian = Persentase pencapaian mutu minimal
mutu SDM layanan SDM

N = Jumlah variabel pembagi

Catatan:

1) Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya
barang dan/atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu.

2) Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase
pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah
berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang
ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Penentuan indikator tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan dasar

JENIS LAYANAN
NO KOMPONEN INDIKATOR
DASAR
1 2 3 4
Keterangan:

1) Nomor adalah nomor urut;

2) Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam
Peraturan Pemerintah nomeor 2 tahun 2018;

3) Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM; serta

4} Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen.
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Pencapaian mutu barang, pencapaian mutu jasa dan pencapaian mutu SDM
dirumuskan sebagai berikut:
Pencapaian mutu barang =

butirl+butir2+...+butir dst
IpMum barang ™ N

butirl+butir2+...+butir dst
IpMum jasn= N

butirl+butir2+...+butir dst
Pyt sDM= N

Keterangan:
Indeks pencapaian (IP) = Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber

daya manusia sesuai dengan Permen K/L

butir barang = Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L
butir jasa = Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L
butir SDM = Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L
N = Jumlah variabel

. Penghitungan persentase penerima layanan dasar:

Per::::tase P _Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan
la)lr)ananl udxmasar Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM
Keterangan:

Indeks Pencapaian (IP)= Indeks pencapaian penerima layanan sesuai
dengan Permen K/L

Jumlah Warga Negara = Jumlah warga negara yang telah menerima
yang terpenuhi layanan SPM berdasarkan data laporan capaian
kebutuhan penerapan SPM daerah

Jumlah Warga Negara = Jumlah warga negara yang menjadi target
yang menjadi sasaran  penerima layanan SPM yang termuat dalam
SPM dokumen perencanaan daerah

. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISl
BAB 1 : PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan
atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam
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memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah
Peraturan Perundang-undangan.
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan
vang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh
Pemerintah Daerah.
C. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah
yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM
serta dituangkan ke dalam RPJMD.
D. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun
anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang
dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
BAB Il : PENERAPAN SPM
A. Pengumpulan data;
B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format
Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.
BAB 111 : PENCAPAIAN SPM
A. Bidang Urusan Pendidikan
Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib
SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah
ditetapkan oleh Pemerintah.
1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang
berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM
selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan
pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.
3. Anggaran
Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak
langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka
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penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah,
yang bersumber dari:
a. APBD;
b. APBN; dan
c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan
pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian
Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik
dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi
Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi
hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal
maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian
dan pemecahan terhadap masalah.

. Bidang Urusan Kesehatan

. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan

Masyarakat

. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan
dan pencapaian SPM.
BAB V : PENUTUP
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